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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses
penyelenggaraan  perizinan berusaha  berbasis risiko
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

www.peraturan.go.id



2021, No. 272

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6418);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1472);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 464);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019
tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk
dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas
Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
913);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019
tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan,
dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis
Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1028);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020
tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha
pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri
Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 227);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
839);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1088);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020
tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1173);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020
tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai
pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman

Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
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Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1299);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis
Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan

Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
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10.

11.

12.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk menunjang kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang penanaman modal.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha,
kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang
melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Penanam Modal Dalam Negeri adalah Pelaku Usaha
perseorangan warga negara Indonesia, badan wusaha
Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara
Republik Indonesia.

Penanam  Modal Asing adalah Pelaku  Usaha
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman
Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri

dengan menggunakan modal dalam negeri.
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Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha
untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas
bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Pengawasan adalah upaya untuk  memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana
penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu
yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk

jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota.

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis
Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan
fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan wupaya
pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
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Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci, yang
selanjutnya  disebut RKL Rinci, adalah upaya
penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah
memilki Amdal kawasan.

Rencana  Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci, yang
selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya
pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Pengembangan Usaha adalah penambahan/perluasan
kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas,
bidang usaha, dan/atau lokasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

pelayanan melalui satu pintu.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

-10-

PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah
diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
di BKPM.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan ekonomi khusus.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh perusahaan kawasan industri.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya
disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan
realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang
dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan
disampaikan secara berkala.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya
disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK
adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang

selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang

www.peraturan.go.id



11 2021, No. 272

diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

43. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif
fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan
Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

44. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan
yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki
nilai strategis bagi perekonomian nasional.

45. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama
kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke
pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses

produksi lebih lanjut.

Pasal 2

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur
dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan
penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi:
a. Lembaga OSS;
b. kementerian/lembaga;
c. DPMPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi;
d. DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis

kabupaten/kota;
e. administrator KEK;
f.  badan pengusahaan KPBPB; dan/atau

g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3
Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan
untuk tercapainya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi

secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan
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transparan.

(1)

(2)

(4)

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Layanan yang diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi:

a. layanan penerbitan Perizinan Berusaha; dan

b. layanan Fasilitas Penanaman Modal.

Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi layanan atas:

a. data pelaku usaha dan data usaha;

b. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha;

d. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
untuk UMK;

e. perubahan data usaha;

f. pengembangan usaha; dan

g. penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

a. layanan fasilitas fiskal; dan

b. layanan fasilitas non fiskal.

Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a mencakup:

a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;

b. fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal
di bidang-bidang wusaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu;

c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;

d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan
fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal
di bidang-bidang wusaha tertentu dan/atau di

daerah-daerah tertentu pada KEK;
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fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas
kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di
indonesia;

pemberian pengurangan penghasilan bruto atas
penyelenggaraan kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto
atas penanaman modal baru atau perluasan usaha
pada bidang usaha tertentu yang merupakan

industri padat karya.

Layanan fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat
atas:

a.

(3) huruf b berupa rekomendasi keimigrasian, terdiri

rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan
menjadi izin tinggal terbatas; dan
rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi

izin tinggal tetap.

Pasal 5

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

mencakup sektor:

a.

o

a0

5o o

[

—.

kelautan dan perikanan;
pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;
energi dan sumber daya mineral,
ketenaganukliran;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan,;
pariwisata,;

keagamaan;
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n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik;

o. pertahanan dan keamanan;

p. ketenagakerjaan; dan

q- keuangan.

Layanan atas sektor keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf q meliputi:

a. penerbitan NIB sebagai identitas bagi Pelaku Usaha
dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dan
non perbankan; dan

b. layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4).

Perizinan Berusaha sebagai legalitas pelaksanaan

kegiatan usaha perbankan dan non perbankan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 6

Perizinan Berusaha mencakup:

a.

b.

(2)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 7
Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku
Usaha wajib memenubhi:
a. persyaratan dasar; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur di dalam
Peraturan Badan ini sebagaimana diatur di dalam

peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan
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berusaha berbasis risiko yang terdiri atas:

a. NIB;

b. Sertifikat Standar; dan

c. Izin.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS
berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala
kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar,
dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran
peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. rendah;

b. menengah rendah;

c. menengah tinggi; dan

d. tinggi,

yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang
usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Dalam hal tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdapat pengaturan oleh lebih dari 1 (satu)
kementerian/lembaga, penetapan tingkat risiko mengacu
kepada kementerian/lembaga pembina utama sektor
usaha yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya
Sistem OSS berbasis risiko.

Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada
NSPK kementerian/lembaga pembina utama sektor

usaha.

Pasal 8
Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha,
Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar
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usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan
sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau
komersial sesuai dengan ketentuan

kementerian/lembaga.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 9
Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. orang perseorangan;
b. badan usaha;
c. kantor perwakilan; dan
d. badan usaha luar negeri.
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum
atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.
Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan orang perseorangan warga negara
Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing,
atau badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku
Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian
kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang
didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling sedikit terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. persekutuan komanditer (commanditaire

vennotschap);
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persekutuan firma (venootschap onder firma);

a o

persekutuan perdata;
koperasi;
yayasan,;

perusahaan umum;

5o o

perusahaan umum daerah;

e

badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan

j- lembaga penyiaran.

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i berupa

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga

Pengelola Investasi, Bank Tanah, dan Badan Layanan

Umum.

Penanaman modal yang dilakukan oleh orang

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dikategorikan ke dalam PMDN.

Penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA.

PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dalam

bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia

dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-

undang.

Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c paling sedikit terdiri atas:

a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

b. kantor perwakilan perusahaan asing;

c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi
asing; dan/atau

d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik
asing.

Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d yang dapat melakukan kegiatan usaha di

Indonesia paling sedikit terdiri atas:

a. pemberi waralaba dari luar negeri;

b. pedagang berjangka asing;

www.peraturan.go.id



2021, No. 272

(12)

C.

d.

-18-

penyelenggara sistem elektronik lingkup privat
asing; dan

bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(11) huruf d termasuk kantor perwakilan yang didirikan

untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan

gas bumi.

Bagian Ketiga

Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 10

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 diterbitkan oleh:

a.
b.

Lembaga OSS;

Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga
pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur
untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi;

kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota untuk kegiatan wusaha yang
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
administrator KEK untuk kegiatan usaha yang
berlokasi di KEK; dan

kepala badan pengusahaan KPBPB untuk kegiatan
usaha yang berlokasi di KPBPB.

Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b mencakup:

a.

penyelenggaraan penanaman modal yang ruang

lingkupnya lintas provinsi;

penanaman modal yang meliputi:

1. penanaman modal terkait dengan sumber daya
alam yang tidak terbarukan dengan tingkat

risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
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2. penanaman modal pada bidang industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala
nasional,

3. penanaman modal yang terkait dengan fungsi
pemersatu dan penghubung antar wilayah
atau ruang lingkupnya lintas provinsi;

4. penanaman modal yang terkait pada
pelaksanaan strategi pertahanan dan
keamanan nasional;

5. PMA dan penanam modal yang menggunakan
modal asing, yang berasal dari pemerintah
negara lain, yang didasarkan perjanjian yang
dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara
lain; dan/atau

6. bidang penanaman modal lain yang menjadi

urusan pemerintah menurut undang-undang.

Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ mencakup:

a.

penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan

lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

penanaman modal yang kewenangan Pemerintah
Pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan
pelimpahan/pendelegasian wewenang dari
pemerintah kepada gubernur;

penanaman modal yang menjadi kewenangan
pemerintah  provinsi  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan; dan/atau

industri yang diklasifikasikan sebagai industri
besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:

a.

penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di
kabupaten/kota;
yang dipertugasbantukan kepada pemerintah

kabupaten/kota;
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c. penanaman modal yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri
menengah dan industri kecil yang lokasi
industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali
untuk jenis industri yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Kewenangan administrator KEK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dan kepala badan pengusahaan

KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

mencakup kewenangan pemerintah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakan
berdasarkan pelimpahan/ pendelegasian kewenangan
dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dan
memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait

KEK dan KPBPB.

Kewenangan Pemerintah Pusat untuk bidang industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2,

mencakup:
industri strategis;

a
b. industri teknologi tinggi;

C. industri minuman beralkohol;

d. industri yang terkait langsung dengan pertahanan
dan keamanan;

e. industri yang berdampak penting pada lingkungan;
dan

f. industri yang merupakan PMA dan penanam modal

yang menggunakan modal asing, yang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara
lain.
Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha mencakup:

NIB oleh Lembaga OSS; dan

Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan

sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1).
Lembaga OSS menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf a berdasarkan:
a. tingkat risiko;
b. ketentuan bidang usaha penanaman modal;
c. ketentuan minimum investasi; dan
d. ketentuan permodalan.
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha berupa standar produk diterbitkan oleh Lembaga
OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non

kementerian.

Bagian Keempat

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Paragraf 1
UMK-M

Pasal 11

Ketentuan nilai investasi dan permodalan bagi UMK-M

mengikuti kriteria modal usaha sebagaimana diatur

dalam peraturan pemerintah tentang kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah.

Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sebagai berikut:

a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha;

b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak RpS5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; dan
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c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.

Paragraf 2

Usaha Besar

Pasal 12

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf b yang tergolong PMA dikategorikan sebagai

usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum

nilai investasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total

investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang
usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.

Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:

a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar,
lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah
per 4 (empat) digit awal KBLI;

b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan
minuman, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan,
adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik
lokasi;

c. khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi, lebih
besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu
kegiatan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;

d. khusus wuntuk kegiatan wusaha industri yang

menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima)
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digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih

besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) di luar tanah dan bangunan; atau
e. khusus untuk kegiatan usaha pembangunan dan
pengusahaan properti berlaku ketentuan:

1. berupa properti dalam bentuk bangunan
gedung secara utuh atau komplek perumahan
secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi
lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan;
atau

2. berupa unit properti tidak dalam 1 (satu)
bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu)
kompleks perumahan secara terpadu, nilai
investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan
bangunan;

Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ merupakan satu jenis kegiatan usaha jasa
konstruksi, meliputi:

a. usaha jasa konsultasi konstruksi;

b. usaha pekerjaan konstruksi; atau

c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat digabung
dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dan/atau ayat (4) huruf c.

Selain ketentuan nilai minimum investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagi PMA, diatur ketentuan
minimum permodalan.

Ketentuan minimum permodalan bagi PMA sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) merupakan  modal
ditempatkan/disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah), kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 13

Ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (7) dikecualikan

bagi kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan
huruf d.
Bagian Kelima
Kewajiban Divestasi
Pasal 14
(1) Kewajiban divestasi saham badan usaha PMA yang telah

(6)

ditetapkan pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap
mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka
waktu yang ditetapkan.

Kewajiban divestasi sesuai dengan sektor usaha bagi
badan usaha PMA tetap harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dapat dilakukan kepada warga negara
Indonesia atau badan usaha Indonesia yang modal
saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia
melalui kepemilikan langsung sesuai dengan
kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam
negeri.

Kepemilikan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bagi warga negara Indonesia atau badan wusaha
Indonesia paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk masing-masing pemegang saham.
Kepemilikan pada pasar modal dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan dasar

dokumen akta yang menyatakan kesepakatan para
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pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi saham.
Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari
pelaksanaan divestasi saham, setelah mendapat
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia, dapat dijual kembali kepada perseorangan
warga negara Indonesia/perseorangan warga negara
asing/badan usaha Indonesia/badan wusaha asing
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila ketentuan

yang berlaku tidak mewajibkan divestasi dan di dalam
dokumen akta perusahaan para pemegang saham
menyepakati:

a. untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus
persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak
Indonesia menyatakan bahwa tidak
menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai
dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum
didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha;
atau

b. untuk badan wusaha PMA yang 100% (seratus
persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para
pemegang saham menyatakan tidak mempunyai
komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia
manapun untuk menjual saham.

Dalam hal kewajiban divestasi saham yang dapat tidak

dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

huruf b, para pemegang saham/badan usaha

bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-
pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya
kewajiban divestasi saham tersebut.

Dalam hal perubahan kepemilikan saham untuk

pelaksanaan kewajiban divestasi saham telah selesai

dilakukan dan disahkan oleh Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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hukum dan hak asasi manusia, Pelaku Usaha wajib

melakukan perubahan data di Sistem OSS.

Pelaku Usaha menyampaikan kesepakatan para

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

kepada kepala lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal.

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal

melakukan evaluasi dan penilaian atas penyampaian
kesepakatan para pemegang saham sebagaimana

dimaksud pada ayat (11).

Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (12):

a. disetujui, lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal memberikan
keterangan gugur terhadap kewajiban divestasi
tersebut; atau

b. tidak disetujui, lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal memberikan surat

penjelasan dan alasan penolakan.

Bagian Keenam

Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 15
Selain ketentuan nilai investasi dan permodalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12,
Pelaku Usaha juga harus memperhatikan:
a. KBLI;
b. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang
usaha prioritas;
c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu,;
d. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan

UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk
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usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan
UMK-M;
e. bidang wusaha yang tertutup bagi penanaman
modal;
f.  bidang usaha khusus (single purpose dan single
majority); dan
g. peraturan perundang-undangan yang terkait.
Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, bidang usaha yang
dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha
yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan
koperasi dan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dan bidang usaha yang tertutup bagi
penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) huruf e
diatur sesuai ketentuan dalam peraturan presiden
tentang bidang usaha penanaman modal.
Bidang usaha khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri

Pasal 16

Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf c¢ dan badan wusaha luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d
mengikuti ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS.

Terhadap kantor perwakilan perusahaan  asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) huruf b,

berlaku ketentuan pembatasan sebagai berikut:
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a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan
mengurus kepentingan perusahaan atau
perusahaan-perusahaan afiliasinya;

b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan
Usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara
lain dan Indonesia;

c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota
provinsi;

d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di
Indonesia termasuk tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu
perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian
barang atau jasa komersial dengan perusahaan
atau perorangan di dalam negeri; dan

e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam
pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Kepala perwakilan perusahaan asing harus bertempat
tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas
kelancaran  jalannya  kantor, tidak dibenarkan
melakukan kegiatan di luar kegiatan perwakilan
perusahaan asing dan tidak merangkap jabatan sebagai
pimpinan perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu)
perwakilan perusahaan asing.

Dalam hal Kepala perwakilan perusahaan asing yang

ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan tenaga

kerja asing, perwakilan perusahaan asing harus
memperkerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bagi kantor perwakilan

perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (10) huruf b termasuk dalam tingkat risiko rendah

dan berlaku selama kantor perwakilan perusahaan asing

melakukan kegiatan.
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BAB IV

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

Bagian Kesatu

Hak Akses

Pasal 17
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 diterbitkan melalui Sistem OSS.
Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha,
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diberikan hak akses oleh Lembaga OSS.
Tata cara permohonan dan pemberian hak akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai
ketentuan dalam peraturan badan koordinasi
penanaman modal mengenai sistem perizinan berusaha

berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua

Penerbitan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
NIB

Pasal 18
Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus
memiliki NIB.
Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kegiatan usaha.
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
sebagai:
a. angka pengenal impor;

b. hak akses kepabeanan;
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c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk
jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama
Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus

memilih:

a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor
barang yang diperdagangkan; atau

b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan
impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai
barang modal, bahan baku, bahan penolong,
dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Pelaku Usaha orang perseorangan hanya dapat memilih

angka pengenal impor produsen sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b untuk kepentingan kegiatan
usahanya sebagaimana yang tercantum di dalam

Perizinan Berusaha.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak

termasuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d.

Paragraf 2

Data Pelaku Usaha dan Rencana Umum Kegiatan Usaha

Pasal 19
Dalam memohonkan NIB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan
data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
nama dan NIK;

a
b. NPWP orang perseorangan;

o

rencana permodalan; dan

e

nomor telepon seluler dan/atau alamat surat

elektronik (email).
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Data Pelaku Usaha berupa nama dan NIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang
diakses dari data kependudukan yang dikelola oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Untuk mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), orang perseorangan mengisi NIK dalam Sistem OSS.
Data Pelaku Usaha berupa NPWP orang perseorangan
dan rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c diisi oleh Pelaku Usaha.

Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:

a. nama badan usaha;

b. jenis badan usaha;

c. status penanaman modal;

d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran
beserta pengesahannya;

e. alamat korespondensi;

f. besaran rencana permodalan;

g. data pengurus dan pemegang saham;

h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat
PMA;

i.  maksud dan tujuan badan usaha;

nomor telepon badan usaha;
k. alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
1. NPWP badan usaha.
Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan
usaha paling sedikit terdiri atas:

bidang usaha sesuai KBLI;

a
b. lokasi usaha;

c. akses kepabeanan;
d. angka pengenal importir;
e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan

ketenagakerjaan; dan

f.  status laporan ketenagakerjaan.
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Data Pelaku Usaha untuk badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan rencana bidang usaha sesuai
KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
merupakan data yang ditarik dari sistem yang dikelola
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Penarikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
badan usaha mengisi nama badan usaha dan/atau
nomor pengesahan legalitas dalam Sistem OSS.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat
(7) huruf a belum tersedia secara dalam jaringan (daring)
sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan
sistem yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia, badan usaha melakukan
pengisian data Pelaku Usaha.

Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf f diisi oleh
Pelaku Usaha.

Pasal 20

Bagi orang perseorangan yang belum memiliki NPWP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b,
dapat mengajukan permohonan NPWP melalui Sistem
OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Terhadap data NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf b dan ayat (6) huruf 1, Sistem OSS
melakukan validasi kesesuaian data dan/atau konfirmasi
status wajib pajak melalui integrasi dengan sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.
Pasal 21

Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b paling sedikit:
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alamat lokasi usaha;

o P

kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
c. informasi penguasaan lahan;

d. koordinat lokasi;

e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan

f.  rencana jumlah bangunan.

Dalam hal lokasi usaha belum memiliki RDTR, Pelaku
Usaha selain melakukan pengisian data rencana lokasi
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
mengunggah data rencana teknis bangunan dan/atau
rencana induk kawasan.

Alamat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diisi paling sedikit alamat lengkap yang
mencakup kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan
provinsi.

Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diisi dengan luas lahan yang direncanakan
untuk digunakan dalam satuan hektar (ha) atau meter
persegi (m?).

Informasi penguasaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diisi dengan status penguasaan
lahan berupa milik sendiri/sewa/pinjam
pakai/menggunakan lahan sebelumnya.

Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diisi berupa koordinat lintang (latitude) dan bujur
(longitude) dan digambarkan dalam bentuk poligon yang
dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.
Rencana luas dan jumlah lantai bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e disertakan pada
pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang akan dilakukan
pembangunan gedung.

Rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f mencakup bangunan yang merupakan
kapasitas produk/jasa yang dihasilkan dan/atau
prasarana yang diperlukan dalam mendukung kegiatan

usaha.
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Dalam pengisian rencana jumlah bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pelaku Usaha juga
mengisi status penguasaan bangunan yang meliputi
sewa/bukan sewa/pinjam pakai/menggunakan
bangunan proyek sebelumnya.

Dalam hal rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada pada wilayah perairan pesisir,

perairan, atau laut, selain koordinat lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha juga
mengisi data kedalaman lokasi, rencana bangunan dan

instalasi di laut, dan informasi pemanfaatan ruang di

sekitarnya.

Data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan data integrasi:

a. lokasi daratan antara Sistem OSS dengan sistem
yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria dan tata ruang;

b. lokasi laut antara Sistem OSS dengan sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan; dan

c. lokasi hutan antara Sistem OSS dengan sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan.

Pasal 22
Data Pelaku Usaha untuk kantor perwakilan dan badan
usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf ¢ dan huruf d paling sedikit mencakup:
a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
b. kegiatan usaha perusahaan di luar negeri yang
menunjuk;
c. alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk,
termasuk negara asal; dan

d. data kantor perwakilan di Indonesia.
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Data kantor perwakilan di Indonesia sebagaimana ayat (1)

huruf d paling sedikit terdiri atas:

a. alamat lengkap korespondensi;

b. nomor telepon kantor perwakilan yang dapat
dihubungi; dan

c. alamat surat elektronik (email).

Paragraf 3

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 23

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. Persetujuan Lingkungan; dan

c. PBG dan SLF.

Pasal 24

(1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Sistem OSS
melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf a.

(2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi
usaha:

a. daratan;
b. laut; dan/atau
c. kawasan hutan.
(3) Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan perairan pesisir, wilayah perairan, dan
wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan

pemerintah mengenai penyelenggaraan penataan ruang.
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Pasal 25
Dalam hal rencana lokasi usaha berada di daratan,
Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang melalui mekanisme sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) huruf a.
Atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
OSS menerbitkan:
a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
atau
b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang.
Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.
Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan
sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis
menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Dalam hal
atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai
dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Sistem 0SS menyampaikan notifikasi
ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan
permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata
ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana

lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1).

Pasal 26
Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang
dimohonkan, Pemerintah Daerah belum menyusun dan

menyediakan RDTR, Sistem OSS akan mengirimkan
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notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria dan tata ruang atau DPMPTSP Provinsi atau
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria dan tata ruang atau DPMPTSP provinsi
atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan
penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan
kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer
yang berdasarkan:
a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
rencana tata ruang kawasan strategis nasional,;
d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu
(RZ KSNT);
e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
g. rencana tata ruang wilayah nasional.
Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang,
menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi atau
DPMPTSP kabupaten/kota dan kantor pertanahan sesuai
kewenangan.
Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis
pertanahan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agragria dan tata ruang
atau DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota
sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari

terhitung sejak  pendaftaran atau  pembayaran
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penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh

Pelaku Usaha.

Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan

pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan
dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan
teknis pertanahan.

Hasil penilaian yang dilakukan dengan

mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud ayat

(2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud ayat (4) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan

selanjutnya:

a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang, bagi Lembaga OSS atas nama menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agragria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi atas
nama gubernur, atau DPMPTSP kabupaten/kota
atas nama bupati/walikota sesuai kewenangan serta
menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat
elektronik, dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan
notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan
permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data

atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi

kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan
kelengkapan data melalui Sistem OSS.

Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata

ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang

sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data
rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1).
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Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) Hari
dihitung sejak permohonan diajukan.
Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang dan agraria atau
DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota
sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), menteri atau DPMPTSP dianggap
telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS
menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

Terhadap rencana lokasi usaha yang dimohonkan Pelaku

UMK berdasarkan pernyataan bahwa kegiatan usaha

telah sesuai rencana tata ruang dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini, tidak diperlukan penerbitan kesesuaian

kegiatan pemanfaatan ruang.

Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar

melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5

ha (lima hektare), persetujuan kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang diterbitkan atas pernyataan Pelaku

Usaha sesuai format dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini pada Sistem

OSS.

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

diterbitkan secara otomatis dalam hal:

a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di
lokasi Kawasan Industri, kawasan pariwisata, dan
KEK;

b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan
untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan

letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha
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dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan
peruntukan tata ruang yang sama;

c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan
tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain
yang telah mendapatkan izin lokasi/kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan
oleh Pelaku Usaha;

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada
wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau

e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari
otorita atau badan penyelenggara pengembangan
suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang

kawasan pengembangan tersebut.

(14) Mekanisme verifikasi, persetujuan, dan penolakan serta

(2)

(3)

jangka waktu yang diperlukan dalam rangka persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditetapkan dan
diatur di dalam peraturan pemerintah tentang

penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 27
Dalam hal rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b berada di laut,
pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (11) huruf b dengan mengacu pada:
a. rencana zonasi; atau
b. rencana tata ruang.
Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan berdasarkan isian data
rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (10).
Dalam hal lokasi pemanfaatan ruang laut merupakan
kewenangan gubernur, Sistem OSS mengirimkan

notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
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ruang di laut kepada DPMPTSP provinsi.
Terhadap permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi
persetujuan atau penolakan ke dalam Sistem OSS paling
lama 20 (dua puluh) Hari sejak permohonan NIB
diajukan.
Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Sistem OSS akan menerbitkan:
a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang laut;
b. catatan kelengkapan persyaratan pemanfaatan
ruang laut; atau
c. penolakan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang laut diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem OSS dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditolak, Sistem OSS
menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku
Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) karena ketidaksesuaian lokasi atas rencana zonasi
atau rencana tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif
lokasi dan melakukan penyesuaian isian data rencana
lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1).
Mekanisme verifikasi, persetujuan, dan penolakan serta
jangka waktu yang diperlukan dalam rangka persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai
ketentuan dalam peraturan pemerintah mengenai

penyelenggaraan penataan ruang.
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Pasal 28
Dalam hal rencana lokasi usaha berada di kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf c, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
melalui Sistem OSS untuk kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan hutan;
b. penggunaan kawasan hutan; atau
c. pelepasan kawasan hutan.
Atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha diberikan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha
mengajukan permohonan melalui Sistem OSS dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan
ini.
Untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku
Usaha wajib mendapatkan persetujuan penggunaan
kawasan hutan.
Untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib
mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan.
Dalam hal kegiatan dan rencana lokasi usaha yang
dimohonkan Pelaku Usaha membutuhkan persetujuan
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) atau persetujuan pelepasan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS
mengirimkan  notifikasi permohonan ke  sistem
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan untuk dilakukan verifikasi dalam jangka
waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dinotifikasi melalui Sistem OSS yang terdiri atas:

a. persetujuan;
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b. catatan kelengkapan persyaratan; atau

c. penolakan,

atas penggunaan kawasan hutan atau pelepasan
kawasan hutan

Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a dan huruf ¢, Lembaga OSS atas nama menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan akan menerbitkan
persetujuan atau penolakan penggunaan kawasan hutan
atau pelepasan kawasan hutan.

Terhadap notifikasi catatan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Sistem
OSS meneruskan kepada Pelaku Usaha.

Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tidak
memberikan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf a, huruf b, dan huruf c, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan
atau pelepasan kawasan hutan.

Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10), mengikuti format sebagaimana diatur di dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Paragraf 4
Data Kegiatan Usaha

Pasal 29
Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum
kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan
disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha
untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data
kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;

b. kapasitas produk/jasa;
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c. jumlah tenaga kerja; dan
d. rencana nilai investasi.
Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha
luar negeri, selain isian data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1), Pelaku Usaha mengunggah
kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan
dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam  hal persyaratan  kelengkapan  dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diatur, Pelaku

Usaha mengunggah kelengkapan dokumen sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit

dan per-lokasi.

Bagi badan usaha PMA, Sistem OSS melakukan validasi

atas rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2).

Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa

yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a mencakup:

a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi
dengan nama produk akhir yang dihasilkan;

b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan
diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang
dilakukan; dan

c. kegiatan perdagangan besar mencakup ekspor,
impor dan/atau distributor.

Ketentuan data kegiatan usaha berupa kapasitas

produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b:

a. untuk kegiatan yang menghasilkan produk, satuan
kapasitas diisi dengan satuan

volume /berat/unit/buah.
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untuk jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang
dalam rupiah (Rp); dan
untuk jasa terkait prasarana, satuan berupa

unit/lantai/kamar sesuai prasarana.

(9) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga

Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki

dan tenaga kerja perempuan.

(10) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2)

huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:

a.

nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan
nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan
untuk pengadaan termasuk biaya pematangan
tanah (land clearing, cut and fill, dan lainya);

nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik,
gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi
proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan
permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum,
dan fasilitas khusus serta sarana pendukung
lainnya;

nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan
termasuk suku cadang (spareparts), baik yang
diimpor maupun pembelian lokal termasuk
peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;

nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya
yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional
perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan,
biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan,
termasuk biaya operasional (modal kerja) selama
masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan
belum siap produksi komersial, selain untuk tanah,
bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan

nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan
biaya yang dikeluarkan untuk bahan

baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya
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operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead
perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai

beroperasi/produksi.

(11) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan
usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai

beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Pasal 30

Dalam proses pengisian data rencana umum kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7),

Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha

harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha.

Klarifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. kegiatan usaha utama;

b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau

c. kantor cabang administrasi.

Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang

tercantum pada Data Pelaku Usaha dan bertujuan

komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan
keuntungan bagi Pelaku Usaha.

Ketentuan kegiatan usaha pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

a. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai
pendukung dari kegiatan utama;

b. bukan merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku
Usaha;

c. kegiatannya dapat dilakukan dan diselesaikan
terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Kegiatan
Usaha Utama;

d. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko; dan
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e. dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi
dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Pasal 12, serta kewajiban
pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada
akta.

Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha Utama dan

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan huruf b berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada tahap operasional dan/atau komersial, atas

kegiatan utama dan pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dimohonkan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ merupakan unit atau bagian dari

perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di

tempat yang berlainan yang bersifat administratif, dan

tidak memerlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang

Kegiatan Usaha.

Data kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) menjadi bagian dari Lampiran NIB.

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:

a. dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari
1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima)
digit dengan lokasi yang sama; atau

b. kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu)
kode KBLI 5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang
sama, kelengkapan data dapat digabung menjadi 1
(satu),

kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (2) dapat digabung menjadi 1 (satu).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas kegiatan usaha

utama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a

mengikuti basis risiko yang tertinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas kegiatan utama

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 31

Selain  dilakukan  verifikasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7)
dan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2), Sistem OSS juga akan melakukan
pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen
yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan
kegiatan usaha dan tingkat risikonya.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa:

a. Amdal;
b. UKL-UPL; atau
c. SPPL.

Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan diberikan
melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. verifikasi atas UKL-UPL.

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menjadi pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL, Sistem OSS meneruskan verifikasi
Persetujuan Lingkungan kepada kementerian/lembaga
dan dinas teknis terkait di daerah melalui sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.Kementerian/lembaga dan dinas teknis
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan
uji kelayakan Amdal atau verifikasi atas UKL-UPL dalam
jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Terhadap hasil uji kelayakan Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan:
a. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
b. surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup
yang disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui
Sistem OSS.
Dalam hal disetujui, atas kegiatan usaha wajib Amdal
diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem
OSS dengan format sebagaimana tercantum dalam
peraturan  pemerintah  mengenai penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal hasil verifikasi atas UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disetujui, Persetujuan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dengan format sebagaimana tercantum dalam peraturan
pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  diterbitkan dan
disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Dalam hal lokasi usaha berada di Kawasan Industri
dan/atau KEK, kewajiban dokumen lingkungan yang
harus dibuat oleh Pelaku Usaha adalah berupa RKL Rinci
dan RPL Rinci.
Format RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
di lingkungan hidup dan kehutanan.
RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan
bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan yang dinyatakan
dalam bentuk SPPL dengan format sebagaimana
ketentuan peraturan pemerintah tentang

penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan
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lingkungan hidup.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(14), Pelaku Usaha mengajukan permohonan pengesahan
melalui Sistem OSS kepada pengelola Kawasan Industri
dan/atau administrator KEK.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas,
persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas
(ANDALALIN) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-
UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak
termasuk  wajib Amdal atau  UKL-UPL, SPPL
diintegrasikan ke dalam NIB.

Pasal 32
Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan
lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang,
baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui
tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana
luas dan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dan rencana jumlah
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf f, Sistem OSS memberikan:

a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi
manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat; dan

b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk
menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke
SIMBG.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap

dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.

Mekanisme validasi penolakan dan persetujuan serta

jangka waktu yang ditetapkan atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
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dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 5
RPTKA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan, dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

(3)

Pasal 33
Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku
Usaha menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA
melalui sistem  elektronik yang diselenggarakan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam hal Pengesahan RPTKA disetujui, kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan menyampaikan persetujuan kepada
Lembaga OSS melalui sistem yang terintegrasi dengan
Sistem OSS.
Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bahan Pengawasan.
Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan di bidang hukum dan hak asasi

manusia.

Pasal 34

Terhadap Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai
peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan, NIB berlaku juga sebagai pendaftaran
kepesertaan.

Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor virtual
account Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta

jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor
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pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sistem OSS menerbitkan bukti pendaftaran kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 35

Bagi Pelaku Usaha yang belum melakukan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan, NIB merupakan bukti
pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan
di perusahaan.

Bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan, harus mengisi nomor
wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat
pendaftaran NIB.

Terhadap bukti pemenuhan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS mengirim data
ketenagakerjaan perusahaan kepada sistem wajib lapor
ketenagakerjaan yang dikelola kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Terhadap bukti pemenuhan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaku wusaha yang telah
memiliki NIB wajib melakukan pelaporan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun
pada bulan Desember sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum
Pasal 36

Sistem OSS menerbitkan NIB sebagai identitas dan

legalitas untuk melakukan persiapan usaha secara
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otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik dengan
format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini berdasarkan:
a. isian data Pelaku Usaha dan rencana umum
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19;
b. hasil pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1); dan
c. isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29.
Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi
penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada kementerian/lembaga, @DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan
badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
Dalam proses penerbitan sebagaimana dimaksud ayat (1)
juga dilakukan proses validasi tingkat risiko atas
kegiatan usaha yang akan dilakukan.
Tingkat risiko yang dimaksud pada ayat (3) mengikuti
tingkat risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur
dan kriteria kementerian/lembaga yang secara otomatis
terverifikasi oleh Sistem OSS sebagaimana dimaksud
pada peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pelaku Usaha yang termasuk ke dalam kategori Usaha
besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
mengajukan permohonan atas kegiatan usaha yang wajib
bermitra sebagaimana dimaksud dalam peraturan
presiden tentang bidang usaha penanaman modal,
menyampaikan pernyataan mengenai komitmen untuk
melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M
sebelum NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan.
Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, dan administrator
KEK, sesuai kewenangannya dapat melakukan
Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 37
Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
diterbitkan.
Format pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi
SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi
penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan

berusaha, sekaligus operasional dan/atau komersial.
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NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda
tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum
pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha kantor
perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (10) huruf b, dikategorikan dalam
tingkat risiko rendah yang ditetapkan oleh lembaga
pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan  Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), NIB diterbitkan
dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 38

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan
kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui
Sistem OSS sebagaimana format pada Lampiran V
setelah memenuhi kelengkapan data.

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan
kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha
mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan
Sertifikat Standar.

Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain

mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar
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kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk
pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk
memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan
secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi
penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK,
dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan
pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial
kegiatan usaha.

Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga,
DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah.

Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP
kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat
daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis

kabupaten/kota.

Paragraf 4

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 39

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan
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tingkat kategori tingkat risiko menengah tinggi mengisi
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan
usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi
kelengkapan data.

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan
kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha
mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan
Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum
terverifikasi.

Format formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan
pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Format pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain
mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh
NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda
belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (6) sebagai legalitas Pelaku Usaha

untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
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Pasal 40

Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan

kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Sistem

OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen

lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup
dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2):

a. disetujui, kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
sesuai kewenangannya memberikan notifikasi
persetujuan ke Sistem OSS wuntuk diterbitkan
persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup;

b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan
pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan
hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP
provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP
kabupaten/kota atas nama  bupati/walikota,
administrator KEK, atau badan pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangannya,;

c. perlu perbaikan, kementerian/lembaga, pemerintah
daerah  provinsi, atau  pemerintah = daerah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya
menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke
Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen
lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan

hidup dan kehutanan;
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d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan,
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai
kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan
tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS
melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup
yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
dan

e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas
pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan
hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, DPMPTSP
provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP
kabupaten/kota atas nama  bupati/walikota,
administrator KEK, atau badan pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangannya.

Dalam hal, kementerian/lembaga, pemerintah daerah

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai

kewenangannya tidak memberikan verifikasi dan
notifikasi dalam jangka waktu S (lima) Hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis
menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas
nama menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan, DPMPTSP provinsi atas nama gubernur,

DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota,

administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB

sesuai kewenangannya.
Pasal 41

Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
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ayat (1) dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang
mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha
wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem
OSS dengan jangka waktu sesuai norma, standar,
prosedur dan  kriteria yang  ditetapkan  oleh
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu
pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan
pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh)
Hari sebelum waktu perkiraan mulai
beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat 11.

Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada
waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum waktu
perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.

Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan
standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
kementerian/lembaga pemerintah, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya
untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan
pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan
notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) kepada perangkat daerah teknis provinsi
dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota sesuai
kewenangannya.

Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kementerian/lembaga
pemerintah, perangkat daerah provinsi, perangkat
daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan
pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam

peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan
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Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), perangkat daerah teknis provinsi dan
perangkat daerah teknis kabupaten/kota berkoordinasi
dengan DPMPTSP provinsi dan/atau DPMPTSP
kabupaten /kota.
Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), administrator KEK atau Badan
Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau
profesi ahli yang bersertilikat atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah
provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan
atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah
memenuhi standar.
Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
diperiksa dan disetujui, kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK,
badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya
menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem
OSS.
Dalam hal kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, tidak
menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS,
pemenuhan standar dianggap disetujui.
Dalam hal:
a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu
terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
b. notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) sudah diterima Sistem OSS; atau
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c. tidak ada notifikasi persetujuan ke dalam Sistem
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (12),

Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi
telah diverifikasi dalam database OSS dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagai legalitas
untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau

komersial.

Pasal 42

Dalam hal:

a. pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha
tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
tentang penyelenggaraan  Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator
KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan
melalui Sistem OSS; atau

b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan
standar usaha dan berdasarkan hasil Pengawasan
tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit,
Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya
membatalkan  Sertifikat Standar yang belum
terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) melalui Sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu)

kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi
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dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku
hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan
puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan
usaha, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.
Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, serta pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman
dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko.

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu)
kegiatan usaha, atas pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS melakukan
pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha
yang tidak memenuhi standar atau ditolak.

Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha
dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya bahwa
kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau
ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus
dari NIB.

NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak
dibatalkan atau dihapus.

Pasal 43

Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain
NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki
kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas
produk/jasa yang dihasilkan.

Untuk  mendapatkan  Sertifikat Standar Produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha

menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk
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barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan
kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
Terhadap notifikasi dari Sistem OSS,
kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan
pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi
standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil
verifikasi berupa penolakan atau persetujuan ke Sistem
OSS.

Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (2) disetujui,
Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga,

menerbitkan Sertifikat Standar Produk.

Paragraf 5

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 44
Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori
tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c
dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau
komersial.
Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk
ke dalam kegiatan wusaha wajib Amdal, sebelum
mengajukan permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib
memiliki Persetujuan Lingkungan berupa keputusan
kelayakan lingkungan hidup.
Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan penerbitan
Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk
ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat

penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
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ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai
dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan
hidup yang tersedia di Sistem OSS.

Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketentuan dalam

pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 45

Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan
pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam
jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu
pemenuhan persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan
pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan
puluh) Hari sebelum  waktu  perkiraan mulai
beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat 11.

Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS
memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus
delapan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai
beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat 11.

Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya untuk
dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan
pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan
notifikasi pemenuhan persyaratan kepada perangkat

daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis
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kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Terhadap pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, perangkat
daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota,
administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga
dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), perangkat daerah teknis provinsi dan
perangkat daerah teknis kabupaten/kota berkoordinasi
dengan DPMPTSP provinsi dan/atau DPMPTSP
kabupaten /kota.

Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah
provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan
atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah
memenuhi persyaratan Izin.

Dalam hal pemenuhan persyaratan Izin yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):

a. telah diverifikasi dan disetujui; atau

b. dianggap telah memenuhi,

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi
persetujuan melalui Sistem OSS.

Dalam hal kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, tidak
menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS,
pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.

Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

Sistem OSS atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi,

www.peraturan.go.id



(7)

67 2021, No. 272

DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya
menerbitkan Izin dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 46
Dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan Izin
yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditolak, Sistem OSS
atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi
penolakan ke Pelaku Usaha.
Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
b. kekurangan persyaratan.
Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi
kekurangan  persyaratan selama  jangka = waktu
pemenuhan persyaratan belum terlampaui.
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan
pemenuhan persyaratan Izin atau tidak memenuhi
ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai
legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur di dalam peraturan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata
cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu)
kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran
NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak
memenuhi persyaratan atau ditolak.
Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha
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dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, bahwa
kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau
ditolak dihapus dari NIB.

NIB tetap Dberlaku untuk kegiatan usaha lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan
kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan

Izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat

Standar usaha dan/atau standar produk.

Untuk mendapatkan Sertifikat Standar wusaha dan

standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar

usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

Terhadap permohonan pemenuhan standar usaha dan

standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sistem OSS meneruskan:

a. pemenuhan standar usaha kepada
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk
dilakukan verifikasi.

b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang
bersifat teknis untuk dilakukan oleh
kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis
provinsi, perangkat daerah teknis kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB,
serta Ahli yang dikoordinasikan oleh

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
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kabupaten/kota, dan administrator KEK, sesuai
kewenangannya.
c. pemenuhan standar produk kepada
kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.
Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui,
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menotifikasi ke
Sistem OSS.
Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha sesuai
kewenangannya.
Dalam hal permohonan pemenuhan standar produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui,
kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi
persetujuan ke Sistem OSS.
Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Lembaga 0SS atas nama
kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar
produk melalui Sistem OSS.
Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha dan
standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf c ditolak, Sistem OSS menotifikasi
kepada Pelaku Usaha.
Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
mencakup:
a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
b. kekurangan persyaratan.
Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial,
Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi
kekurangan  persyaratan selama jangka  waktu

pemenuhan persyaratan belum terlampaui.
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Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan

Usaha

Pasal 48
Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha,
Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai
acuan permohonan  Perizinan Berusaha  Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.
Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana daftar yang tercantum pada peraturan
pemerintah  mengenai  penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.
Terhadap pemilihan perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Sistem OSS mengirimkan notifikasi
permohonan ke  kementerian/lembaga, @ DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK,
dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan
verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP
kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat
daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis
kabupaten/kota.
Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat 4) disetujui/ditolak, kementerian/lembaga,
DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB
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sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan/penolakan

ke Sistem OSS.

Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

Sistem OSS:

a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku
Usaha.

Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan

Usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Paragraf 7

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 49
Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha
dengan tingkat risiko tinggi dan:
a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan

Industri; atau

b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku
Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelengkapan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal
29, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin
dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
Perizinan  Berusaha untuk melakukan kegiatan
persiapan, operasional dan/atau komersial.
Terhadap Izin yang telah diterbitkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib
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menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
Terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ketentuan dalam Pasal 45 dan
Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis.
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan
pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan
badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya,
melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
Sistem OSS.
Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin
oleh Lembaga OSS atas nama menteri, DPMPTSP
provinsi atas nama gubernur, DPMPTSP kabupaten/kota
atas nama bupati/walikota, administrator KEK, atau
badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
Terhadap pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku secara mutatis
mutandis.
Khusus untuk:
a. sektor Pendidikan yang berlokasi di KEK, dilakukan
melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
b. usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya
terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur,
jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar,
PMA di KEK pada bidang usaha berbasis teknologi
dapat melakukan investasi dengan nilai investasi
sama atau kurang dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan

bangunan.
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Paragraf 8

Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

Pasal 50
Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu
merealisasikan kegiatan usaha.
Jangka  waktu  merealisasikan  kegiatan  usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu
yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan
persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan
produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan
Berusaha.
Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan
berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria
kementerian/lembaga.
Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan,
jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan
jangka waktu perkiraan kesiapan Pelaku Usaha
melakukan kegiatan operasi/produksi.
Jangka  waktu merealisasikan kegiatan  usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh
Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat
pengisian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (11).
Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan
oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB dalam rangka pembinaan dan
pemantauan realisasi investasi.
Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan
usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK,
dan badan pengusahaan KPBPB dapat memberikan
sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang
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menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata

cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 51

Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan
koperasi dan UMK-M sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 1
(satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi
dimulai.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban
kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan
dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut pada peraturan lembaga  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata

cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Kempat

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan

(1)

(3)

Berusaha untuk Pelaku UMK

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 52

Untuk pengajuan permohonan Perizinan Berusaha,
Pelaku UMK mengakses menu permohonan UMK di
dalam Sistem OSS.

Pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku UMK mengisi data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19.

Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian
data sebagaimana ayat (2) dengan kriteria Pelaku UMK,

termasuk tingkat risiko atas kegiatan wusaha yang
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dimohonkan.

Kriteria Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi
dan wusaha mikro, kecil, dan menengah atau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan
pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan
legalitas usaha.

Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko
menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi,
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan
berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku UMK tetap
diwajibkan memenuhi persyaratan standar wusaha
dan/atau pemenuhan persyaratan Izin.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib
memperhatikan aspek keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan hidup.

Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB melakukan pembinaan terhadap
Pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk UMK

Pasal 53
Pelaku UMK yang memiliki kegiatan wusaha berisiko
rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku

sebagai perizinan tunggal.
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Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha
melalui perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah
tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan UMK-M.

Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, standar
nasional indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
Selain perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam
persyaratan dasar berupa  kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan tunggal berupa standar nasional Indonesia dan
sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan
dengan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 54
Untuk mendapatkan perizinan tunggal berupa sertifikasi
jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk
pada isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29.
Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib
bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh Pelaku
UMK berdasarkan isian jenis produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib
bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal,
Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan
untuk proses Sertifikasi Halal serta pendampingan
melalui Sistem OSS.
Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai
pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan
status bahwa  sertifikasi halal dalam = proses

pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan
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produk halal berdasarkan pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK
mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS.

Terhadap data nomor sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem
yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam hal sudah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan
pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk
kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku
juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan
mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada
lampiran.

Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (7)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
agama.

Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama melakukan
pendampingan kepada Pelaku UMK termasuk melakukan
permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) disetujui, kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan
Sertifikat Halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem
OSS.

Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),
Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB
dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha
termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah

rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan
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sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 55
Dalam hal pengajuan permohonan Perizinan Tunggal
berupa standar nasional Indonesia, Pelaku UMK wajib
mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI.
Sistem OSS melakukan validasi terhadap daftar produk
tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan
data jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal sudah memiliki Sertifikat SNI, Pelaku UMK
mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian
Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang
dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
standardisasi.
Dalam hal telah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan
pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.
Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan
bahwa Pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI
sebelumnya yang telah dimiliki.
Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang
dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah
terdapat nomor SNI, Pelaku UMK menyampaikan
pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.
Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Sistem OSS menerbitkan NIB Perizinan Tunggal yang
mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI Bina
UMK dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.
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Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NIB
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke sistem yang
dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi.
Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi Pelaku
UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah
non kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan
notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.

Sistem OSS melakukan pemutakhiran pada NIB dengan
mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui
berdasarkan  notifikasi  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (9).

Dalam hal kegiatan yang dilakukan termasuk risiko
menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi,
permohonan SNI diajukan melalui sistem elektronik yang
dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang

standardisasi.

Bagian Kelima

Perubahan Data Pelaku Usaha

Pasal 56
Dalam hal terjadi perubahan atas isian data Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan data
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui Sistem
OSS.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencakup:
a. perubahan data pelaku usaha; dan/atau

b. perubahan data usaha.

www.peraturan.go.id



2021, No. 272

(1)

-80-

Pasal 57
Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud
pada Pasal 56 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup
perubahan:
a. nama dan/atau NIK;
b. NPWP;
c. status penanaman modal semula PMDN menjadi

PMA atau sebaliknya;

d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
€. susunan pengurus/penanggung jawab;

f.  maksud dan tujuan;

g. alamat perusahaan; dan/atau

h. alamat surat elektronik.

Perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan Perusahaan PMDN yang
menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada
perorangan/badan usaha asing/perusahaan PMA dengan
tetap memperhatikan ketentuan peraturan presiden
tentang bidang usaha penanaman modal.

Perubahan status menjadi PMDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan Perusahaan PMA yang
pemegang saham asing menjual seluruh saham ke
perorangan WNI/badan usaha Indonesia yang seluruh
sahamnya dimiliki perorangan WNI/lokal.

Dalam hal terjadi perubahan status dari PMDN menjadi
PMA atau sebaliknya dari PMA menjadi PMDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku
Usaha melakukan pemutakhiran data pelaku usaha di
Sistem OSS.

Sistem OSS melakukan validasi komposisi kepemilikan
saham ke sistem administrasi badan hukum yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3).
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Sistem OSS mencatat status Perusahaan berubah
menjadi PMA atau PMDN berdasarkan validasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki anak Perusahaan, atas
perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus ditindaklanjuti dengan perubahan
status menjadi PMA oleh anak perusahaan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Terhadap perubahan status sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berlaku
secara mutatis mutandis.

Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, Sistem
OSS akan melakukan verifikasi dengan sistem
administrasi hukum  umum  kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.

Dalam hal terjadi perubahan pada alamat perusahaan
atas kedudukan kabupaten/kota, perubahan data pelaku
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
perlu diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atas data pelaku
usaha, Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian
terlebih dahulu di sistem administrasi hukum umum
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dalam hal data pelaku usaha belum bisa diintegrasikan
dengan sistem administrasi hukum umum kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (8), perubahan data dilakukan
langsung di Sistem OSS.
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(14) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

menjadi tanggung jawab penuh Pelaku Usaha.

(15) Terhadap perubahan data yang dilakukan oleh Pelaku

(3)

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penanaman
modal dan persyaratan dan/atau tingkat risiko kegiatan

usaha.

Pasal 58
Perubahan data usaha sebagaimana dimaksud pada
Pasal 56 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
perubahan data lokasi usaha;

a
b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;

o

penyesuaian akses kepabeanan;

e

penyesuaian angka pengenal importir;

e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan
perusahaan; dan

f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha.

Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b menyebabkan

diperlukannya Perizinan Berusaha baru, Perizinan

Berusaha baru diproses melalui Sistem OSS sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan Perizinan

Berusaha lama masih berlaku sampai dengan perubahan

dipenuhi.

Terhadap proses Perizinan Berusaha baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS akan menotifikasi

kepada kementerian/lembaga /Pemerintah Daerah

sesuai kewenangan.

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Perizinan

Berusaha dan akan melakukan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Perizinan Berusaha lama tetap

berlaku sampai perubahan dipenuhi.
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Bagian Keenam

Pengembangan Usaha

Pasal 59

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat

melakukan Pengembangan Usaha atas kegiatan usaha

yang telah dilakukan dan mengajukan permohonan
melalui Sistem OSS.

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi penambahan:

a. kapasitas produksi/jasa;

b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau

c. bidang usaha.

Penambahan kapasitas produksi/jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a juga mencakup

perluasan usaha atas usaha industri dengan kriteria
berupa penambahan kapasitas produksi terpasang untuk

KBLI 5 (lima) digit yang sama sebagaimana diatur di

dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan

perizinan berusaha berbasis risiko.

Terhadap perluasan wusaha industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan:

a. penetapan tingkat risiko akan dilakukan kembali
dengan memperhitungkan kapasitas produksi
terpasang yang lama dan tambahannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sudah
didapatkan atas kapasitas produksi terpasang yang
lama akan termutakhirkan setelah penetapan risiko
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dan
disetujui; dan

c. selama proses penetapan dan  persetujuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko sebelumnya masih dapat
digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.
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Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Perluasan
Usaha tidak diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dengan tingkat risiko berbeda
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku

Usaha melakukan:
perubahan data usaha di Sistem OSS;

b. perubahan terhadap dokumen UKL-UPL sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

c. penyesuaian pemenuhan persyaratan apabila atas
perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf
a terjadi perubahan tingkat risiko.

Pelaku Usaha mengakses menu Pengembangan Usaha

pada Sistem OSS untuk mengajukan permohonan

Pengembangan Usaha.

Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a tidak memerlukan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko baru, Pelaku Usaha cukup

melakukan perubahan data.

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dan huruf ¢ memerlukan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko baru.

Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Pelaku Usaha mengisi kembali isian data

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.

(10) Terhadap Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud

(11)

pada ayat (7), ketentuan pada ayat (5) huruf c berlaku
secara mutatis mutandis.

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki persetujuan
prasarana dan pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha yang masih sesuai atas kegiatan wusaha
sebelumnya dan tidak memerlukan prasarana baru,
Sistem OSS mencatat Pelaku Usaha telah memenuhi
persyaratan Perizinan Berusaha  atas kegiatan

Pengembangan Usaha.
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Bagian Ketujuh

Penggabungan dan Peleburan

Pasal 60

Pelaku Usaha dapat melakukan:

penggabungan badan usaha; atau

peleburan badan usaha.

Pasal 61

Perizinan Berusaha atas tindakan penggabungan atau
peleburan badan usaha diterbitkan melalui Sistem OSS.
Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih
dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima
penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan
diri.

Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih

dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.

Pasal 62
Dalam hal terjadi penggabungan badan wusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Pelaku
Usaha yang menerima penggabungan (surviving
company) melakukan penyesuaian/pemutakhiran data
pada Sistem OSS melalui menu penggabungan badan
usaha.
Terhadap penyesuaian/pemutakhiran data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan validasi
atas akta penggabungan pada sistem administrasi badan
hukum yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilakukan, Sistem OSS akan menampilkan seluruh
Perizinan Berusaha yang dimiliki badan usaha yang

menerima penggabungan dan menggabungkan diri.
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Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan
dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta
penggabungan.

Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan
Berusaha tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan
dilanjutkan, badan usaha yang menerima penggabungan
melakukan pengisian data kegiatan usaha dan
mengunggah Perizinan Berusaha lama ke dalam Sistem
OSS.

Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap Perizinan
Berusaha atas hasil penggabungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Sistem OSS menyesuaikan Perizinan Berusaha yang
lama ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil
penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) yang belum memiliki Perizinan Berusaha
sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha yang
menerima penggabungan mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko
kegiatan usahanya.

Perizinan  Berusaha atas badan usaha yang
menggabungkan diri akan dibatalkan secara otomatis

oleh Sistem OSS.

Pasal 63

Permohonan peleburan badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan oleh badan
usaha baru hasil peleburan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui menu peleburan usaha.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sistem OSS melakukan validasi atas akta peleburan
pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
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(4) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah dilakukan, Sistem OSS akan menampilkan seluruh
Perizinan Berusaha yang dimiliki badan usaha yang
meleburkan diri.

(5) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha dari badan
usaha yang melebur yang akan dilanjutkan sebagaimana
tertuang di dalam akta peleburan.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan
Berusaha atas badan wusaha yang melebur tidak
diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan,
badan usaha hasil peleburan melakukan pengisian data
kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan Berusaha
lama tersebut.

(7) Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap Perizinan
Berusaha atas hasil peleburan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

(8) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Sistem OSS menyesuaikan Perizinan Berusaha yang
lama ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(9) Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil peleburan
usaha sebagaimana ayat (5) yang belum memiliki
Perizinan Berusaha sebagai legalitas kegiatan usaha,
badan wusaha baru hasil peleburan mengajukan
permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai
tingkat risiko kegiatan usahanya.

(10) Perizinan Berusaha atas badan usaha yang meleburkan

diri, akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Bagian Kedelapan

Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Pencabutan Perizinan Berusaha
Pasal 64

(1) Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan atas

dasar likuidasi dan non likuidasi.
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Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana
pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata

cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 2

Pembatalan Perizinan Berusaha

Pasal 65

Dalam hal Perizinan Berusaha yang diterbitkan terdapat
cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan
informasi, dapat dilakukan pembatalan.

Tata cara pembatalan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan

berusaha berbasis risiko.

BAB V
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66
Pelaku Usaha yang memiliki:
a. NIB;
b. Sertifikat Standar; dan/atau
c. Izin,
dapat memperoleh Fasilitas Penanaman Modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup fasilitas:
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a. pembebasan bea masuk atas impor;

b. pajak penghasilan untuk penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu;

c. pengurangan pajak penghasilan badan;
pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas
pajak penghasilan untuk penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu pada KEK;

e. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan
penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;

f.  penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik
kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam
rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi tertentu; dan

g. pengurangan penghasilan neto atas penanaman
modal baru atau perluasan usaha pada bidang
usaha tertentu yang merupakan industri padat
karya.

Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajukan melalui Sistem OSS.

Keputusan dan/atau pemberitahuan pemberian

keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS
dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Paragraf 1

Cakupan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Pasal 67

Fasilitas  pembebasan bea masuk atas impor

sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf a
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mencakup fasilitas:

a. pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak
termasuk suku cadang untuk pembangunan atau
pengembangan industri;

b. pembebasan bea masuk atas impor barang dan
bahan untuk pembangunan atau pengembangan
industri;

c. pembebasan bea masuk atas impor barang modal
dalam rangka pembangunan atau pengembangan
industri pembangkitan tenaga listrik untuk
kepentingan umum; dan

d. pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor
barang dalam rangka kontrak karya (KK) atau
perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara (PKP2B);

Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan,

serta barang modal:

a. belum diproduksi di dalam negeri;

b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya
belum mencukupi kebutuhan industri,

berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan, serta

barang modal yang ditetapkan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk

atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf

c, Pelaku Usaha mengunggah di Sistem OSS

rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pelaku wusaha yang terkena kewajiban penggunaan

produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas

pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan
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bahan, serta barang modal melampirkan rekomendasi
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 2

Objek Penerima Fasilitas

Pasal 68

Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a

dan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang

dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1) huruf b, diberikan kepada Pelaku Usaha yang

melakukan kegiatan usaha di bidang:

a. industri yang menghasilkan barang; dan/atau

b. industri yang menghasilkan jasa.

Industri yang menghasilkan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara.

Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang

modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)

huruf c, diberikan kepada:

a. perseroan terbatas perusahaan listrik negara
(Persero) (PT PLN (Persero)); atau

b. Pelaku Usaha lainnya di bidang wusaha
ketenagalistrikan.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b wajib memiliki:

a. wilayah usaha;

b. perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase
agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero);

Cc. perjanjian sewa guna usaha (finance lease
agreement/FLA) dengan PT PLN (Persero); atau

d. perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang
izin usaha pembangkit tenaga listrik (IUPTL) yang

memiliki wilayah usaha.
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Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas
impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada pelaku
usaha/kontraktor yang memiliki KK atau PKP2B.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Fasilitas

Pasal 69

Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam

pasal 66 ayat (1) yang mengajukan fasilitas pembebasan

bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam

rangka Pembangunan atau Pengembangan.

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penambahan kapasitas dalam rangka perluasan
usaha; dan/atau

b. modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi
dari alat-alat produksi untuk tujuan
mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil
produksi terhadap kegiatan wusaha yang telah
memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
sudah berproduksi komersial.

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor

mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak:

a. diterbitkannya NIB bagi Pelaku Usaha baru; atau

b. dicantumkannya kegiatan usaha yang akan
dimintakan fasilitasnya pada NIB dalam rangka
penambahan kegiatan usaha.

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor

mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan

melalui Sistem OSS.

Pengajuan pembebasan pajak pertambahan nilai atas

impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu
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yang bersifat strategis dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, bersamaan

dengan pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (4).

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor

mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan

oleh Pelaku Usaha sebelum Saat Mulai Berproduksi

Komersial, dikecualikan terhadap Pelaku Usaha

pemegang izin usaha pertambangan.

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan jangka waktu pengimporan selama 2

(dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan

pembebasan bea masuk.

Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) dapat diberikan perpanjangan selama 2 (dua)

tahun, kecuali untuk impor mesin dalam rangka
pengembangan dengan maksud modernisasi, rehabilitasi
dan/atau restrukturisasi.

Terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan penambahan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk rencana investasi paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) dapat diberikan penambahan
perpanjangan jangka waktu pengimporan 1 (satu)
tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

b. untuk rencana investasi paling sedikit
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan
kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan
jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) kali yang
diberikan setiap 1 (satu) tahun berdasarkan hasil
pemeriksaan lapangan.

c. untuk rencana investasi lebih dari
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dapat

diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu
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pengimporan paling lama 5 (lima) tahun

berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapatkan keputusan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara sebelum berlakunya Peraturan
Badan ini, dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan
selanjutnya dapat diberikan penambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9).
Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dan penambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari
sebelum jangka waktu keputusan pemberian fasilitas
berakhir.
Pelaku Usaha wajib menggunakan mesin yang telah
mendapatkan  fasilitas pembebasan bea  masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
tujuan pemasukannya.
Mesin dapat digunakan pada lokasi yang berbeda
sepanjang masih dikuasai oleh Pelaku Usaha untuk
kegiatan usaha yang sama sesuai dengan perizinan
berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh Pelaku

Usaha.

Pasal 70

Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pembangunan
industri serta siap produksi, kecuali bagi industri yang
menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan bea
masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b.

Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pengembangan
industri, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa,
sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari kapasitas izin usaha/izin perluasan
dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dapat
diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan

bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)
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huruf b.

Fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan atas
impor mesin dan/atau menggunakan mesin produksi
asal impor yang dibeli di dalam negeri, dapat diberikan
kepada Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan
pembangunan atau pengembangan industri dan siap
melakukan kegiatan komersial kecuali bagi industri yang
menghasilkan jasa.

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Pelaku Usaha sudah berproduksi komersial.

Berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditentukan berdasarkan pernyataan mandiri dalam
Sistem OSS yang menyatakan perusahaan sudah
berproduksi komersial.

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk keperluan produksi
selama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang.

Jangka waktu pengimporan atas pembebasan bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan selama 2
(dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

Pelaku Usaha yang melakukan pembangunan dan
pengembangan, dengan menggunakan mesin produksi
buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari total nilai mesin, atas impor barang dan
bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk
keperluan produksi/keperluan tambahan produksi
selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang,
dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

Terhadap industri yang menghasilkan jasa dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
Penggunaan dan komposisi penggunaan mesin produksi

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
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berdasarkan surat rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian terkait capaian tingkat komponen dalam
negeri (TKDN).

Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dan ayat (8) dapat diberikan perpanjangan waktu
pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya
fasilitas pembebasan bea masuk dan hanya diberikan 1
(satu) kali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat
dikecualikan untuk komoditas tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas
pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan tujuan

pemasukannya oleh Pelaku Usaha.

Pasal 71

Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 66 ayat (1) yang mengajukan fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor barang modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c,
dapat diberikan dalam rangka pembangunan atau
pengembangan.

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
diterbitkannya Izin/izin usaha penyediaan tenaga listrik
(IUPTL).

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberikan sesuai dengan rencana impor barang (RIB)
kebutuhan  proyek yang telah  disetujui dan
ditandasahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

Pembebasan bea masuk sebagaimana pada ayat (1)

diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
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berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.

Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu
dalam keputusan pembebasan bea masuk.

Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan perpanjangan
kembali sesuai dengan ketentuan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

Pengajuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diajukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) Hari sebelum jangka waktu keputusan
pemberian fasilitas berakhir.

Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea
masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh
Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat
dilakukan pemindahtanganan yang diatur lebih lanjut

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 66 ayat (1) yang mengajukan fasilitas

pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d,

dapat diberikan dalam rangka KK atau PKP2B sebagai

berikut:

a. kontraktor yang kontraknya = mencantumkan
ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau
keringanan bea masuk dan pembebasan pajak
pertambahan nilai dan ketentuan mengenai jangka
waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea
masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai

atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B;
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kontraktor = yang  kontraknya = mencantumkan

ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan

bea masuk dan pembebasan Pajak Pertambahan

Nilai atas impor  barang, namun  tidak

mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu

pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk
dan pembebasan pajak pertambahan nilai dalam
rangka KK atau PKP2B;

kontraktor PKP2B dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. kontraknya ditandatangani sebelum tahun
1990;

2. kontraktor PKP2B yang kontraknya
mencantumkan ketentuan mengenai pemberian
pembebasan atau keringanan bea masuk atas
impor barang dalam rangka PKP2B;

3. kontraktor PKP2B yang kontraknya tidak
mencantumkan ketentuan mengenai jangka
waktu pemberian pembebasan atau keringanan
bea masuk; dan

4. kontraktor PKP2B yang barang impornya
merupakan barang milik negara.

kontraktor KK atau PKP2B sebagai berikut:

1. kontraknya mencantumkan ketentuan
mengenai  pemberian pembebasan  atau
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan
pajak atas impor barang dalam rangka KK atau
PKP2B  sepanjang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

2. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan
mengenai pemberian pembebasan  pajak
pertambahan nilai atas impor Barang Kena
Pajak dalam rangka KK atau PKP2B, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang mengatur
ketentuan mengenai perlakuan pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
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barang mewah atas impor barang kena pajak
yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

(2) Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan pajak pertambahan nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan
jangka waktu yang tercantum dalam kontrak.

(3) Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan pajak pertambahan nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, diberikan
sejak tanggal ditandatanganinya kontrak sampai dengan
tahun kesepuluh dari periode operasi produksi.

(4) Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan
sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

(5) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap tahun berdasarkan rencana kerja
anggaran belanja (RKAB) yang telah disetujui dan
ditandasahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral, dengan ketentuan bahwa jangka waktu fasilitas
pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang
untuk KK dan PKP2B berakhir pada tanggal 31
Desember pada tahun berjalan.

(6) Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan
atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak
pertambahan nilai dalam rangka KK atau PKP2B
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pemindahtanganan sebagaimana diatur oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara.

Pasal 73
Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 dapat diberikan terhadap
mesin, barang, dan bahan yang berasal dari KPBPB, KEK,
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atau tempat penimbunan berikat sebagaimana diatur oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara.

Paragraf 4

Pengajuan Persetujuan Pemberian Fasilitas

Pasal 74

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a

diajukan dan diterbitkan dalam Sistem OSS.

Pelaku usaha yang mengajukan fasilitas bea masuk atas

impor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus

mengisi data permohonan, mengunggah dan
mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

Peraturan Badan ini.

Terhadap pengajuan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2) dilakukan klarifikasi teknis.

Terhadap pengajuan dalam rangka rehabilitasi/

resktrukturisasi/modernisasi serta barang dan bahan

dilakukan klarifikasi teknis dalam bentuk kunjungan ke
lapangan, atau dalam hal kondisi tertentu dapat
dilakukan melalui media elektronik lainnya.

Pengajuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

dilakukan klarifikasi teknis paling lambat 5 (lima) hari.

Hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) berupa:

a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai
ketentuan, dapat diproses lebih lanjut;

b. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha secara
daring untuk melengkapi, memperbaiki kekurangan
dan/atau kesalahan dokumen sesuai hasil
klarifikasi teknis; atau

c. pengajuan ditolak apabila tidak sesuai ketentuan.
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Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) huruf a, sistem OSS akan mengirimkan
pemberitahuan dan selanjutnya dalam waktu S (lima)
Hari akan diterbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk.

Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud

dalam ayat (6) huruf b, sistem OSS akan mengirimkan

pemberitahuan dan  selanjutnya  pelaku  usaha
melengkapi dokumen melalui Sistem OSS.

Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud

dalam ayat (6) huruf c, dalam waktu 3 (tiga) Hari Sistem

OSS akan memberikan pemberitahuan penolakan

disertai dengan alasan penolakan.

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas
impor mesin/barang modal/barang dan bahan;

b. pengajuan perubahan atas fasilitas pembebasan bea
masuk atas impor mesin/barang modal/barang dan
bahan; dan

c. perpanjangan jangka waktu atas  fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang
modal/barang dan bahan.

Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku

mutatis mutandis terhadap permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (10).

Terhadap pengajuan perpanjangan jangka waktu

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) huruf c,

Sistem OSS akan memberikan pemberitahuan 3 (tiga)

bulan sebelum habis masa berlaku.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), tidak ada hasil klarifikasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengajuan
dianggap telah memenuhi persyaratan dan sistem OSS
akan memberikan notifikasi bahwa pengajuan akan

diproses lebih lanjut.
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(14) Apabila dalam jangka waktu S (lima) hari sejak dokumen
dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a dan ayat (13) belum diterbitkan
keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk,
maka sistem oss secara otomatis akan menerbitkan

keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-

Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Pasal 75
Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pajak penghasilan
badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha
tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b sebagaimana diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
keuangan negara dan peraturan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi
penanaman modal tentang fasilitas pajak penghasilan badan
untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu

dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Bagian Keempat

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 76
Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pengurangan
pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (2) huruf c sebagaimana diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara dan
peraturan lembaga yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang

fasilitas pajak penghasilan badan.
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Bagian Kelima
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
dan/atau Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah
Tertentu pada KEK

Pasal 77
Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pajak
penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan
badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha
tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d
sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan keuangan negara dan peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang koordinasi penanaman modal tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan
badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha

tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK.

Bagian Keenam
Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan

Penelitian Dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Pasal 78
Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pengurangan
penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan
pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e sebagaimana diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan

negara.
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Bagian Ketujuh
Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau
Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Berbasis Kompetensi Tertentu

Pasal 79
Ketentuan dan tata cara pengajuan pemberian pengurangan
penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik
kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (2) huruf f sebagaimana diatur dalam peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

Bagian Kedelapan
Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas
Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang

Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

Pasal 80
Ketentuan dan tata cara pengajuan pemberian fasilitas
pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru
atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang
merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g sebagaimana diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan

negara.

Bagian Kesembilan
Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Pemberdayaan UMK-M
dan/atau Pengusaha Lokal

Pasal 81

(1) Pelaku Usaha yang mengajukan Fasilitas Penanaman

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2
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huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menyampaikan komitmen rencana kerjasama
pelaksanaan kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha UMK-
M dan/atau pengusaha nasional di daerah melalui
Sistem OSS.

Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BKPM dan DPMPTSP
kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan
pengawasan.

Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan
yang disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui sistem

OSS.

Bagian Kesepuluh

Rekomendasi Keimigrasian

Paragraf 1

Umum

Pasal 82
Bagi PMA diberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan atas fasilitas keimigrasian oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga
pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan

menjadi izin tinggal terbatas; dan

b. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi

izin tinggal tetap.
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Paragraf 2

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin

Tinggal Terbatas

Pasal 83

Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi

izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82 ayat (3) huruf a merupakan persyaratan untuk

memperoleh persetujuan alih status izin tinggal

kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.

Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi

izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada:

a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat
sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan

b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak
menjabat sebagai direksi atau komisaris
perusahaan.

Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu:

a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai
direksi atau komisaris perusahaan dengan
ketentuan kepemilikan saham paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang
setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang
tercantum dalam akta; atau

b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi
atau komisaris perusahaan dengan ketentuan
kepemilikan saham paling sedikit
Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh
lima juta Rupiah) atau yang setara dalam mata uang
dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta.

Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal

kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM

melalui alamat surat elektronik rekomaltus@bkpm.go.id,

menggunakan formulir permohonan dan persyaratan
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sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
BKPM melakukan pemeriksaan kelengkapan dan
kesesuaian dari dokumen persyaratan yang dilampirkan.
Dalam hal disetujui, rekomendasi alih status izin tinggal
kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga)
Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan
benar.

Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan
menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Paragraf 3
Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi

Izin Tinggal Tetap

Pasal 84
Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin
tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(3) huruf b merupakan persyaratan untuk memperoleh
persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin
tinggal tetap.
Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin
tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada:
a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat
sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan
b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak
menjabat sebagai direksi atau komisaris
perusahaan.
Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu:
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a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai
direksi atau komisaris perusahaan dengan
ketentuan kepemilikan saham paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang
setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang
tercantum dalam akta; atau

b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi
atau komisaris perusahaan dengan ketentuan
kepemilikan saham paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau
yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat
yang tercantum dalam akta.

Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas
menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM melalui alamat
surat elektronik rekomaltus@bkpm.go.id, menggunakan
formulir permohonan dan persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dalam hal disetujui, rekomendasi alih status izin tinggal

terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga)

Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan

benar.

Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal terbatas

menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 85
Dalam hal orang asing sebagai pemegang saham, baik
sebagai direksi atau komisaris yang tidak memenuhi
kriteria kepemilikan saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (3),
permohonan izin penggunaan tenaga kerja asing
disampaikan terlebih dahulu kepada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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ketenagakerjaan sebagai dasar:

a. pemberian persetujuan alih status izin tinggal
kunjungan menjadi izin tinggal terbatas atau
perpanjangan izin tinggal terbatas; dan

b. pemberian persetujuan alih status izin tinggal
terbatas menjadi izin tinggal tetap atau
perpanjangan izin tinggal tetap,

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 86

Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan

dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

apabila layanan Sistem OSS:

a. belum tersedia; dan

b. terjadi gangguan teknis.

Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b termasuk keadaan kahar (force majeure) yang

mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan

berbantuan dilakukan dengan tahapan:

a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring
kepada petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KPBPB;

b. petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KPBPB menghubungkan
perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf

a ke dalam Sistem OSS; dan
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c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya
dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada
Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan

berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak
dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pernyataan terjadinya gangguan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat

oleh:

a. deputi bidang pelayanan penanaman modal untuk
gangguan teknis tingkat nasional;

b. kepala DPMPTSP provinsi untuk gangguan teknis
tingkat provinsi;

c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota untuk gangguan
teknis tingkat kabupaten/kota;

d. administrator KEK untuk gangguan teknis di KEK;
atau

e. badan pengusahaan KPBPB untuk gangguan teknis
di KPBPB.

Terhadap kondisi kahar (force majeure), pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara

manual.

Pasal 87

Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar,
dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang
memadai, permohonan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor
kelurahan/desa atau nama lain.

Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor
kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan
permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada
DPMPTSP terdekat.

Pengajuan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
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didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan
atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain atau
DPMPTSP terdekat dengan menggunakan hak akses yang
dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari
setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa

pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 88
Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang
merupakan:
a. penerimaan negara bukan pajak;
b. bea masuk dan/atau bea keluar;
c. cukai; dan/atau
d. pajak daerah atau retribusi daerah,
wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan
persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh
Kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian/Daerah sesuai kewenangannya melalui

Sistem OSS.

Bagian Kedua

Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 89
Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah

daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada

Pelaku Usaha terutama UMK-M.
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Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada
Sistem OSS;

b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan Perizinan Berusaha; dan

c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka
mendapatkan Perizinan Berusaha

Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c,

Lembaga OSS, kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dikenakan biaya.

Pasal 90

Fasilitasi subsistem pelayanan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a menyediakan
informasi bagi pelaku usaha dalam memperoleh Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait
dengan Perizinan dan Pengawasan Berusaha Berbasis
Risiko.

Fasilitasi subsistem pelayanan informasi sebagaimana
pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah
di bidang koordinasi penanaman modal tentang sistem
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

secara elektronik.

Pasal 91
Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh unit PTSP di
BKPM, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh PTSP di BKPM dilakukan antara lain:
a. layanan mandiri; dan

b. layanan berbantuan.
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Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan dengan menyediakan ruangan
dengan fasilitas perangkat elektronik yang memadai bagi
pelaku usaha untuk melakukan proses permohonan dan
penerbitan perizinan berusaha secara mandiri.

Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilaksanakan secara interaktif antara lain:

a. pusat panggilan;

b. surat elektronik;

c. tatap muka; dan

d. klinik OSS.

Pelaksanaan layanan berbantuan melalui pusat
panggilan sebagaimana pada ayat (4) huruf a dilakukan
melalui nomor telepon resmi Lembaga OSS yang
tercantum pada laman OSS dengan mekanime pemberian
tanggapan pada saat yang sama.

Pelaksanaan layanan  berbantuan melalui surat
elektronik sebagaimana pada ayat (4) huruf b dilakukan
melalui alamat surat elektronik resmi Lembaga OSS yang
tercantum pada laman OSS dengan mekanisme
pemberian tanggapan paling lama 10 (sepuluh) Hari.
Pelaksanaan layanan berbantuan melalui tatap muka
sebagaimana pada ayat (4) huruf c dilakukan baik secara
langsung di PTSP Pusat di BKPM pada Lembaga OSS
maupun secara daring menggunakan aplikasi elektronik,
setelah sebelumnya melakukan pendaftaran secara
daring melalui tautan pada laman BKPM atau aplikasi
OSS.

Pelaksanaan layanan berbantuan melalui Klinik OSS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan
melalui kegiatan tatap muka secara luring maupun
daring antara petugas pelayanan PTSP Pusat di BKPM
dengan Pelaku Usaha, baik di dalam maupun di luar

negeri.
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Bagian Ketiga

Masa Berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 92
NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan
usahanya.
Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berlaku selama Pelaku
Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa
berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari melalui Sistem OSS sebelum
masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang
dari 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat
jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pasal 93
Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) tidak
menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat

dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.
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Bagian Keempat

Kewajiban LKPM

Pasal 94
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan perizinan
berusaha wajib menyampaikan LKPM.
Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata

cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan Perizinan
Berusaha yang berdasarkan komitmen atau belum
berlaku efektif sebagaimana ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Sistem OSS
memberikan notifikasi bahwa Pelaku Usaha wajib
melakukan konfirmasi kembali atas data usaha
sebelumnya untuk kemudian Sistem OSS melakukan
penyesuaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam hal atas Perizinan Berusaha lama telah dilakukan
penyesuaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sistem
OSS memberikan notifikasi kepada kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian terkait dan Pelaku Usaha
sebagai dasar proses permohonan Fasilitas Penanaman
Modal yang meliputi:

fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;

fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal

di bidang-bidang wusaha tertentu dan/atau di

daerah-daerah tertentu;
c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan

fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal
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di bidang-bidang wusaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu pada KEK;

e. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas
kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di
Indonesia;

f. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas
penyelenggaraan  praktik  kerja, pemagangan
dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia berbasis
kompetensi tertentu; dan

g. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas
penanaman modal baru atau perluasan usaha pada
bidang usaha tertentu yang merupakan industri

padat karya.

Pasal 96
Permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan sebelum
diberlakukannya Peraturan Badan ini, diproses dengan
menggunakan Sistem OSS dan/atau prosedur yang berlaku

sampai diberlakukannya Peraturan Badan ini.

Pasal 97

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha
yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini
diundangkan tetap dapat digunakan sesuai kegiatan
usaha.

(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan
Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan
ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan belum memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib

mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS.

Pasal 98
Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum
diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui Sistem

OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
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Pasal 99

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha

sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dan memerlukan

Perizinan Berusaha yang baru, diatur ketentuan sebagai

berikut:

a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk
Pengembangan Usaha dan/atau kegiatan atau komersial
atau operasional dilakukan melalui Sistem OSS dengan
melengkapi data dan/atau pemenuhan persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. Pelaku Usaha diberikan Perizinan Berusaha sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
Terhadap pelaku usaha yang telah memiliki keputusan
menteri keuangan pembebasan bea masuk atas impor mesin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sejak
berlakunya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sampai dengan
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, mengikuti
ketentuan dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72

Peraturan Badan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana diatur di dalam
Peraturan Badan ini akan diterapkan pada tanggal 2 Juni
2021.

(2) Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 821) dan Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 308), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJHAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

A. LAMPIRAN FORMAT KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR : ...ccvninenvnnnnnens

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan
Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga Online Single Submission (OSS), atas
permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Konfirmasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

1. Nama Pelaku Usaha T ARSI larcraa e Li AN e
2. NPWP $  mseasssvesscersrars
3. Alamat Kantor QPSR PR TR
No. Telepon S yeeasubssnazae RIS
Email T NanadAeadas AoNsdMATiLuhanas bavadsa
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 35 digit KBLI (terlampir jika lebih dari
Usaha Indonesia (KBLI) satu)
6. Judul KBLI $ L emmsams {terlampir jika lebih dari satu)
7. Lokasi Usaha T b BAved et oI ks s bk A 0
Alamat A P R P LR SR
Kawasan - D R R CT SRR SO
Koordinat  JERETIX v adaa g
Luas T iSeakaliaANe
8. Koefisien Dasar Bangunan T bt Babpshopevs 5T ke buets Sabwd sk
Koefisien Lantai Bangunan A P R P LR SR
Ketentuan Tata Bangunan - D R R CT SRR SO

Dengan ketentuan:

1. Dokumen ini diterintkan sistem OSS berdasarkan data dan pelaku usaha, tersimpan dalam | matai
2. Daiam hal terjadi kekelirmmn isi doky ini aknn dilnkukan perbaik bagai mestinga y
3. Dokumen ini tefoh ditendatangani secara elektronik menggunakan sertifikat ok ik yang
diterintkan olek BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistern 0SS menggunakan hak akses.
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1. Konfirmasi Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa
rencana lokasi kegiatan usaha telah secsuai dengan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kota/Kabupaten .................

2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan
Penzinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanyva dapat
melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolchan
tanah yang diperiukan untuk ussha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula scbagai
izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan sclanjutnya pada
instansi yang berwenang.

5. Konfirmasi ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku sclama 3 (tiga) tahun
scjak diterbitkan.

6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan olch Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......... X
KEPALA DPMPTSP .....cccoviiiiiee.

(NAMA)
Ditandatangani Secara Elcktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

| matal
| Barvifaasl

1. Dokumen i diterintkan sistem OSS berdasarkan data dani pelaku usaha, tersimpan dalam q
N | Baktronik

sistem OSS, yang menjadi tanggung jewab pelaku usaha.
. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilckukan perbaik hagai mestinga.
Dokumen ini telah ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromik yang
diterintkan olek BSrE-BSSN.
Data lengkap Periznan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern 0SS menggunakan hak akses.

# wn
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LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

NOMOR : ..ccvvvrnnnnnnnnnnns

No. Kode KBLI Judul KBLI
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy
1. Dokumen ini diterintkan sistem OSS berdasarkan data dan peloku usaha, tersimpan dalam ’ Batal
sistem OS5, yang mevjadi tanggung jawab pelaku usaha. ‘d SartiRhen

wN

. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilokukan perbatkan scehagaimana mestinga.
. Dokumen ini teloh ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromk yang
diterintkan olek BSrE-BSSN,

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistern OSS menggunakan hak akses.

flektromb
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B. LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (DARATAN diterbitkan berdasarkan penilaian)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR .....cccvvnvnenennne

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Badan Koordinasi Penanaman Modal sclaku Lembaga Online Single Submission
(0OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha O A AR SSRGS r AR ARV Ao
2. Alamat Kantor A R AN PR A R NA e A b
No Telepon PRI 1S I (R JUR R S RO
Email R A OO L N
3. Kode Klasifikasi Baku : 5 digit KBLI (terlampir jika
Lapangan (KBLI lebih dari satu)
4. Judul KBLI S A R PR Tt (terlampir jika
lebih dari satu)
5. Skala Usaha T T r T
6. Lokasi Usaha N A KRN h A SR SR
a. Alamat B! vecasaironaiserssitssnonssaasaionais
b. Desa/Kelurahan & Shsich At S b evis 659 bt S e DAV 04
c. Kecamatan A aadihicendasdansdbiiiananssisscendda
d. Kabupaten/Kota  Z PRI R PO SRR S RN
c. Provinsi PSR AN SR AR e as e LA AN T
f. Luas Tanah yang dimohon D! yecasubronahepst s s RS A LN e
g. Koordinat Geografis T, Sh i Al Sk i evs 659 kei bk SAbuias
dinyatakan disctujui seluruhnya/ dxsctu;m scbagmn) dengan ketentuan:
1. Luas tanah yang disctujui | E RO ARRRI SR O T IR
2. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang TR ARSI EER ey C T AP
3. Koefisien Dasar Bangunan maksimum Ciienmiatsaneusscasy bhsnasosREILEsARSIS
4. Kocfisien Lantai Bangunan maksimum S i et b 8 sd ek Pt Sl s A5kt
5. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Faddvsdidndaiinhlda davndidnddd
6. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan O ORRRBARIA TP PSR T IR

Pemanfaatan Ruang

7. Informasi tambahan (apabila tersedia)
a. Garis Sempadan Bangunan minimum D av s transsaseast tesasastersabssses
b. Jarak Bebas Bangunan minimum Fadavsdiadtilaanaadsi becadasiavsibivaves
c. Koefisien Dasar Hijau minimum LRSI SR O T IR
d. Kocfisien Tapak Basement maksimum bR AR OO PO C R AR
c. Jaringan Utilitas Kota Ciienmiatsaneusscasy bhsnasosREILEsARSIS
Dokumen iri diterintkan sistem OSS berdasarkan data don peloku usaha, tersimpan dalam | matal
sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Q!:‘m"m‘:
. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon diiakuk batk bagai mestinga. :

Dokumen ini tefah ditundatangani secara elektronik mtnggmnkml sertifikat cletronik yang
diterintkan oleh BSrE-BSSN,

Data lengkap Periznan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern 0SS menggunakan hak akses.

2021, No.
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Ketentuan lainnya:

1. Persctujuan Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan
pertimbangan scbagaimana tercantum dalam lampiran,

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen
yang menyatakan kescesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR seclain RDTR, dan scbagai dasar pemroscsan Perizinan Berusaha
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persctujuan Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku seclama 3
(tiga) tahun terhitung scjak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

4. Pemegang Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat
melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang
disetujui.

5. Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar
perolchan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus
perizinan sclanjutnya pada instansi yang berwenang,

6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINAS] PENANAMAN
MODAL

Atau

a.n, GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......... 5
KEPALA DPMPTSP ...

0% 10]
=

(NAMA)
Ditandatangani Secara Elcktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

| matal
| Barvifaasl

1. Dokumen i diterintkan sistem OSS berdasarkan data dani pelaku usaha, tersimpan dalam q
N | Baktronik

sistem OSS, yang menjadi tanggung jewab pelaku usaha.
. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilckukan perbaik hagai mestinga.
Dokumen ini telah ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromik yang
diterintkan olek BSrE-BSSN.
Data lengkap Periznan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern 0SS menggunakan hak akses.

# wn
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LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR : ..ccovnvnvnnnnnnnnes

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilokukan perbatkan scehagaimana mestinga.
. Dokumen ini teloh ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromk yang

No. Kode KBLI Judul KBLI
Dokumen iri diterintkan sistem 0SS berdasarkan data dan peloku usaha, tersimpan dalam ' Batal
sistem OS5, yang mevjadi tanggung jawab pelaku usaha. “ - st

diterintkan olek BSrE-BSSN,
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melaful sistern 0SS menggurakan hak akses.
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Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui scluruhnya/disetujui scbagian/ditolak seluruhnya dengan
pertimbangan:

Legenda /
Keterangan Peta

Berisi keterangan
simbol-simbol dan
warna yang
digunakan dalam
pecta

PETA

Keterangan Letak Peta

Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yvang lebih kecil

Arahan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan

kegiatan pemanfantan ruang

Koordl -
No. X Y E E
1 2 H
2
3
4
3
(5]
dst.

Keterangan lain vang dianggap periu

Dicetak tanggal - dd/mm/yyyy

1. Dokumen i diterintkan sistemn OSS berdasarkan data dan peloku usaha, tersimpan dalam
sistem OS5, yang mevyjadi tanggung jawab pelaku usaha.

. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilokukan perbatkan scehagaimana mestinga.

. Dokumen ini teloh ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromk yang
diterintkan olek BSrE-BSSN,

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistern OSS menggunakan hak akses.

%

wN

Ralal
SertifAas

flektromb
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C. LAMPIRAN LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (DARATAN diterbitkan otomatis)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR: ...cccvvivinnarirrnrnannnns

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan
Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga Online Single Submission (OSS), atas
permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kcpada:

1. Nama Pelaku Usaha PR ORI EE WOTOR U AT Er EA R AR

2. NPWP  JEREAO RIS SRR B RN

3. Alamat Kantor > QR P T P A PR N
No. Telepon S imseasssresscsrsseesssessessartsessessasessssess
Email T RTadd b awes Gep R b MAS s Chedd e WS EarRad bana s

4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : S5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari
Usaha Indonesia (KBLI) satu)

6. Kegiatan Usaha $  mmeasires (terlampir jika lebih dari satu)

7. Lokasi Usaha z
Alamat S AP RAAN AR A SR BRSPS R AN AR A SN
Kawasan T i BAS e ki avs ks S b ek $ A s e bbd il A5 Ae
Koordinat T Sienig eesinesss 3
Luas $ yweasns (Ha/M2)

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181.

(muncul bila PKKPR diterbitkan otomatis berdasarkan Pasal 18] Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).

Atau

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis
scsuai dengan ketentuan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No.11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (4) bahwa apabila
dalam batas waktu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menctapkan
dan/atau melakukan Keputusan.

(muncul bila PKKPR diterbitkan otomatis berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 53
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

2. Perscetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang
menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
sclain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha scsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterintkan sistem OSS berdasarkan data dan pelaku usaha, tersimpan dalam | matai
sistem 0SS, yang mevyadi tanggung jewab pelaku usaha. —~ !mn’:;;‘
2. Dailam hal terjadi kekelirnumn isi dokumen ini akon dilgkukan perbatk bagai mestinga. '
3. Dokumen ini tefoh ditendatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromik yang
diterintkan olek BSrE-BSSN.

.

Data lengkap Periznan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern 0SS menggunakan hak akses.
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3. Persetujuan Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung scjak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemegang Perscetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat
melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolchan
tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula scbagai
izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan sclanjutnya pada
instansi yang berwenang.

6. Pemegang Persetujuan Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTER!I AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......... .
KEPALA DPMPTSP ...

(NAMA)
Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

| matal
| Barvifaasl

1. Dokumen i diterintkan sistem OSS berdasarkan data dani pelaku usaha, tersimpan dalam q
N | Baktronik

sistem OSS, yang menjadi tanggung jewab pelaku usaha.
. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilckukan perbaik hagai mestinga.
Dokumen ini telah ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromik yang
diterintkan olek BSrE-BSSN.
Data lengkap Periznan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern 0SS menggunakan hak akses.

# wn
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LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR : ..ccovivnvnnnnnnnnes

Tabel KBLI dan kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Kegiatan Usaha lebih dari 1)

No. Kode KBLI Judul KBLI/Kegiatan Usaha

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterintkan sistem OSS berdasarkan data dan peloku usaha, tersimpan dalam ’ Batal
sistem OS5, yang mevyjadi tanggung jawab pelaku usaha. ~ ‘ ‘zl‘"";"':':‘_

2. Dalam hal terjadi kekelirumn isi dokumen ini akon dilckukan perbaikan sebagaimana mestinga. :

3

. Dokumen ini teloh ditundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletromk yang
diterintkan olek BSrE-BSSN,
4. Data lengkap Perisinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistern OSS menggurakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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D. FORMAT PERNYATAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TERKAIT
TATA RUANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama )
Tempat Tanggal Lahir

No Identitas (KTP/Paspor)

No. Telp (HP)

Email

Alamat

Jabatan

Nama Pelaku Usaha :

Lokasi Proyck : Alamat, Kec..., Kel.._,
Kabupaten/Kota ........
(terlampir jika lebth dari 1)

Kegiatan Usaha : KBLI/Judul KBLI

(terlampir jika lebih dari 1)

Dalam rangka pemeriksaan kescsuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk

perizinan berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa :
1. kegiatan usaha dan lokasi proyck kami telah sesuai dengan rencana tata
ruang.

2. skala usaha kami adalah Usaha Mikro Kecil scsuai dengan jumlah isian
total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan bersedia
dicvaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

(Jabatan)

(Nama)

-

Dokumen vy diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan | mﬁ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memud fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ | Fiettronis
Dalom hal tervgch kekeliruon il dokumen inf akon dslaludnn perbailan sedagaimana mesnnym

D;’:;;nzw tefok ditandatangant secars elek k menggnmadan sertifilat eletromk yung diterbitkan

o -BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergnokon hak akses

“ww

=
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Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Lokasi proyek lebih dari 1)

2021, No. 272

No.

Alamat Lokasi

Luas

Kode KBLI

Judul KBLI

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan date dan pihok Kepale Kantor Perunkilan Perusahaan
Azng, tersmpan dolam sistem OS5, yang mernnd fanggung muak Kepals Kontor Peruahilan

Dalem hai termch kekeliruon isd dokumen tnr adon dilaludnn perbailan sedagaimana mestngm
Dokumen tni tefoh ditandatangont secars elektrontk menggnmaian sertifikat eletromk yung diterbitkan
oleh BSE-BSSN.

Data lengkep dopat diperoleh melkabn sistem OSS mergmmokon hak akses

Ealal
Sertafiha
Tlaktronis

www.peraturan.go.id
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E. FORMAT PERNYATAAN USAHA MENENGAH DAN BESAR TERKAIT
PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama E
Tempat Tanggal Lahir

No Identitas (KTP/Paspor)

No. Telp (HP)

Email

Alamat

Jabatan

Nama Pelaku Usaha
Lokasi Proyeck

Kab/Kota ........
Kegiatan Usaha : 68111 (REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI
ATAU DISEWA)

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk
penizinan berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa :

1. kegiatan usaha dan lokasi proyek kami telah sesuai dengan rencana  tata
ruang.

2. kami melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen
dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

-

Dokumern m diterbithan smstew OSS berdssarkan data dan pihok Kepalo Kantor Peruakilon Perusahaon | e RN
Azng, tersmpan dolam sistem OSS, yang menndi fanggung muab Kepals Kantor Peruchlan \ | Fiettronis

2 Dalom hai tevgch kekeliruon il dokumen inf akon dslaludan perbailan sedaogaimana mesnnym
3 D;’:l;;nw tefok ditandatangant secars elek k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan
o E-BSSN.

=

Data lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergnokon hak akses

www.peraturan.go.id
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F. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (LAUT Hasil Verifikasi)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR : .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan
Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga Online Single Submission (OSS), atas
permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada:

—

Nama Pelaku Usaha ¢
2. NPWP : De
3. Alamat Kantor ¢ :ﬁ
i ; w
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA e
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari 92
Usaha Indonesia (KBLI) 1) e
6. Kegiatan Usaha v Sl (terlampir jika lebih dari 1) 1. P
Detail kegiatan usaha R xdos
7. Lokasi Usaha : etu
Provinsi S AR R AN AN AP ARV e Ny jua
Nama Perairan/Laut T hhied BAYTLs b evs 85kt S el B ved Shpdevs A5 ket n
Koordinat : Terlampir Ke
Peta . Terlampir Ngs
Luas/Panjang > SRR (M2/Ha/Km) uai
Kedalaman T vt M e
8. Nomor referensi teknis AP AR RS 080 AP AR ILO LSS AR Kc
gia

tan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan ketcrangan bahwa rencana lokasi
kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persctujuan ini berlaku scjak diterbitkan dan berlaku sampai dengan berakhimya
perizinan berusaha atau  sclama 2 (dua) tahun scjak diterbitkan dalam hal
perizinan berusaha belum diterbitkan.

5. Koordinat, luas/Panjang, kecdalaman, peta, hak dan kewajiban bagi pemegang
persctujuan disampaikan scbagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Persetujuan ini.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

-

Dokumen vy diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan | ::':nn.
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memud fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ | Fiestronis
Dalom hal tervgch kekeliruon il dokumen inf akon dslaludnn perbailan sedagaimana mesnnym

Dokumen i telok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbitkan

oleh BSE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergnokon hak akses

“wn

=~
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KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ﬁ
(NAMA)

Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Dokumen mu diterbithan smstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepolo Kantor Peruakilan Perusahaan ’ wﬁ._
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memndi .wﬁmb Kepala Kantor Peruahlan \ | Fiettronis
Dalom hal tevedt kekeliruon il dokumen tnf adon delaludnn perbailan sedogummana mesnnyn

Dokumen i teloh ditandatangant secara elek k menggnmaian sertifikat eletromk yang diterbithan

oleh BS'E-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergnokon hak akses

= “wn

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN

KOORDINAT DAN LUAS/PANJANG PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

NOMOR : ...ccccccecenesescscsconsnss

Nama Perusahaan PRI SRR R SV TOAAIARI>
Nomor Referensi Teknis B pecasu b snahnpnd bAsadh o IB LS A R SRS CAY
Lokasi Usaha

a. Provinsi

b. Nama Perairan/Laut
Kegiatan Usaha

Detail Kegiatan 3
Total Luas/Panjang $aaasiuas (terbilang)
Kedalaman PP (terbilang)

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI lebih dari 1)

2021, No. 272

No. KODE KBLI JUDUL KBLI
Tabel Koordinat
NAMA TITIK LINTANG BUJUR

1. Dokumern mu diterbithan mstew OSE berdasarkan date dan phok Kepale Kantor Perunkilon Perusahaan

Azng, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memudi fanggung puak Xepals Kaontor Peruakilan

2. Dalewm hai tenmdi kekeliruon i dokumen inf adon diladudnn perbailan sedagainana meshmg
3. Dokumen ini tefoh ditandatangoni secars elektrontk m enggumalan sertifikat eletromk yang diterbitkan

oleh BSrE-BSSN
4. Dota lengkep dopat diperoleh melabn sistem GSSmenggunokon hak aksea

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Nama Perusahaan B R S R R TR R R
Nomor Referensi Teknis B A AN AN RS AR MR AR SIS HANAN SRR
Lokasi Usaha :
a. Provinsi b SraA I LA EAR ALY e e s R LA AR S e AL
b. Nama Perairan/Laut S mseasarronaansessstssasaasessatranaanresss
Kegiatan Usaha OO AR U SIS DR S R e

Dalam pelaksanaan kegiatan scbagaimana tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini, ..... (nama Pelaku Usaha) berhak :

1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis
kegiatan, luas/panjang, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan

2. menggunakan izin yvang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan /
pengurusan  izin-izin  terkait  lainnya danj/atau  melaksanakan kegiatan
pemanfaatan ruang perairan.

dan berkewajiban:

1. menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kechidupan dan penghidupan
masyarakat;

2. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;

3. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan
ruang perairan di sekitarnya;

4. melakukan kegiatannya sccara ramah lingkungan;

5. menjaga kelestarian ckosisten Perairan Pesisir dan melakukan rehabilitasi
sumber daya yang mengalami kerusakan;

6. menjaga kehidupa dan alur migrasi biota laut;

7. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;

8. melibatkan dan memberdayakan masyarakat sckitar lokasi/usaha;

9. membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan

usaha tidak dilanjutkan lagi;

10. tidak menimbulkan konflik sosial

11. tidak menimbulkan gangguan bagi pclaksanaan kepentingan Kkesclamatan,
pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional;

12. menyampaikan perolehan Perizinan Berusaha; dan

13. menyampaikan laporan sccara berkala sctiap 1 (satu) tahun sckali.

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama ... (Nama
Pelaku Usaha)

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
‘_‘ ]

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

-

Dokumen vy diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan | "_:"":ﬂ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memud fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan ~ | Fiettronis
Dalom hal tervgch kekeliruon il dokumen inf akon dslaludnn perbailan sedagaimana mesnnym

Dokumen i teloh ditandatangant secara elek k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

“ww

=~

Data lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergnokon hak akses

www.peraturan.go.id



2021, No. 272 138

G. LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT (Diterbitkan otomatis)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR : .ccccococsvsnsascecsssnsssascsssnsnes

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan
Koordinasi Penanaman Modal sclaku Lembaga Online Single Submission (OSS), atas
permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. NPWP : De
3. Alamat Kantor B ng
No. Telepon : an
Email 3 ket
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA eng
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari 92
Usaha Indonesia (KBLI) 1) ¥
6. Kegiatan Usaha 8 A {terlampir jika lebih dari 1) 1. P
Detail kegiatan usaha B Rt e AR S SRR SRR NS i
7. Lokasi Usaha : e
Provinsi LA TR AR SO PPy WIS A AUy ST A TON jua
Nama Perairan/Laut ' cessarecesscseasstrestcssseesitsssaseasstnessens B
Koordinat £ el A i kL b Kes
Luas/panjang T (M2/Ha/Km) e
Kedalaman S epevsson M m:

Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan
Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (4) bahwa apabila dalam batas waktu,
Badan danj/atau Pejabat Pemerintah tidak menectapkan dan/atau melakukan
Keputusan.

2. Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan Ketecrangan
bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

3. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha,

4. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persctujuan ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku sampai dengan
berakhirnya perizinan berusha atau sclama 2 (dua) tahun scjak diterbitkan dalam

1. Dokumen sy diterbithan mstew OSS berdasarkan date dan pthok Kepole Kantor Peruakilon Perusahaan ' { ::‘:mu
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memud fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ | Fiestronis

2 Dalom Ml tergch kekeliruon il dokumen inf adon delaludnn perbailan sedagaimana me sty

3 Dokumen ini tefoh ditandatangoni secars elektrontk menggunadan sertifilat eletromk yung diterbitkan

oleh BSE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh melaba sistem 0SS menggunokon hak akses

=~
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hal perizinan berusaha belum diterbitkan.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyvy
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvy

1. Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan date dan phok Kepole Kantor Perwakilon Perusahaan |mﬂ._
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang merudi 2 muak Kepals Kantor Peruchilan \ | Fiettronis
2 Dalem haitergch keheliruon is dokumen inf adon delaluknn perbaikan sedogainang mestnyn
3 D':m;w tefok ditandatangant secars elek k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan
o -BSSN.

=

Data lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergnokon hak akses

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Nama Perusahaan
Lokasi Usaha

a. Provinsi

b. Nama Perairan/Laut

..........................................

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No. KODE KBLI JUDUL KBLI

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atas
NAMA ...cccvvnnnneen (Nama Pelaku Usaha)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen sy diterbithan mstew OSS berdasarkan date dan pthok Kepole Kantor Peruakilon Perusahaan ' | :"',“.,.“
Aszing, terspmpan dolam sistem OSS, yang merudi fanggung pualk XKepals Kantor Peruahilan \‘ Thebtronth
Dalem Ml tevgch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludan perbaiian sedagaimana m e

Dokumen tni tefoh ditandatangont secars elektrontk menggnmaian sertifikat eletromk yung diterbitkan

oleh BSE-BSSN.

4 Dots lengkep dopat diperoleh melaba sistem OSS mengrmokon hak aksea

W
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

2021, No. 272

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS

PENANAMAN MODAL

1. DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING (KPPA)

No.

Jenis Dokumen

Rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa Inggris atau
ferjemahannya dalam bahasa Indonesia

¥

[Surat penunjukan (Letter of Appointment) diketahui KBRI/Atase
Perdagangan /1IPC setempat

urat  Pcrmohonan {Letter of Intenfy diketahui KBR-!/Alasc
Perdagangan /IIPC setempat

Surat Pernyataan (Letter of Statement] dari Kepala Kantor Perwakilan yang
Imenyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor
Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui
KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat.

Dalam hal permyataan dibuat di Indonesia, maka Surat Pernyataan
Hitandatangani di atas materai, tanpa periu diketahui olch KBRI/Atase
Perdagangan /1IPC setempat

ISurat Keterangan (Letter of Reference) dari KBRI/Atase Perdagangan /IIPC
Fc(cmpat

www.peraturan.go.id
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2. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING (KPPA)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KPPA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA :© ..................... (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negen o AN dereiA
Yang Menunjuk (Prinsipal)

Alamat Prinsipal [ PP BTG DTS
Nama Kepala Kantor Perwakilan di = @ .
Indonesia

Alamat Kantor Perwakilan di R R SOV U
Indonesia

Kode Pos 8
Nomor Telepon s
Email

Bidang Kegiatan

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing {(KPPA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini scbagai identitas KPPA dan berlaku sclama menjalankan kegiatannya di
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan KPPA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran KPPA ini sesuai ketentuan perundang-undangan,

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ............... Tanggal - .......c.c..... (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

E. .E
o

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal: dd /mm/yyvy

-

| Sora
Sertifinan
| Plabtronis

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \
Dalom hal tervgch kekeliruon il dokumen inf akon dslaludnn perbailan sedagaimana mesnnym

Dokumen i tefok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbithan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“wn

=~
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PRODUK PRINT QUT
LAMPIRAN
NIB dan KPPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor Induk Berusaha S
Nama Kepala Perwakilan :
Negara Asal Kepala Perwakilan :
Alamat Kantor Perwakilan :
Nama Perusahaan di Luar NeEgeTi: ..oiiiciiiiiiciiiiioiiiiomiomisosaisasacisasacions
Yang Menunjuk (Prinsipal)

Alamat Prinsipal ). aedisssssdblistennassasasndiscensdbiesnasivadbiisanaseas
Bidang Kegiatan T P Ty NP RISy SER D TY U (0 (o ST ey

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia S aNSNaNSanNHas s R AT orang
b. Warga Negara Asing S Shorskbdavs asakedabuy orang

KPPA wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
oleh K/L/Pemda terkait,

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dapat dilihat
melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1 Dokumen sy diterdithun siztew OSS berdasorken deto dan pihok Kepole Xantor Peruekien Perusoheon ' [::::m_
Asing, teratmpon dalem sistem OSS, yong menad) tonggung muad Kepaln Kontor Perunislon ‘a Hiobtsunth

Delam hai ternadh kekelruan tsi dokuowen v akan dilohuden perbaikan sedagaimana mesnmyo /

Dokumen v fejoh ditendotangont secamm elektronmk m enggunaiar sernfikat eletronik yang Mterbirkan

ofeh BSYE-BSSN.

4. Data lengkap dupat diperoleh melalul sistem OS5 menggunakan hok akses.

we
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3. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KP3A (SIUP3A)
Non PMSE
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..........oooiiiiiiiin. .. (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB

kepada:

Nama Perusahaan di-LuarNegerd i S S e G RN TG S R ST
Yang Menunjuk (Prinsipal)

Alamat Prinsipal b Sinith Bt shi et 85 kes 8 At Shnps 90348 ked s bk § 33
Nama Kepala Kantor Perwakilan di @ i iiiiiiiiciinii i aiaminaaann

Indoncsia
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia @ ... Kode Poa't Joiiliiana
Nomor Telepon 3 “aasnirrsrRALdFEIARS EMAI 2 . oiinavonsissnssussainmss

Bidang Kegiatan . s lad B Sarbd 8 ket & bk S s SR PRt S8 A

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendafttaran Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (KP3A) non Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (non PMSE)
guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini scbagai identitas KP3A non PMSE dan berlaku sclama menjalankan
kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan KP3A non PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran KP3A non PMSE ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ...iciins (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal - dd/mm/yyyy

1 Dokumen sy diterditiun stxtew OSS derdosorkan deto dan pihok Kepole Xantor Peruekion Perusoheon ' e
Asing, teraimpon dalom 3istem OSS, yang memad) tonggung wuad Kepals Kaontor Peruaislen “ Flabtrunth
Delam hai ternadh kekelruan tsi dokuowen v akan dilohuden perbaikan sedagaimana mesnmyo /

Dokumen v fejoh ditendotangont secamm elektronmk m enggunaiar sernfikat eletronik yang Mterbirkan

oleh BSYE-BSSN.

4. Data lenghap dupat diperolch melaku sistem OS5 menggunakan hak akses.

we
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN

NIB dan KP3A (SIUP3A)
Non PMSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

(SIUP3A)
NOMOR : e
Nomor Induk Berusaha T wsetisvibnisieveisiruisteseviiuvebasieviswe e buebi ey
Nama Kepala Perwakilan T il it st ol s dd s s baa da s da wa'sa weds
Negara Asal Kepala Perwakilan I aaiabiiaieacsniintinares saiidtihussoshidbihpirsvaiiessrs
Alamat Kantor Perwakilan D sepssrsssaveppsaase Kode POB'T ..covvsrvonsarsses
Nama Perusahaan di Luar Negeri TR DI P AR A S S 762 S PO L OO DI

Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal 3
Kegiatan Usaha 4
Tenaga Kerja

a. Warga Ncgara Asing 4
b. Warga Negara Indonesia 4

KP3A Non PMSE wajib memebuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ....iiciinns (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

1 Dokumen sy diterdithun siztew OSS berdasorken deto dan pihok Kepole Xantor Peruekien Perusoheon ' [::::m_
Asing, teratmpon dalem sistem OSS, yong menad) tonggung muad Kepaln Kontor Perunislon ‘a Hiobtsunth

Delam hai ternadh kekelruan tsi dokuowen v akan dilohuden perbaikan sedagaimana mesnmyo /

Dokumen v fejoh ditendotangont secamm elektronmk m enggunaiar sernfikat eletronik yang Mterbirkan

ofeh BSYE-BSSN.

4. Data lengkap dupat diperoleh melalul sistem OS5 menggunakan hok akses.

we
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4. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) DI BIDANG PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)

PRODUK PRINT OUT

I
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : .........oooooviinns (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarsan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB
kepada:

Nama Penyclenggara Perdagangan T L Pk bk FANDS S hpd s 85wt 8 bwwh & 3 Ay 8 sud ek S ANt &g
melalui Sistem Elektronik di Luar
Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal

Nama Kepala Kantor Perwakilan di
Indonesia

Alamat Kantor Perwakilan di
Indonesia

Nomor Telepon > P S PR FENTIIELZ, 0 iwits wast s iivms bidd 9t A59buras
KBLI : 63122

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (KP3A)] Perdagangan Melalui Sistem Elcktronik (PMSE) guna
melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini scbagai identitas KP3A PMSE dan berlaku sclama menjalankan
kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan KP3A PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran KP3A PMSE ini scsuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ..., TANERAL 2 ot innorzsaass (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clek|  prODUK PRINT OUT
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy ) SIUP3A PMSE
KP3A PMSE

1 Dokumen sy diterditiun stxtew OSS derdosorkan deto dan pihok Kepole Xantor Peruekion Perusoheon ' e
Asing, teraimpon dalom 3istem OSS, yang memad) tonggung wuad Kepals Kaontor Peruaislen “ Flabtrunth
Delam hai ternadh kekelruan tsi dokuowen v akan dilohuden perbaikan sedagaimana mesnmyo /

Dokumen v fejoh ditendotangont secamm elektronmk m enggunaiar sernfikat eletronik yang Mterbirkan

oleh BSYE-BSSN.

4. Data lenghap dupat diperolch melaku sistem OS5 menggunakan hak akses.

we
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A BIDANG PMSE)

NOMOR :....cceenene

Nomor Induk Berusaha : S PVOTRE T T S T AP Ay PIR P U SO T Ty ORIy SN

Nama Kepala Perwakilan b assubseneanaarn dh s s kS A LSRN ORID dh SN TR R B AL SR 0S

Negara Asal Kepala Perwakilan A SRS T AT R S Y YT B KAt M

Alamat Kantor Perwakilan PN ....Kode Pos 1 ...

Nama Penyclenggara Perdagangan 1 .ooeociciiiiiiiiiiiiiomiimomicesssiirsnsassssssssnns

melalui Sistem Elektronik di Luar

Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)

Alamat Prinsipal - R RGOS Y S VP TRy (0 SV CH Y FFY PEEI

Kegiatan Usaha : 63122 (Portal Web dan fAtau Platform
Digital Dengan Tujuan Komersial):
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE)

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Asing 3 aldisvesssiEasiia orang
b. Warga Negara Indonesia b assussemeansasaat o orang

KP3A bidang PMSE wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban scsuai NSPK
K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
oleh K/L terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ..., Tanggal @ .c.ooivinnianas (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

E%ZEI
=
(NAMA)

Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

5. FORMAT NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN JASA
KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
NIB DAN LAMPIRAN
BUJKA

1 Dokumen »u diterdithun seatem OSS berdasorkan deto dan phok Kepole Xantor Peruelkaian Perusohaon ' l:f:‘m_
Asing, teratmpon dalem sistem OSS, yong menad) tonggung muad Kepaln Kontor Perunislon ‘d Hobtrunth
2 Delam hai tenadt kekelruar tsi dokuomen i akan dilokuden perbaikan sedagammana mestnyo
3 Dokumen v fejoh ditandotongont secarm elektromk menggunakarn sernfikat eletronsk yang SterBirkan
ofeh BSYE-BSSN.
4. Data lengkap dupat diperoleh melalul sistem OS5 menggunakan hok akses.

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : ................... (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB
kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri e S e S R S N S el N
Yang Menunjuk (Prinsipal)

Alamat Prinsipal B P L ARe N 4Dt RS R LS8 A I RN S BN
Nama Penanggung Jawab Badan SR P A R UL IO S BRI AR g POe

Usaha (PJBU)

Alamat Kantor Perwakilan di 8 SIEATRLNNGL Kode Pos : .
Indonesia

Nomor Telepon S: Liasancsrprsavesassay IR S o0 0 nsssrssasnsneasansasnanse

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha
Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini scbagai identitas BUJKA dan berlaku sclama menjalankan kegiatannya di
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan BUJKA dan/atau pcrubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan cvaluasi dan/atau perubahan
atas pendaftaran BUJKA ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ............... Tanggal @ .c.ooivinnianas (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1 Dokumen wu diterditiun stxtew OSS derdosorkan deto duan pihok Kepole Xantor Peruekion Perusoheon [ e
Asing, teraimpon dalom 3istem OSS, yang memad) tonggung wuad Kepals Kaontor Peruaislen “ | Babtrunth

Delam hai ternadh kekelruan tsi dokuowen v akan dilohuden perbaikan sedagaimana mesnmyo /

Dokumen v fejoh ditendotangaont secarm elektronik m enggunakan sertfilat eletronik yang direrbitkan

oleh BSYE-BSSN.

4. Data lenghap dupat diperolch melaku sistem OS5 menggunakan hak akses.

we
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PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(BELUM
TERVERIFIKASI)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT STANDAR: ....................... . (17 digit)

KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha L ahient sod ks s bk 08t abbd oy 459 kuk s Lotk Shet & bk
Nama Penanggung Jawab Badan o R+ KR E ML I 5 R 7 KR ORI PRI e
Usaha (PJBU)

Negara Asal PJBU | ds e ek A L T T
Alamat Kantor Perwakilan 3 wdbsaRMviadessiARs Kode: Pos: coiniaviis
Nama Perusahaan di Luar Negeri RIS LR8P PSS S8 A A AIASS S SALLS
Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal

Jenis Usaha

KBLI

Kode Subklasifikasi
Tenaga Kerja

a. Warga Negara Indonesia
b. Warga Negara Asing

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa
konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia sctelah menyelesaikan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersecbut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya scsuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal © ...

cieeee (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyy

| Ratal
; Sertifinan
|

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan '
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan ‘
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i tefok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbithan

oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh melzba sistem 0SS menggunokon hak akses

Tlabtronis

“wn

=~
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PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA

TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERWAKILAN

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:

(PJBU)

Negara Asal PJBU

Alamat Kantor Perwakilan
Nama Perusahaan di Luar Negeri
Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal

Jenis Usaha

KBLI

Kode Subklasifikasi
Tenaga Kerja

a. Warga Negara Indonesia
b. Warga Negara Asing

oo (17 digit)

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ini
telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi berlaku sclama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang sclama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ...o..oooviann TangRal ' ...coisduasadn (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA]

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan

Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan

“wn

oleh BSE-BSSN.

=~

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng
Dokumen i telok ditandatangoni secatm elektrontk menggumalan sertifikat eletromk yung diterhitkan

Ditandatangani sccara elektronik

' | matat
| Sertifinan
0

| Fiabtronis
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PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

SERTIFIKAT STANDAR: .........coocouianns . (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha 4
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
(PJBU)

Negara Asal PJBU S i AN R AR VAN AR ASAN AN ol AR R o
Alamat Kantor Perwakilan T asdsestbmisidiovaad Koo PR I Losicisscoiessivins
Nama Perusahaan di Luar Negeri QR ORI CEIC E UM S S G N ARSI
Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal TR e T R S s SRS

Jenis Usaha : Terlampir

KBLI : Terlampir

Kode Subklasifikasi : Terlampir

Tenaga Kerja

a. Warga Negara Indonesia A PACRRO orang
b. Warga Negara Asing ) QPRSPPI p SO orang

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
(BUJKA) ini telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi berlaku selama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama pelaku usaha menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ............... Tanggal : ....coovvnnens (terisi bila melakukan
perubahan)

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

E. .m
o

(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm /yyyy

1. Dokumen sy diterbithan mstew OSS berdasarkan date dan phok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan ' | ::‘;‘m“‘
Aszng, tersmpan dolam sistem OSS, yang mermudi fanggung muak Xepals Kantor Peruakhilan N | Fiestronis

Dalem hal tevgmch kekeliruon il dokumen tnf adon dilaladnn perbatlan sedogaimana mestng

Dokumen i telok ditandatangoni secatm elektrontk menggumalan sertifikat eletromk yung diterhitkan

oleh BSrE-BSSN.

4. Dats lengkap dopat diperoleh mekabn sistem OSS merggunokon hak akses

W
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6. FORMAT NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN JASA

PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (JPTLA)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KPJPTLA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : .....c.cceevnnneeenn. (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negerl @ iiiiiiiieiiiiiiiiiiiiioiiiasiisansnasnsass
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal G RO 80 AP S AR E LA L8888 P R RS SEAY
Nama Penanggung Jawab Badan @ .t ninanias
usaha (PJBU) di Indonesia

Alamat Kantor Perwakilan di @ ... Kode Pos & ....cccivivicnnn
Indonesia
Nomor Telepon > JER A PP SO 3 A Emdl s iilneiaiicailiiaiGe

1.

2.

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Jasa Penunjang
Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

NIB ini scbagai identitas KPJPTLA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya
di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan KPJPTLA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran KPJPTLA ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ... iiciinis (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

L

=~

Dokumen mu diterbithan mstew OSS berdasarkan date dan phok Kepals Kantor Peruokilan Perusahaan ' [

Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ | Fiestronis
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i tefok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbithan

oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh melzba sistem 0SS menggunokon hak akses

www.peraturan.go.id



2021, No. 272

-157-

$2530 Yoy RoyrunbSfusm 550 WASIS gnyam yafcuadip jedop duybus syjog ¢

NSSH-FEF Y30

nEyRGeaEe Suoll yruega) s jegyssse oy mn@Bug w YN0gy 2 MEDae O IDUID Y] 2 1A U2 My AT

AAMUE A Bu o N nlog e YOG AT LY B MEYO BN LD WY SR (9 Wiiruig ayay Palia) 1y wiyeg

oLy ‘r UMY OYUAT Jouny oday qune Sunffus; wpaiusu bunk ‘So0 wasis wop undwsi); ‘Hasy
e — \ DBy RS A] YN ITLAY JopuDy oday youid LIp Wop UENES NN A S50 WINS URYRLD la udunyeg 1

"y

oam

INGasIal gIN uawirnjop ep ueyyesidial yepn ueideq ueyednisw fur usrsidure

2po) ¥0 sesye meRw Eyp edep ueqifemay nee /uep uejemedsiad usynuawad Jege(Qg

"1/3 M4SN mnsas ueqiiemsy nee /uep umeaeisiad ynuawa qifem syesn nywad

Jepums ueynuawad wpuew ureiedulad ueynledusw jedep eyesn nyeRd

T uendwe] weEp wnuesa) Juel FIEN [NPNL UEP 2po) YMiun njeHaq sAuBy Ngas1al giN BAayeq usmunay ueduag

Em. (a) (g) (€] (z) (1)
seyiuday sfuap au
ORISR 1SENISEH doxyfuyy Fueny ISR{Isey qng L 179M °poy | eyesq syuap ‘o
RYesSnIog URulZIIag mpnge

;< Tedisuid Jojuey vweu > urpReatad Joiuey Ynuun eyesn Fuepiq Jeyep 1BNWa i (Ul Inyueq ueardure]

[BIT:110 150 § IRt S VHVYSNAHEE MNANT HOWON
VHVSN ONVAIF SINAC NVAIdNYT
OMISIY SISVENEH VHVSNYAE NVNIZIIAd
VISENOANI M1T9nd3d HVINNENAd

www.peraturan.go.id



2021, No. 272 158

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPIPTLA
(BELUM
TERVERIFIKASI)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT STANDAR: .....cceorueervnensnnnnns (17 digit)

KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

Nomor Induk Berusaha

Nama PJBU

Negara Asal PJBU

Alamat Kantor Perwakilan

Nama Perusahaan

Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal S eRda AR ISR AL NSO AR SR KN KA SR R AL NSRS

KBLI : 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
Konsultasi Teknis Ybdi)

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia P IO I orang
b. Warga Negara Asing 2 ALy orang

Scrtifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa
penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan
persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
scsuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal © ........ccccivviiiiiiinianann.
Perubahan ke- ... Tanggal © ............ ({terisi bila melakukan perubahan)

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen vu diterditkun siatem OSE berdosarkan date dun phnk Kepols Kantor Perunkilon Perusahaan ' | ::‘.tm
Axing, teratm pan dalawm sistem OSS, yeng memnd) tanggung muad Kepals Xantor Peruaiiien - | - pbesmy
2. Dolam hai termd kekeBruan tm dokuon en s akan dilolukan perdatan sebogammana mestmye
3 Dolwmenmu feigh dirandatongant secam eleXrronik menggunskan semfiat eletromk yang diterbirkan
oleh BSYE-BSSN.
4. Datn lenghup dapat diperoleh melahui sistem OS5 menggunakan hak akses.
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PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT STANDAR: ......ccccovnnenenne. (17 digit)

KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

Nomor Induk Berusaha

Nama PJBU :

Negara Asal PJBU :

Alamat Kantor Perwakilan s

Nama Perusahaan di Luar Negeri

Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal S N RRE I AR S A LS SRR CA Y bR S IASEI DS SRS

KBLI : 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
Konsultasi Teknis Ybdi)

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia SRR PR FTB OIS I IS orang
b. Warga Negara Asing S aNSNAN AR Na A KRR AN orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa
penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan
persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ..........o.... Tanggal @ ..o (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

-

Azing, tersmmpan dolam sistem OS5, yang merudi fanggung muak Xepalo Kantor Peruakilan | Ftronts
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i telok ditandatangoni secatm elektrontk menggumalan sertifikat eletromk yung diterhitkan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

Dokumen m diterbithan mstew OSS berdssarkan date dan pihok Kepalo Kantor Perwokilon Perusahacn 'd | Skt
\

“wn

=~
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PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA

TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: ..................... (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

Nomor Induk Berusaha AR RS B RS R YA

Nama PJBU 3

Negara Asal PIBU ¢ Indoncsia

Alamat Kantor Perwakilan SR P A TG TP R Pt Kode Pos @ .........

Nama Perusahaan A Tar Negerlt: -junininnsn i

Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal B ecsiaiiiesiicsisisinisie

KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
Konsultasi Teknis Ybdi)

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia
b. Warga Negara Asing

Scrtifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa
penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan
persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
scsuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usashanya sesuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ..., TaNERAL 2 ot inserzsiass (terisi bila melakukan perubahan)

an MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara elcktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

| Ratal
; Sertifinan
|

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan '
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan ‘
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i tefok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbithan

oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh melzba sistem 0SS menggunokon hak akses

Tlabtronis

“wn

=~
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PRODUK PRINT OUT
IZIN KPJPTLA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN: .o, (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

Nomor Induk Berusaha

Nama PJBU

Negara Asal PJBU

Alamat Kantor Perwakilan
Nama Perusahaan

di Luar Negeri Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal S adas SRl b AN ada s andah hennda s La vl Kika R a s essl benndasios
Bidang Kegiatan : 43211 (Instalasi listrik)

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia R PR STB OIS DR PO I IR A orang
b. Warga Negara Asing S ANAN AR o AN RAR v AN AL orang

Lampiran [zin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen lzin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tangealkt .l {terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

| Gata
Sertafihan

1. Dohumen i diferditkun sistew OSS derdosarkan date den phak Kepols Kantor Perunkilan Perusahaan Q
. tledtroms

Axing, terammpan delowm sistem OSS, yung memad) tonggung muad Kepels Xantor Peruaiilen

2. Dolam hai termd kekeBruan tm dokuon en s akan dilolukan perdatan sebogammana mestmye

3 Dolwmenmu feigh dirandatongant secam eleXrronik menggunskan semfiat eletromk yang diterbirkan
oleh BSYE-BSSN.

4. Datn lenghup dapat diperoleh melahui sistem OS5 menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
IZIN KPJPTLA
FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN: .oooiiininininieiennnnas (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

Nomor Induk Berusaha :
Nama PJBU -
Negara Asal PIBU

Alamat Kantor Perwakilan :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:
Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal

Bidang Kegiatan

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia S aneNdaTaRAesapRaRnLAYY orang
b. Warga Negara Asing S | Skoiskbdavh doskwastvosid orang

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin terscbut di atas wajib menjalankan Kegiatan
usahanya sesuai dengan persyaratan danj/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ......ooooan TROREAL . eseisosscsenss (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
010
=

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

| Ratal
; Sertifinan
|

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan '
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan ‘
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i tefok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbithan

oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh melzba sistem 0SS menggunokon hak akses

Tlabtronis

“wn

=~
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7. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) SEKTOR
MIGAS

PRODUK PRINT OUT
NIB dan BUT

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA : .......ccc0vveenenne (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri @ i iiciiiic i snaa b namasa s s
Yang Menunjuk (Prinsipal)

Alamat Prinsipal eSS Na BN PR R ANR S AR TS AN SIRR TS U BARB AL LIS A
Nama BUT 851 Ak BAVE ks s brdn 8 Sibpas 4 AT98 Svnd b eyt B3I bm s bk ke
Nama Kepala Kantor Perwakilan i iiiiciiiii it cncssiannin
di Indonesia

Alamat Kantor Perwakilan di o MU ST AR AR b SN R Kode Pos 1 ...ccooocvnn
Indonesia
Nomor Telepon S appisssEsuassr T RANR LS BEmAil § . sainmssanaisonssy

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Bentuk Usaha Tetap (BUT) guna
melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini sebagai identitas BUT dan berlaku sclama menjalankan kegiatannya di
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan BUT dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran BUT ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ... i, (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
O] 0]
(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Ealal
Serufitsn

1. Dokumer b diferdithan siztem OSS derdasorkan data den pihak Kepode Kantor Peruakilon Perusahoan %
N Flebtramis

Asmng, terstmpan dolom sistem OSS, yang menadh langgung ruad Kepals Kantor Peruakilan

Dalam hal tenodi kekeliruan tm dohonen mt alan dlakukan perbaitan sedagaimona mestmys
Dolumen o reloh ditandutangant secaru ¢lekrronk m enggumalan sermfkar elerromh yang dite riurkan
oleh BSYE-BSSN

4 UData lengkap dapat diperoieh melaba sistem G55 menggunakan hak akses.

wa

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
NiB

Ralr

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ....ociiiiiiiinia (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang wusaha untuk kantor perwakilan

Tanggal Mulai Berlaku T R L ALY W I TOer
Tanggal Selesai S abiuvs 85t et 8 btk P Avi Shd v

Judul Klasifikasi Perizinan Berusaha
KBLI Risiko Jenis Legalitas
(1) (2) (3) 14) {5) 16)

1 NIB [Untuk persiapan
jisaha

Untuk
pperasional
Untuk
komersial

No. | Kode KBLI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
vang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Asing, tersimpan dalom sistem OSS, yang menpd anggung auad Kepals Kantor Peruakilen o/
Dolam haltenodi kekeliruan i dolaonen mt gian dilakukan perbaitan sedagaimong mestmyg

Dokumen &y refoh ditandumngant secar eleXrromk menggumalan sermfhar elerromk yang dite rhirkan

oleh BSE-BSSN

4 UDats lengkap dapat diperoich melabu sisiem G55 menggunakan hak akses.

1. Dokumer o diferietian smxfem OS5 berdosorkan date den pihak Kepole Kantor Peruaiilon Perusahoan 'd Kalal
N\

W

www.peraturan.go.id
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8. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM
ELEKTRONIK (TDPSE) ASING

PRODUK PRINT OUT
NIB dan TDPSE ASING

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : ................. (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Penyeclenggara Sistem 2 SRRSO O A A SRR (YR VAT YA

Elcktronik

2. Alamat Penyelenggara Sistem R T T L T T O R SR TXMIPPE PO
Elektronik

3. Email Penyelenggara Sistem T Snasdhet Mhrwn el $A4 0 bbbd evl 8 BAbe S buah 93
Elcktronik

4. Ncegara Asal > SR RN S AR O L AR A

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyclenggara Sistem Elektronik (PSE)
Lingkup Privat Asing di Indonesia.

NIB ini scbagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku sclama menjalankan
kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal - ... i, (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
ElipE

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

Ealal
Serufitsn

1. Dokumer b diferdithan siztem OSS derdasorkan data den pihak Kepode Kantor Peruakilon Perusahoan Q
N Flebtramis

Asmng, terstmpan dolom sistem OSS, yang menadh langgung ruad Kepals Kantor Peruakilan

Dalam haltenpdi keketiruan tm dohosen mt ghan dilakukan perbaikan sedagaimona mestmys
Dolumen o reloh ditandutangant secaru ¢lekrronk m enggumalan sermfkar elerromh yang dite riurkan
oleh BSYE-BSSN

4 UData lengkap dapat diperoieh melaba sistem G55 menggunakan hak akses.

wa

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
NIB dan PBUMKU
TDPSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP
PRIVAT ASING

PBUMEKU: .....cccevvennnrennneennne. (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan
Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing
kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Nama Penyclenggara Sistem
Elektronik

Alamat Penyelenggara Sistem | .o
Elektronik

Nama Sistem Elcktronik
Scktor Sistem Elektronik
Fungsi Sistem Elektronik
URL

W

NG

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data
teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha
terscbut di atas wajib menjalankan Kkegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Diterbitkan tanggal @ ..o
Perubahan ke- ..., Tanggal @ ...coccaanen (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

Asing, tersimpan dofom sistem OSS, yang menpd anggung auad Kepals Kantor Peruakilen | e
2 Dolam hal tenpd keXeliruan i dokiosten mt ghan dilalukan perbaian sedagainona mestmyn
3 Dolumen oy refoh ditandutangant secaru ¢lekrromk m enggunalan sermfhar elerronh yang dite riurkan

oleh BSE-BSSN
4 Data lengkap dopat diperoiech melabn sistem G55 menggunakan hak akses.

1. Dokumer p diferdsthan mxfem OSS berdasarkan date den pihak Kepode Kantor Peruaiilon Ferusahoan 9 [ Sabad
N

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN PBUMKU
TDPSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP
PRIVAT ASING

LAMPIRAN PBUMKU: ................. (21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis Tanda Daftar Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing untuk:

Data Toimis Tanda Daltar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE] Lingkup |

Privat Asing

1. Dokumenr p diferdithan satem CSS berdosorkan date dant pihak Kepode Kantor Peruakion Perusahoan ' ,“":‘h_
Asing, tersimpan dofom sistem OSS, yang menpd anggung auad Kepals Kantor Peruakilen \‘ Shottrenth

Dolam haltenodi kekeliruan i dolaonen mt gian dilakukan perbaitan sedagaimong mestmyg

Dolumen o reloh ditandutangant secaru ¢lekrronk m enggumalan sermfkar elerromh yang dite riurkan

oleh BSE-BSSN

4 UDats lengkap dapat diperoich melabu sisiem G55 menggunakan hak akses.

wa

www.peraturan.go.id
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FORMAT NIB DAN LAMPIRAN SURAT TANDA DAFTAR PEMBERI
WARALABA (STPW) DARI LUAR NEGERI

PRODUK PRINT OUT
NIB dan STPW LN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ......cccvvveennnennnnee.ne (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

. Nama Pelaku Usaha S Babpi bt At hes b s
. Alamat Pelaku Usaha £33
. Negara Asal $ sseinandimiasrnnpaneusas
. Nomor Telepon Diddadisdensditiihuaiasiia
Email SUARGS KA LR R ARSI
. Nama Penanggung Jawab  ....oiiiiiiiiiniiiiinn.

ous W~

NIB ini diterbitkan dalam rangka Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri guna melaksanakan kegiatannya di
Indonesia. NIB ini juga scbagai identitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dan berlaku
sclama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari
Luar Negeri dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar
Negeri ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka
akan dilakukan perbaikan scbagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- .............. Tanggal : ............ (terisi bila melakukan perubahan)
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
Of% {0}
[NAMA)
Ditandatangani sccara (=% 22
. PRODUK PRINT OUT
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy PBUMKU
STPW LUAR NEGERI

1. Dokumer by diferdithan sixfem OS5 berdaSorkan wume v puwa epols Kantor Peruakilon Perusahoan g
N\

Ealal
Sertsfikan
Flebrramis

Asmng, terstmpan dolom sistem OSS, yang menadh langgung ruad Kepals Kantor Peruakilan

Dalam haltenpdi keketiruan tm dohosen mt ghan dilakukan perbaikan sedagaimona mestmys
Dokumen &y refoh ditandumngant secar eleXrromk menggumalan sermfhar elerromk yang dite rhirkan
oleh BSE-BSSN

4 UData lengkap dapat diperoieh melaba sistem G55 menggunakan hak akses.

wa

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI

e D (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri
kepada pelaku usaha berikut ini:

—
.

Nama Pelaku Usaha Y essacorsssesssassaseasasnssseassssessssas
. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2 iNid ba Nl b SAL S b euad faaWad b e
. Alamat Kantor >
Nama Penanggungjawab
. Alamat Penanggungjawab
. Kegiatan Usaha
. Merck Usaha

NoOwE W N

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat datas
tcknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha
terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal © ..........coiiiiiinann
Perubahan ke- ... Tanggal © .......o.... ({terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Eg’ 40
=

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Asing, tersimpan dalom sistem 0SS, yang mennd: anggung rucd Kepals Kantor Peruakilen e
2 Dolam hal tenpd keXeliruan i dokiosten mt ghan dilalukan perbaian sedagainona mestmyn
3 Dolumen oy refoh ditandutangant secaru ¢lekrromk m enggunalan sermfhar elerronh yang dite riurkan

oleh BSE-BSSN
4 UData lengkap dapat diperoieh melaba sistem G55 menggunakan hak akses.

1. Dokumer b diferdithan siztem OSS derdasorkan data den pihak Kepode Kantor Peruakilon Perusahoan 'd | Sotel
N

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU
STPW LUAR NEGERI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI

LAMPIRAN PBUMKU: .....ccccceennnennnnennneeenna (21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi
Waralaba Berasal Dari Luar Negeri untuk:

Data Tcknis Surat Tanda Pendaltaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal Dari
Luar Negeri

Asing, tersimpan dalom sistem 0SS, yang mennd: anggung rucd Kepals Kantor Peruakilen sl
Dolam haltenodi kekeliruan i dolaonen mt gian dilakukan perbaitan sedagaimong mestmyg

Dokumen &y refoh ditandumngant secar eleXrromk menggumalan sermfhar elerromk yang dite rhirkan

oleh BSE-BSSN

4 UDats lengkap dapat diperoich melabu sisiem G55 menggunakan hak akses.

1. Dokumenr p diferdithan satem CSS berdosorkan date dant pihak Kepode Kantor Peruakion Perusahoan " Salal
N\

wa

www.peraturan.go.id
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10. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PEDAGANG BERJANGKA ASING

A
g

PEMERINTAH

NOMOR INDUK BERUSAHA : ........cccooiiin.. (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan
NIB kepada:

1. Nama Pelaku Ussha
2. Alamat Kantor
3. No Telepon
4. Email ?
5. Kode Klasifikasi Baku : 66151
Lapangan Bidang Usaha
Indonesia (KBLI)

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Pedagang Berjangka Asing guna
melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini scbagai identitas Pedagang Berjangka Asing dan berlaku sclama
menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Data yvang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan Pedagang Berjangka Asing danj/atau perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas
pendaftaran Pedagang Berjangka Asing ini sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © (iivieniin (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

g
=

(NAMA)
Ditandatangani sccara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Balal
Asmng, terstmpan dolom sistem OSS, yang menadh langgung ruad Kepals Kantor Peruakilan .’.‘.’ﬁ:‘::.‘.‘
2 Dolam halfenpd kekeliruan tm dokonen mt ghan dlakukan perbaitan sedagainona mestmys
3 Dcl:mm oy refoh ditandutangant secaru ¢leXrromk m enggumalan sermfhar elerronk yang dite riurkan

oleh BSYE-BSSN

4 UData lengkap dapat diperoieh melaba sistem G55 menggunakan hak akses.

1. Dokumer b diferdithan siztem OSS derdasorkan data den pihak Kepode Kantor Peruakilon Perusahoan %
N\

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
SEBAGAI PEDAGANG BERJANGKA ASING
NOMOR: ...covvvvenrennns

Nomor Induk Berusaha N AL T e e el AR e e da s s vsa o3
Nama Pelaku Usaha I TB AN CAR ALY e e e R LA AN AR RA S
Alamat Kantor S - A PR L0504 480 PEAN SRRSO

Pedagang Berjangka Asing wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai
NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
oleh K/L terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ..., TaNERAL 2 ot inserzsiass (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

E%E

=
(NAMA)

Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumenr p diferdithan satem CSS berdosorkan date dant pihak Kepode Kantor Peruakion Perusahoan | ::‘Mw
Asing, terstmpan dolom sistem OSS, yang menndh langgung ruad Kepals Kantor Peruakilan \ | Febrramis
2 Dolam hal tenpd keXeliruan i dokiosten mt ghan dilalukan perbaian sedagainona mestmyn
3 Dolumen oy refoh ditandumngant secaru ¢lekrronk menggunalan sermfhar elerronk yang dite rhurkan
oleh BSE-BSSN
4 Data lengkap dopat diperoiech melabn sistem G55 menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT NIB RISIKO RENDAH

PRODUK PRINT OUT
NIB
RISIKO RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : .....cooovveniineinecnnnee. (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pclaku Usaha
2. Alamat Kantor
No Telepon
Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)
NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan  bukti
pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
(WLKP). Pelaku usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan
berusaha scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal - ....ooceiiinnneannan {terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO RENDAH

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan, pals Kantor Perunkilan Perusahaan mﬂ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memud fanggung mualk Kepale Kontor Peruchilan ~ Tiebtronid
Dalem hal tervgch kekeliruon il dokumen tnf adan dilaladnn perbailan sedogaimana me

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

“ww

=~

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : .. ..o 13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama peclaku usaha>

2021, No. 272

Perizinan Berusaha

Kode : Klasifikasi
No. KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko Deaite Legalitas
(1) 2) (3 4 (5) 6) 7
1 Rendah NIB Untuk
persiapan,
operasional
dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan

olch K/L/Pemda terkait.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

W

Aszing, terspmpan dolam sistem OS5, yang merundi fanggung pualk Xepals Kantor Peruahilan
Dalem hai terzch Kekeliruon isd dokumen tnf adan dilaludnn perbailan sedagammang me s
Dokumen i teloh ditandatangont secars elektrontk menggrmaian sertifikat eletromk yung diterbitkan

Dokumern i diterbithan mstew CSS berdasarkan date durt pihok Kepals Kantor Perunkilon Perusahaan " [ ®atat
\

oleh BSrE-BSSN.

Data lengkep dopat diperoleh meiaba sistem OSSmenggunokon hnk akses

Sertafibas
Tlabtronis

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH RENDAH

PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..., (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor
No Telepon
Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku scebagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepescrtaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjasan di Perusahaan (WLKP). Pelaku
usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... TARERBL T ccoociieisivessssonss {terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

%’ 40|

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬂ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan ~ Tiebtronid
Dalom hal tevgch kekeliruon il dokumen tnf adan dilaladnn perbathan sedogaimana me

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

“ww

=~

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NiB
RISIKO MENENGAH RENDAH
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..o 13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama
Perscorangan >:

No.| pod¢ | Judul KBLI | Lokasi Usaha | "Iaeiikast — B"‘[‘;’;:’::as
(1) (2} (3) (4) (5} (6} (7)
1 Menengah NIB Untuk persiapan
Rendah usaha
Sertifikat Untuk operasional
Standar dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
olch K/L/Pemda terkait.
Daftar pemenuhan persyaratan danj/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen i citerbithan sistem OSS berdusarkan datn dari pihak Kepals Kantor Perunkilon Perusuhaan ' | Sokal
Aging, tersimpan dalom sistem OS5, yang mennd: tanggung muab Kepels Xontor Feruakilan -

Dalem Al tenmch kekeliruun tot dokionén i ekan chilabadan perbathan seboguimana mes

Dokumen ou teinh ditencdatangar secarm elektromk menggumaian sertifilat ¢letromk yung dderbithan

oleh BSrE-BSSN.

4. Dafa lengkap dapat diperoleh meiaha sistem OS5 menggunakan hak akses

“n

Servifian
| Flebirnmis

www.peraturan.go.id
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C. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH TINGGI

PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA @ ..o (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha S esseereasssnsenssttosscasesebisssnsensssssaasens
Alamat Kantor RS U DI RS EREIR Kode Pos: ............
No Telepon $
Email :

3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku D iR S GRS NIR R SA SRS S A AN RS RS A
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di scluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; dan pendaftaran
kepesertaan jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial kKetenagakerjaan; dan bukti
pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ............... Tanggal = ......coeeiaiaanns (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

E‘g’ﬁl

[=
(NAMA)

Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Ralal
Servifilas

1. Dokumen i diterdathan sistem OSS berdusarkan dotx dart phak Kepale Kantor Perunkilon Perusuhaan 9
N Flebirnmb

Aging, tersimpan dalom sistem OS5, yang mennd! tanggung muab Kepels Xontor Feruakilan

Dalam Al tenmch kekelruun tot dokionén i akan cilabadan perbathan seboguimana me
Dokumen ou telnh ditencntangar secarm elektronk menggunaian sertyfifat ¢ letromk yung riithan
oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap dapat diperoleh meialur sistem OS5 menggunakan hak akses.

“n

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ... (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/nama
perscorangan > :

Kode . Klasifikasi Perizinan Berusaha
No. KBLI Judul KBLI |Lokasi Usaha Risiko Jenis Legalitas
(1) 2) (3) {4) (5) (6) (7
1 Menengah NIB dan Untuk persiapan
Tinggi Sertifikat lusaha
Standar
belum
terverifikasi
NIB dan [Untuk operasional
Sertifikat
Standar [Untuk komersial
terverifikasi

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

1. Dokumen it diterdsthan sistem OSS berdasarkan dotx dari phak Kepale Kantor Perunkilon Perusuhaan ' |-
Asing, tersimpan dalom sistem OSS, yang menond: tanggung muab Xepals Xontor Feruakilan ‘d | Frehtranis

Dodam Aal tenmch kekeliruan tot dokion én i akan cilabulan perbothan seboguimana mestingm

Dokumen ou teinh ditencdatangar secarm elektromk menggumaian sertifilat ¢letromk yung dderbithan

oleh BSrE-BSSN.

4. Dafa lengkap dapat diperoleh meiaha sistem OS5 menggunakan hak akses

-

www.peraturan.go.id
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D. FORMAT NIB RISIKO TINGGI

PRODUK PRINT OUT
NIB SATU JENIS KBU
RISIKO TINGGI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..., (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor
No Telepon
Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akscs kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan; dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)., Pelaku
usaha dengan NIB tersecbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tangpal roiddaniui (terisi bila melakukan perubsahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

g’
=

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Ralal
Servifilas
Flebirnmb

1. Dokumen il diterbithan sistem OSS berdusarkan dote dart pihak Kepals Kantor Peruukilon Perusuhaan
Aging, tersimpan dalom sistem OS5, yang mennd! tanggung muab Kepels Xontor Feruakilan -

Dalam Al tenmch kekelruun tot dokionén i akan cilabadan perbathan seboguimana me

Dokumen ou telnh ditencntangar secarm elektronk menggunaian sertyfifat ¢ letromk yung riithan

oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap dapat diperoleh meialur sistem OS5 menggunakan hak akses.

“n

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..., (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/nama
PCrSCOrangan > :

Perizinan Berusaha
Kode . Klasifikasi
No. KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko
Jenis Legalitas
(1 (2) (3) (4 (5) (6) 7
1 Tinggi NIB Untuk persiapan
usaha
Izin Untuk operasional
dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

1. Dokumen it diterdsthan sistem OSS berdasarkan dotx dari phak Kepale Kantor Perunkilon Perusuhaan ' |-
Asing, tersimpan dalom sistem OSS, yang menond: tanggung muab Xepals Xontor Feruakilan ‘d | Frehtranis

Dodam Aal tenmch kekeliruan tot dokion én i akan cilabulan perbothan seboguimana mestingm

Dokumen ou teinh ditencdatangar secarm elektromk menggumaian sertifilat ¢letromk yung dderbithan

oleh BSrE-BSSN.

4. Dafa lengkap dapat diperoleh meiaha sistem OS5 menggunakan hak akses

-

www.peraturan.go.id
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E. FORMAT NIB RISIKO KOMBINASI RENDAH, MENENGAH RENDAH,
MENENGAH TINGGI, ATAU TINGGI

PRODUK PRINT OUT
NIB LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ...... canhanensaanotlg:digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

No Telepon
Email

3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)., Pelaku
usaha dengan NIB tersecbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ......cooceeeis (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
0% 10]

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan Salat
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan Tiebtronid
Dalem hal e hk:kr\nn i dokumen inf akon dilakudnn perbaiban sedagainang me.

Dokumen i tefok difc wgani secara elek k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“ww

=~

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB

LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..., (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama

perscorangan
No Kode Judul Lokasi Klasifikasi Perizinan Berusaha
| KBLI KBLI Usaha Risiko Jenis Legalitas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Tinggi NIB untuk persiapan usaha
Izin untuk operasional dan
komersial
Sertifikat | Sesuai NSPK
Standar*
- Menengah NIB untuk persiapan usaha
Tinggi Sertifikat Juntuk operasional
Standar |untuk komersial
3. Menengah NIB untuk persiapan usaha
Rendah Sertifikat Juntuk operasional dan
Standar |komersial
4. Rendah NIB untuk persiapan,
opcrasional dan
komersial

*) catatan: sesuai NSPK K/L

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.
Eg{l
=

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut

1 Dolumen »u diferdithun siatem OSS berdosorkan dato dan pthok Kepals Kentor Peruniion Perzsohsan ' | o NN
Aging, tersimpan dalom sistem OSS, yang menad) tongpung muab Kepalo Kontor Peruainlen ‘d Eabtrunth
Delam hai termdh kekelruan isi dokaowen i akan dilokukan perdaikan sedagainana mesnmyo

Dokumen v fejoh ditendatangant secamm eleXtromk m enggunelan sernfibat eletronik yang JSuerbirkon

oleh BSYE-BSSN.

3. Dota lenghap dupat diperoleh melahi sistem OS5 menggunakan hak akses.

we

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI DAN SIPH)
SEBELUM PEMBINAAN

F. FORMAT NIB PERIZINAN TUNGGAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ........coooovivininnnn. (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

No Telepon
Email

3. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku scbagai:

1. Persctujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan

2. Secrtifikasi jaminan produk halal (SJPH),

scsuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri dan pelaku usaha akan
memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pelaku usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ............ {terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
Of%- ]

(NAMA)
Ditandatangani secara clcktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬂ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan Tiebtronid
Dalem hal e hk:kr\nn i dokumen inf akon dilakudnn perbaiban sedagainang me.

Dokumen i tefok difc wgani secara elek k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

“ww

=~

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI DAN SIPH)
SEBELUM PEMBINAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA © ..., (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

No. | Kode | Judut | Lokasi | Kiasifikasi Ferizinan Berusaha | jonje Nomor SNI

2. | KBLI | KBL! | Usaha Risiko Jenis Legalitas Produksi | dan/atau SJPH

(1) (2} {3) (4) {3) (6) 7) (8) (9)

1 Rendah NIB Untuk o BNL: - ounsaitaciirs
persiapan, Bina UMK (kode
operasional, masuk jika
dan komersial sudah ada di
usaha sistem OSS)

o Sertifikasi

jaminan produk
halal difasilitasi
BPJPH

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode
KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar scsuai NSPK K/L.
Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

%

Asing, tersmpan dolom sistem OS5, yang memudi fanggung muak Xepals Kantor Peruakilan §-srwso
Dalem hal tevgmch kekeliruon il dokumen tnf adon dilaladnn perbatlan sedogaimana mestng

Dokumen i telok ditandatangoni secatm elektrontk menggumalan sertifikat eletromk yung diterhitkan

oleh BSrE-BSSN.

4 Dots iengkep dopat diperofeh melaba sistem OSS mengmunokon hak aksea

1 Dokumen mu diterbithan sistem OSS berdasarkan date dan pihok Kepals Kantor Perwakilan Perusahaan 'd [ ®atat
\

W

www.peraturan.go.id
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FORMAT PERNYATAAN
MANDIRI -K3L
RISIKO RENDAH

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha R s saressaanrssestess
Nomor Induk Berusaha (NIB) OO PO

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Kesclamatan, Keamanan, Keschatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan;

3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan  yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait
dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬁ.“‘
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ Tiebtronid
Dalam hai termch kekeliruon isd dokumen tnf adan dilaludnn perbailan sedagamann me

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“ww

=
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PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha B isesasnssasarpasensss
Nomor Induk Berusaha (NIB) SR el eeandbias

Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
A. Persyaratan; dan

B. Kewajiban

2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yvang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan scbenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

i

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬁ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ Tiebtronid
Dalom hal tervgch kekeliruon il dokumen inf akon dslaludnn perbailan sedagaimana mesnnym

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmadan sertifilat eletromk yung diterbitkan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“ww

=

www.peraturan.go.id
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m! PERNYATAAN MANDIRI - SNI

bina UMK

DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha RSP LTINS P Rer s
Nomor Induk Berusaha (NIB) - ...
Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:
Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul
SNI> untuk menggunakan tanda SNI' dengan ketentuan scbagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

:ﬁ%

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara eclektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan '
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i tefok ditandatangani secara elektrontk menggumalan sertifilat eletromk yang diterbithan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“wn

=~

www.peraturan.go.id



193. 2021, No. 272

PERNYATAAN MANDIRI
SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL

PERNYATAAN MANDIRI
Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha 2 b A Ka A p AR A aAa
Nomor Induk Berusaha (NIB) - ...

menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta
mengikuti pendampingan dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau
lembaga kecagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi scsuai
ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) vang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

'g
=

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Peclaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan scecara clektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬁ.“‘
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ Tiebtronid
Dalam hai termch kekeliruon isd dokumen tnf adan dilaludnn perbailan sedagamann me

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“ww

=
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-194-

PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI; SUDAH ADA KODE HALAL)
SEBELUM PEMBINAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA © ....c.cooveverenenns (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Peclaku Usaha
2. Alamat Kantor

No Telepon
Email

3. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indoncsia
(KBLI)

4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka

Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan

jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan

laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku scbagai:

1. Secrtifikat produk halal: dan

2. Persctujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan
ketentuan dalam Pernyataan Mandiri Pemenuhan SN1' dan pelaku usaha akan

memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah,
scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- (... Tanggal © ... (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬂ."
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan ~ Tiebtronid
Dalom hal tevgch kekeliruon il dokumen tnf adan dilaladnn perbathan sedogaimana me

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

“ww

=~

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses
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PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI; SUDAH ADA KODE HALAL)
SEBELUM PEMBINAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA © ... (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama
PCTSCOrangan >:

Kode Judul Lokasi Klasifikasi | Perizinan Berusaha Jenis Nomor SNI
KBLI KBLI Usaha Risiko Tenie Tcgatitas Produksi | dan/atau SJPH
(2) 3) %) {3 (6) 7 (8) (9)
Rendah NIB  |Untuk « SNI
persiapan, | 00000 | ceiiinen
operasional, Bina UMK
dan komersial
usaha
o Sertifikat
produk halal
nomor

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode
KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.
Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

Azing, tersmmpan dolam sistem OS5, yang memundi fanggung puak Kepals Kantor Peruakilan §-srwso
Dalem hai termch kekeliruon i dokumen tnf adon dilaludnn perbailan sedagaimuna mesnng

Dokumen i telok ditandatangoni secatm elektrontk menggumalan sertifikat eletromk yung diterhitkan

oleh BSrE-BSSN.

4 Dots iengkep dopat diperofeh melaba sistem OSS mengmunokon hak aksea

1 Dokumen mu diterbithan sistem OSS berdasarkan date dan pihok Kepals Kantor Perwakilan Perusahaan 'd [ ®atat
\

W
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PERNYATAAN MANDIRI - K3L
RISIKO RENDAH

PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha [NIB)

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Kesclamatan, Keamanan, Keschatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan;

3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan  yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait
dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokumen wu diterbithan mstew OSS berdasarkan dafe dan pihok Kepole Kantor Perwakilan Perusahaan mﬁ.“‘
Azing, tersmmpan dolam sistem OSS, yang memund fanggung muak Kepale Kontor Peruchilan \ Tiebtronid
Dalam hai termch kekeliruon isd dokumen tnf adan dilaludnn perbailan sedagamann me

Dokumen i teloh ditandatangani secara eled k menggnmakan sertifikat eletromk yang diterbitkan

oleh BSrE-BSSN.

Data lenghep dopat diperoleh mekabn sistem OSSmergmnokon hak akses

“ww

=

www.peraturan.go.id
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PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha B e sabs sabmiskbieoss 45
Nomor Induk Berusaha (NIB) R P E s

Mcenyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
A. Persyaratan; dan

B. Kewajiban

2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar terscbut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{Jabatan),

Elicy
=

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

1. Dohwmenim diteriitkan mstem OSS berdosarkan dota dan pihak Kepale Kantor Perunbiion Ferusahsan ' ::";‘,
Asmmg, teraimpan dolam mistem OSS, yerg mennd tanggung pucd Kepals Xontor Feruaiilan ‘d Tlebtromik

2. Dalsm Aol termdi keke&ruan ist dokamen i akan dilakuion perbatkan sebagaimana .“2:'

3. Dolumen pu teloh ditandatangam secars ele k menggunakan sermfikat ¢k ik yang dverbirkan

oleh BSYE-BSSN.
4 Dats lengkap dopat diperoleh mels b sistem OSS wenggunakan hak akees.
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SNI e

bina UMK
PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha SR T E TP AR P AP
Nomor Induk Berusaha (NIB) B aseseresstansasestisasase
Standar Nasional Indonesia : «Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) scbagai dasar
untuk menggunakan tanda SNI'l sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini

2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian
pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini

3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara clektronik
dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perijinan tunggal pada saat
mulai memproduksi dan/atau dalam waktu sclambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sctelah penerbitan NIB

4. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI') apabila tidak dapat
memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakaskuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{Jabatan),

EI% a0}
(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

Ratal
Sertafinms
tektromy

1. Dohwmenim diteriitkan mstem OSS berdosarkan dota dan pihak Kepale Kantor Perunbiion Ferusahsan '
Asmmg, teraimpan dolam mistem OSS, yerg wennd tanggung pucd Kepals Xontor Feruaiilan \d
. Dalkm hai termdi kekeSruan ist dokumen i akan dilakutnn perboikan sebagammana nenzu,
Dolumen pu telah ditandatangan secars elekrontk menggunakan sermfikat ¢k ik yang duerbirkan
oleh BSYE-BSSN
4 Dats lengkap dopat diperoleh mels b sistem OSS wenggunakan hak akees.

wh
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g"—b " PERNYATAAN MANDIRI - SNI

bina UMK
DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha  F B OIS DRI ST TP ISV
Nomor Induk Berusaha (NIB) = ...,
Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:
Bersedia memenuhi scluruh persyaratan SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul
SNI> untuk menggunakan tanda SNI' dengan ketentuan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakskuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

D

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

1. Dolumenzu diteriitinn sistem OS5 berdosarkan data don pthak Kepals Xontor Peruniainn Ferusahaan ' ::‘\‘m__..
Asing, tersimpan dolom sistem OS5S, yang menud tanggung muad Xepais Xantor Ferunilan. - Hlaktranik

2 Dakm kol termdh kekeliruan ist dolaomen ini akan dilakuken perbavkan sebogomana me X
3 Do?-enini feloh ditandatangan: secars elektrontk menggunaion sernfikat eletrontk yang rhirkan
oleh BSTE-8SSN.

4 Data lengkap dapat diperoleh melaha statem OSS menggunalon Mk akses

www.peraturan.go.id
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PERIZINAN TUNGGAL (DALAM SISTEM)
PERNYATAAN MANDIRI SUDAH MEMILIKI KODE HALAL

PERNYATAAN MANDIRI
Telah Memiliki Sertifikat Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Ussha 2 b A MRS PR G A an SR g
Nomor Induk Berusaha (NIB) - ...

Menyatakan bahwa telah memiliki Sertifikat Produk Halal:

No. Nomor Kode Sertifikat Produk Halal Tahun Publikasi

2.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan scbenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pengisian data dan
pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(Jabatan),

EI% 40}

[

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usahas)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

1. Dokumen i diterbitian sistew OSS berdasarkan data dari pihak Kepals Kantor Perunkiion Ferusahaan @0y |Beial
Asing, tersimpan dolom sistem OS5, yang menundi tanggung muad Xepais Xantor Ferunilan ‘d | Elakaramib

Dalm hal tenadh kekeliruan ist dohuomen int akan dilakuken perboan sebogomana me

Dokumen i felah ditendntangan: secars elektronk menggunaian serfikat eletronk yang rhitkan

olch BSTE-S5SN.

4 Data lenghap dapat diperoleh melahn statem OSS menggunakan Mk akses

[

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(SUDAH ADA SNI; MENGAJUKAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA © ..., (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

No Telepon
Email

3. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal vang berlaku scbagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan

2. Secrtifikasi jaminan produk halal (SJPH) scsual dengan ketentuan dalam
pernyataan mandiri SJPH dan sectelah pelaku usaha memperoleh pembinaan dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ...iiaes (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

| matai
Axing, terampan dalom sistem 0SS, yeng memod tanggung puabd Kepelo Xantor Peruakilen :f,':?:;
2. Dolam hai termdi kekebruan tm dokuon en vy akan diloladan perdatkan sebagammana mesn
3 Dolwmenmu feigh dirandatongant secam eleXrronik menggunskan semfikat eletromk yang dierbirkan

oleh BSYE-BSSN.

4. Datn lenghup dapat diperoleh melahui sistem OS5 menggunakan hak akses.

1. Dokumen by diferditkun sistew OSE bderdosarkan date dan mhak Kepols Kantor Perunkilon Ferusahaan Q
)
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PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(SUDAH ADA SNI; MEMERLUKAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA © ..., (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama
PCISCOTANngAan >:

No. | Kede [ Judu Lokasi Klasifikasi | Perizinan Berusaha Jenis Nomor SNI
| KBLI KBLI Usaha Risiko Jenis Legalitas Produksi dan/atau SJPH

(1) 2 (3) 4 (5} (6) 17 (8) 9)

1 Rendah NIB Untuk o SNl
persiapan,
operasional, * Sertifikasi
dan komecrsial jaminan produk
usaha halal difasilitasi

BPJPH

Dengan ketentuan bahwa NIB terscbut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode
KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.
Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

1 Dolumen pu diterditinn matem O5S derdosarkan daty dan pihak Kepale Xantar Peruaiyian Ferusahaan | :_":\‘M
Asing, terson par dalow sistem OSS, yang wenpad tanggung puad Kepals Kantor Peruaiilen Y | ottt

Dalam hal tennd) kekeliruan isi dokum en mt akon dilakulan perbaikan sebogamana mesnnya

Dolamen pu fefak ditandatangan: secnrm elekromk menggumakar sernfikat eletronik yang duerhirkan

oleh BSrE-BSSN

4. Dats lenglap dopat diperoiech melzbu sistem OS5 menggunakan hok akses.

W
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RISIKO RENDAH
PERNYATAAN MANDIRI — K3L

PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian

fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha S UL S PIRR S OO SOOI
Nomor Induk Berusaha (NIB) OO0 T USRI T ORI 3

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Kesclamatan, Keamanan, Keschatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yvang dimaksud;

2. Berscdia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan;

3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait
dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarmmya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

1. Dohumen »u diterditinn matem 0SS derdasartar daty dan pihak Kepals Xantar Peruniian Ferusahaan | e
Asing, tersumpan dalore sistem 0SS, yang mennd tanggung puat Kepals Kantor Peruaiilen - | Prettrams

2. Dalem hal tennd kekeliruan isi dokumen i akan dilalukon perboikan sebogammana mesnmyg.

3 Dolumenpu refak diandatangan: secare elekmromik menggumakar semnfikat eletromk yang duerhirkan
oleh BSrE-BSSN

4. Duty lenghap dopat diperoich melzbu sistem OS85 menggunakan hok akses.

www.peraturan.go.id
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PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB)

Mecnyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
A. Persyaratan; dan

3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakaskuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

1| Dolamen =y diterditknn matem 0SS berdasartan daty dan pihak Kepals Xantar Perunksian Ferusahagn oot
Asing, tersompan dalow sistem 0SS, yang wenpdi tanggung puad Kepalo Kantor Peruaition ~ | Prevtrams
2. Dalem hal tennd kekeliruan isi dokumen i akan dilalukon perboikan sebogammana mesnmyg.
3 Dolumenpu refah ditandatangam: secorm ele menggunatar semfikat el ik yang duerhirk
oleh BSrE-BSSN

4. Duty lenghap dopat diperoich melzbu sistem OS85 menggunakan hok akses.
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PERIZINAN TUNGGAL
PERNYATAAN MANDIRI SUDAH MEMILIKI SNI

PERNYATAAN MANDIRI
Telah Memiliki Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha 2 IR P I
Nomor Induk Berusaha (NIB) B\ yecasqtronasssrasitnasnsseay

Menyatakan bahwa telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI):

No. Nomor Judul SNI1 Tahun Publikasi

Demikian pernyataan ini dibuat dengan scbenar-benarmnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pengisian data dan
pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(Jabatan),

El'g

=

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

Salal
SertifUham
tlaktrumb

1. Dolumer xu diterdstinn satew OSS berdasorkon dato don pthak Kepals Xantor Peruckion Rerusohsan ' |
Asimg, teraompan dalem sistem OSS, yong menpnd ongoung ruad Kepals Xontor Feruaiilan ‘d

Dalam hai tenadt keke Sruan isi dokum en ms akan dilokukon perbaikan sebsgamana mestmya

Doumen 20 fejoh ditendatangom secam efekmromt menggumakan sermfizat eletromk yang diterbirkan

oleh BSYE.BSSN

4. Dats lenghup dupat diperoieh melabut sistem OS5 menggunakan hak okses

ww
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PERNYATAAN MANDIRI
SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha SO PO ORI IO
Nomor Induk Berusaha (NIB) © o

menyatakan telah memahami dan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan
Sertifikasi Jaminan Produk Halal serta mengikuti pembinaan dari Pemerintah sesuai
ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),
EipE
=

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

1. Dolumen xu diterdtinn satew OSS berdasorkon dato don pihok Kepals Xantor Peruckion Rerusohsan ' ﬂm—
Asing, tersmpan dalam sistem OSS, yang menud tangoung uad Kepals Xantor Feruakilan “ [ sy
2. Dalam hai tenadt kekeBruan isi dokaum en mi akan dilokuton perbaikan sebsgamana me. J
3. Dorumen »u feloh ditendatongom secam efektromk menggumatan sermfizat eletromk yang diterfirkan
oleh BSYE.BSSN

4. Dats lenghup dupat diperoleh melolui sistem OS5 menggunakan hak okses.

www.peraturan.go.id
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2021, No. 272

PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK
RISIKO RENDAH
SUDAH MEMILIKI SNI dan SJPH
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : .. oo (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat Kantor
No Telepon
Email

3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonecsia dan berlaku sebagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yvang berlaku sebagai persctujuan penggunaan
tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan scrtifikat produk halal. Pelaku usaha
dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanaskan kegiatan berusaha scbagaimana
terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- (... Tanggal © ... ... (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dolumen xu diterdtinn satew OSS berdasorkon dato don pihok Kepals Xantor Peruckion Rerusohsan ' ﬂm—
Asing, tersmpan dalam sistem OSS, yang menud tangoung uad Kepals Xantor Feruakilan “ [ sy
2. Dalam hai tenadt kekeBruan isi dokaum en mi akan dilokuton perbaikan sebsgamana me. J
3. Dorumen »u feloh ditendatongom secam efektromk menggumatan sermfizat eletromk yang diterfirkan
oleh BSYE.BSSN
4. Dats lenghup dupat diperoleh melolui sistem OS5 menggunakan hak okses.
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PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
TELAH MEMILIKI SNI dan SJPH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA © ..., (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha dan
NAMAa perscorangans>:

Kode | Judul ) Kinsiflcaa | T oosinan Berusaha Jena: | Namor SN
No. Lokasi Usaha AL : dan/atau
KBLI KBLI Risiko Jenis Legalitas Produksi SJPH)

1 2) (3) 4) (5) (6) ) 8) (9)

1 Rendah NIB | Untuk « SNI
persiapan, | | e
operasional,
dan komersial o Sertifikat
usaha produk

halal
Nomor

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode
KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.
Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1 Doiumen xu diterditinn sstew OSS herdosorkon dato don pihak Kepals Xantor Peruckian Rerusohsan ' | ::'::'u
Asing, teraompon dalem sistem OSS, yong wenpad tongoung uad Kepals Xontor Feruaiilan ‘d .,,,;,.,,:T

Dalam hai tenadk kekeSruan isi dokum en mi akan dilokuken perbaitan sebagammaona me

Doumen 20 fejoh ditendatangom secam efekmromt menggumakan sermfizat eletromk yang diterbirkan

oleh BSYE.BSSN

4. Dats lenghup dupat diperoieh melabut sistem OS5 menggunakan hak okses

ww
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RISIKO RENDAH
PERNYATAAN MANDIRI - K3L

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha A PSR AAN AR s N e A KA
Nomor Induk Berusaha (NIB) S ik RAaN SRR o e KA

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Kesclamatan, Keamanan, Keschatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan;

3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait
dengan K3L tersebut;

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan scbenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakaskuratan dalam pernyataan ini, maka
pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Jabatan),

0% d0]

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistemm OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokursen ini diterbithun sistew OSS berdusarkan datu duri pihak Kepols Kontor Perunkilon Perusuhaan g |Salal
Aming, tersimpan dalem sistem OS5, gang menoad: tanggung muwab Kepals Kontor Peruakilan * | Esahtrunih
Dalam hal fenmdh kekelvuan tof dokumen inf ahon dlekuden periohon seboguimana w e v
Dokumen i felah ditendutongant secarm elehtronik menggronakan serfifikat eletromk yang cz:rhfhu

oleh BSE-BSSN.

Data lengkep dopat diperoleh melabu sistem CSS menggunakan hak akses.

W

=
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PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB)

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
A. Persyaratan; dan

3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar terscbut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{Jabatan),

=

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

-

Dokursen ini diterbithun sistew OSS berdusarkan datu duri pihak Kepols Kontor Perunkilon Perusuhaan g |Salal
Aming, tersimpan dalem sistem OS5, gang menoad: tanggung muwab Kepals Kontor Peruakilan * | Esahtrunih
Dalam hal fenmdh kekelvuan tof dokumen inf ahon dlekuden periohon seboguimana w e v
Dokumen i felah ditendutongant secarm elehtronik menggronakan serfifikat eletromk yang cz:rhfhu

oleh BSE-BSSN.

Data lengkep dopat diperoleh melabu sistem CSS menggunakan hak akses.

W

=
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G. FORMAT LAMPIRAN NIB KEGIATAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

2021, No.

PRODUK PRINT OUT
LAMIRAN NIB
KANTOR CABANG ADMINISTRASI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: KANTOR CABANG ADMINSITRASI
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..........ccccocueunin. (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar kantor cabang administrasi untuk < nama badan
usaha/ nama perscorangan >:

No. | Kepala Kantor Cabang Administrasi | Alamat Kantor Cabang Administrasi

1) (2] (3)
1 Nama Kepala Kantor

NPWP cabang :
Nama Usaha

Dengan ketentuan bahwa Lampiran NIB Kantor Cabang Administrasi hanya berlaku
untuk unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang
berlainan dan bersifat administratif.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

1 Dolumen »u diterditinn sstew OSS berdosorkon dato don pihak Kepals Xantor Peruckhion Rerusohuan ' \::f-:‘u__
Asing, tersmmpan dalom sistem OSS, yang mennd) tonggung juad Kepals Xantor Feruwakilzn ‘d i

Dalam hai tenadt keke Sruan isi dokum en ms akan dilokukon perbaikan sebsgamana mestmya

Doumen 20 fejoh ditendatangom secam efekmromt menggumakan sermfizat eletromk yang diterbirkan

oleh BSYE.BSSN

4. Dats lenghup dupat diperoleh melolui sistem OS5 menggunakan hak okses.

ww
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H. FORMAT NIB RISIKO RENDAH DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
NiB
RISIKO RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA © ..o (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
Alamat Kantor
No Telepon
Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku
usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... TANERAL 2. s insorcscasatronce (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

1 Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan date dari pitak Kepals Kantor Perwakiln Ferusuhaan Ry | ot |
Agzing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menjodh tangguing mualb Kepals Kantor Ferunkilan \d [ Dahtrmnih
2. Dalom hal termdh kekefruan ist dokumen tnf ahan dilakukon perbatkan sebogaimona uuﬂzu‘
3. Dokumen ini felnh ditandatongant secorm glek tk menggurzkan sertifikat eletroruk yang diterbitkan
oleh BSrE-8BSSN.
3. Dets lengiap dopat diperoleh meladu ststem OSS menggunakon hak oksea

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN
Nama Usaha Sa
Nomor Induk Berusaha

Perizinan Berusaha

Kode : Klasifikasi
No. KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko RS Legalitas

(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7)

1 Rendah NIB Untuk
persiapan,
operasional
dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
( list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha D opasasasrenanaasentesge
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha 1 ...,
(bila belum ada NIB diisi dengan U lama)

Perizinan Berusaha

Kode < Klasifikasi
No.1 kBu il KB Lalkcuit Usaha Risiko Jenis Legalitas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Rendah NIB Untuk
persiapan,
operasional

dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
olch K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Doiumen »u diterdstinn sstew OSS berdosorkon dato don pthak Kepals Xantor Peruckhian Rerusohsan ' o
Asing, teraompon dalem sistem OSS, yong wenpad tongoung uad Kepals Xontor Feruaiilan “ Dobirmeth
2. Dalam hai tenedt kekeBruan isi dokum en mi akan dilakuken perbaitan sebsgammaona mestnyg
3. Dokumen v fejoh ditendatangom secam efekmromt menggumakan semfizat eletromk yang diterbikan
oleh BSYE.BSSN
4. Dot lenghup dupat diperoleh melalut sistem OS5 menggunakan hak okses

www.peraturan.go.id
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I. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH RENDAH DALAM RANGKA

PENGGABUNGAN USAHA R e
NIB RISIKO
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :© ...ccccoevivieiiniainns (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha § NI s das te Y

2. Alamat Kantor P TR AR SO PPy 1 , Kode Pos: ...............
No Telepon ' sessaresssscsensasrosacasa
Email A ARSI IR P

3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA

4. Kode Klasifikasi Baku A PO C RO AR SRS
Lapangan Usaha Indonesia
{KBLI)

NIB berlaku di scluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku schbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku
usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... TangEak t il ilial (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

i Balai
Sertfhaw

1. Dolumen on diterbithan mistem O58 berdasarkan date dan pihak Kepals Xantor Perunkiion Ferusahaan 'd
| Bebtrnmib

Agzing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menjodh tangguing mualb Kepals Kantor Ferunkilan Y
2. Dalom hal termdh kekefruan ist dokum en inf akan dilakukon perbothan sebogaimana me
3 Lz?lun'ﬂi telnh citandotongan: secor elektrontk menggurzkan serfifikat eletroruk yang diterbitkan

oleh BSYE-BSSN.

3. Dets lengiap dopat diperoleh meladu ststem OSS menggunakon hak oksea

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha S et taasepsspesansnasrten
Nomor Induk Berusaha @ ...

Kode ) Klasifikasi Perizinan Berusaha
No. KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko enis I !’tas
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Menengah NIB Untuk
Rendah persiapan
usaha
Sertifikat Untuk
Standar operasional dan
komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha: ...
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha: . ....ooociiiinnnn,
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

Kode Klasifikasi Perizinan Berusaha
No. KBLI Judul KBLI | Lokasi Usaha Risiko Jenia I litas
(1) 2) (3) (4 (5 (6) ]
I Menengah NIB Untuk
Rendah persiapan
ussha
Sertifikat Untuk
Standar operasional dan
komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang
tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

0% 10
=

1 Dokumen on diterbithan sistex O5S berdasarkan date dan pihok Kepals Xantor Perunkilon Ferusahzan ' e Y
Agzing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menodi tangguing muab Kepals Kantor Ferunlkilan \d | Esabtrmeik

Dalom hal termd kekeliruan isi dokumen tnf akan dilakukon perbathan sebogaimona mestimyo

Dokumen imi telnh ditandatongan secorm elektrontk menggumzkan sertifikat eletroruk yang diterbitkan

oleh BSrE-B5SN.

3. Deta lengkop dopat diperoleh meladu ststem OSSmenggunakon hak akses

wh

www.peraturan.go.id
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J. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH TINGGI DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ... (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
Alamat Kantor
No Telepon
Email
3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indoncsia
(KBLI)

NIB berlaku di scluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; dan pendaftaran
kepesertaan jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti
pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Pelaku usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal o ... (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

D% 10

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1 Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan date dari pitak Kepals Kantor Perwakiln Ferusuhaan Ry | ot |
Asing, tersimpan dalom sistem OS5, yang memod tanggung muab Kepals Kantor Ferunfzian \d [ oty
2. Dalom hal termdh kekefruan ist dokum en inf akan dilakukon perbothan sebogaimana me
3. Dokumen ini telnh ditandatongant secorm elektrontk menggunakan sertifikat eletroruk yang diterbitkan
oleh BSrE-BSSN.
3. Dets lengiap dopat diperoleh meladu ststem OSS menggunakon hak oksea

www.peraturan.go.id
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Nomor Induk Berusaha

-217-

2021, No. 272

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Kode % = Klasifikasi Perizinan Berusaha
No. KBLI Judul KBLI |Lokasi Usaha Risiko g Legalitas
(1) 2) (3 4) (5) (6) {7
1 Menengah  INIB Untuk persiapan
ITinggi lusaha
Secrtifikat Untuk operasional
Standar
[Untuk komersial
PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)
Nama Usaha - DR A A

Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha @ ...
(bila belum ada NIB diisi dengan 1U lama)

Kode ¥ X Klasifikasi Perizinan Berusaha

No. KBLI Judul KBLI |Lokasi Usaha Risiko Tt Legalitas

(1) 12) (2) (4) (5) (6) {7

1 Menengah  NIB [Untuk persiapan

Tinggi usaha
Sertifikat Untuk operasional
Standar
Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang
tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.

wh

%%E%

Dokumen o diterbithan mistem O58 berdasarkan date dan pihak Kepals Xantor Pferuakilon Ferusahaan ' e Y
Agzing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menodi tangguing muab Kepals Kantor Ferunlkilan \d Dehranih
Dalom hal termd kekeliruan isi dokumen tnf akan dilakukon perbathan sebogaimona mestimyo

Dokumen imi telnh ditandatongan secorm elektrontk menggumzkan sertifikat eletroruk yang diterbitkan

oleh BSrE-B5SN.

Deta lenglop dopat diperoleh meladu ststem OSSmenggunakon hak aksea

www.peraturan.go.id
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K. FORMAT NIB RISIKO TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
NIB SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : ..., (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha A A AN RN
Alamat Kantor S eseds he ke s buobh pabuisiddevta , Kode Pos: ...............
No Telepon L
Email 3
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku 3 aRadbaadessiAiiebiaina
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di scluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan; dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjsan di Perusahaan (WLKP). Pelaku
usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ... iiciiiiins (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
M

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1 Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan date dari pitak Kepals Kantor Perwakiln Ferusuhaan Ry | ot |
Agzing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menjodh tangguing mualb Kepals Kantor Ferunkilan \d [ Dahtrmnih
2. Dalom hal termdh kekefruan ist dokumen tnf ahan dilakukon perbatkan sebogaimona uuﬂzu‘
3. Dokumen ini felnh ditandatongant secorm glek tk menggurzkan sertifikat eletroruk yang diterbitkan
oleh BSrE-8BSSN.
3. Dets lengiap dopat diperoleh meladu ststem OSS menggunakon hak oksea

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha
Nomor Induk Berusaha

y ; Perizinan Berusaha
No.| Kot | Judul KBLI | LokasiUsaha | 2sifiasi
Jenis Legalitas
(1 (2) (3) (3 {35) (6) {7
1 Tinggzi NIB Untuk persiapan
usaha
Izin Untuk operasional
dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
{daftar bisa bertambah secsuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha L P DPAPREGARC OO R
Nomor Induk Berusaha/ lzin Usaha ...
[bila belum ada NIB diisi dcnﬁan 1U lama)

3 ; Perizinan Berusaha
No. 'ég‘ﬁ Judul KBLI | Lokasi Usaha 'G"RJ“.‘;E‘::“
Jenis Legalitas
(1 (2) (3) 4) {5) (6) ]
1 Tinggi NIB Untuk persiapan
usaha
Izin Untuk operasional
dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB terscbut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang
tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB terscbut.
1 Dokumen n diterbithan sistex OS5 berdasarkan date dan pihak Kepals Xantor Perunkilon Ferusahaan ' - Y
Asing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menodh tanggring muab Kepals Xantor ferunizian ‘d Thahrath
2. Dalom hal termdh kekeliruan isi dokumen tnf akan dilakukon perbathan sebogaimona mestingo
3. Dokumen in felnh ditandotongaem secor elektrontk menggunakan serfifikat eletrornk yang diterbitkan

oleh BSrE-BSSN,
3. Dets lengiep dopat diperoleh meladu ststem OSSmenggunakon hnk akses

www.peraturan.go.id



2021, No. 272 290-

L. FORMAT NIB RISIKO KOMBINASI RENDAH, MENENGAH RENDAH,
MENENGAH TINGGI, ATAU TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN
USAHA

PRODUK PRINT OUT
NIB LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA © ..o (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Perusahaan R eanatsansnnanspaLpasaps

2. Alamat Kantor 2 ...., Kode Pos: .........
No Telepon 2N AN ex s advA ez oNA T SRS Aa Y
Email 3 wpokslmeii ot tpoidbrnmbd

3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN

== Kode Klasifikasi Baku Lapangan: ....... A BN AD Aobsnasad N
Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku scbagai Angka
Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial keschatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan
laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku
usaha dengan NIB terscbut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha
scbagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal © ... iiciinis (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
iy

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

1 Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan date dari pitak Kepals Kantor Perwakiln Ferusuhaan Ry | ot |
Asing, tersimpan dalom sistem OS5, yang memod tanggung muab Kepals Kantor Ferunfzian \d [ oty
2. Dalom hal termdh kekefruan ist dokum en inf akan dilakukon perbothan sebogaimana me
3. Dokumen ini telnh ditandatongant secorm elektrontk menggunakan sertifikat eletroruk yang diterbitkan
oleh BSrE-BSSN.
3. Dets lengiap dopat diperoleh meladu ststem OSS menggunakon hak oksea

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASIE: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha B it E SAAS L FOALE SN
Nomor Induk Berusaha Baianssrmas pparASR YRS

Nei Kode . Skt b Klasifikasi Perizinan Berusaha
KBLI Risiko Jenis Legalitas
(1) 2) 3) {4) {5) {6) (7
1. Tinggi NIB untuk persiapan
usaha
Izin untuk operasional
dan komersial
Sertifikat Sesuai NSPK
Standar*
2 Mcnengah |NIB untuk persiapan
Tinggi usaha

Sertifikat untuk operasional

Standar untuk komersial

- & Menengah | NIB untuk persiapan
Rendah usaha

Sertifikat untuk operasional
Standar dan komersial

4. Rendah NIB untuk persiapan,
operasional dan

komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
( list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha EF ¢ PRI AP AR
Nomor Induk Berusaha/ lzin Usaha P P R PO Oy 32
[bila belum ada NIB diisi dengan U lama)
I No. I Kode I Judul KBLI I Lokasi Usaha I Klasifikasi Perizinan Berusaha |

1 Dokumen n diterbithan sistex OS5 berdasarkan date dan pihak Kepals Xantor Perunkilon Ferusahaan ' - Y
Asing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menodh tanggring muab Kepals Xantor ferunizian ‘d Thahrath
2. Dalom hal termdh kekeliruan isi dokumen tnf akan dilakukon perbathan sebogaimona mestingo
3. Dokumen in felnh ditandotongaem secor elektrontk menggunakan serfifikat eletrornk yang diterbitkan
oleh BSrE-B5SN.
3. Dets lengiep dopat diperoleh meladu ststem OSSmenggunakon hnk akses

www.peraturan.go.id
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KBLI Risiko Jenis Legalitas
(1) 2) 3 4 (5) (6) (7
1. Tinggi NIB untuk persiapan
usaha
Izin untuk operasional

dan komersial

Sertifikat Secsuai NSPK
Standar*

&)

Menengah |NIB untuk persiapan
Tinggi usaha
Sertifikat untuk operasional

Standar untuk komersial

3. Menengah |NIB untuk persiapan
Rendah usaha
Sertifikat untuk operasional
Standar dan komersial
4. Rendah NIB untuk persiapan,

operasional dan

komersial

*) catatan: sesuai NSPK K/L

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

E%E
=
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

1 Dokumen n diterbithan sistex OS5 berdasarkan date dan pihak Kepals Xantor Perunkilon Ferusahaan ' - Y
Asing, tersimpan dalom sistem OS5, yang menodh tanggring muab Kepals Xantor ferunizian ‘d Thahrath
2. Dalom hal termdh kekeliruan isi dokumen tnf akan dilakukon perbathan sebogaimona mestingo
3. Dokumen in felnh ditandotongaem secor elektrontk menggunakan serfifikat eletrornk yang diterbitkan
oleh BSrE-B5SN.
3. Dets lengiep dopat diperoleh meladu ststem OSSmenggunakon hnk akses

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMULIR SPPL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPFL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Ussha B A R AN AR S A A A BA R FS F AN AN SRR G5 M A KA M SRR P ER R AL NS SRR TS RA KL M
Nomor Induk Berusaha (NIB) S GAersd DA i 08 A5k 85 d ek BA DA i s 57w 8 bl S At 2 bl Sk AR b
Nama Penanggung Jawab &

Jabatan

Alamat

No. Telepon

Bidang Usaha/Kegiatan
KBLI

Menyatakan kesanggupan:

1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai
dengan peruntukan rencana tata ruang;

2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup:

3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan
sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yvang dihasilkan;

4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara
dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang
dihasilkan;

5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk
usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan scsuai dengan jumlah limbah yang
dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;

6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau
kegiatan terhadap aspek transportasi;

7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
vang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai
ketentuan peraturan Prundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

8) Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum
sesuai degan peraturan Perundang-undangan apabila melanggar atau tidak
memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1
sampai 7.

1 Dokumen i diferdstkon sistem O5S berdasarkan date dan pihak Xepais Xantor Peruniiion Ferusohaan i:«":m
Asing, tersimpan doiom siztem OSS, yarg wened wnggung pucd Kepely Xontor Feruniilan " Jwevemy
Dolam hal terd kekelinan isi dokionen o ekan dilofuicn perbaikon sebogaimana me% '
Dotumen i feioh ditandatongant secam elekoonik menggunahan sermfikat eletromk yong dterbirkan

oleh BYE-BSSN.

4 Doty lenghap dupat diperoieh melalut sistem OSS menggunnkan hak akses
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Padsa prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan
scluruh kesanggupan scbagaimana terscbut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat
dengan scbenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
ataupun ketidakakuraan dalam pernyataan ini, makan pelaku usaha bersedia
menerima konseckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(Jabatan),

O]
=

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

1 Dokumen o diterintkan sistem OS5S berdasorkan date dan pitak Xepails Kantor Peruniaion Ferusohaan i's::n.
Asing, tersimpan dofom sistem OSS, yarg wernad wnggung pucd Kepely Xontor Feruniilan " Jwevemy
Dolam hal terpdi kekedinon isi dokonen v ekan dilafudson perbaikon sebogaimang me% '
Dotumen i feioh ditandatongant secam elekoonik menggunahan sermfikat eletromk yong dterbirkan

oleh BYE-BSSN.

4 Dats lenghap dupat diperoleh melalut sistem OSS menggrinnkan hak akses

Wy
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B. FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha B R AN AN AR o R A A KA R IR A AN SRR TS s Raain KA TSR ALANE SRR TS SR Nas
Nomor Induk Berusaha (NIB) b b n e A AR RS N 1 SN RIS AR RS S A SRR NPRIS T NS
Nama Ussha dan/ataut Kegiatan 1§ .. ..ccccciiiiiissssonsarsoncacssscarssssecseassssossansosearsncesss
deniz Usahin dan /AN KERIRUATL Fiicivvicibiovt sosinsstnsbesavmisibdovssosiessbusss savmisbbdovs dvwbbi i
NamaPenanggungJawab
Jabatan

Alamat

Lokasi Kegiatan

No. Telepon

10. Email

1. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan,
baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan olch instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

RN oW N

Menyatakan kesanggupan:

1) Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling
sedikit berupa:

a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas;

b. Standar sumber days manusia terkait baku mutu lingkungan hidup,
pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas:

c. Standar sistem manajemen lingkungan.

2) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup
Persctujuan Teknis;

3) Memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria
baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan Peraturan Perundang-
undangan;

b. Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku
mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu
lintas;

d. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku
mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu
lintas;

1 Dokumen o diterintkan sistem OS5S berdasorkan date dan pitak Xepails Kantor Peruniaion Ferusohaan tais ror- 0
Asing, tersimpan dofom sistem OSS, yarg wernad wnggung pucd Kepely Xontor Feruniilan sV i

Daolam hal terdt kekednion isi dofion en o akan dilafuion perbaikon sebogaimana me%

Dotumen i feioh ditandatongant secam elekoonik menggunahan sermfikat eletromk yong dterbirkan

oleh BYE-BSSN.

4 Dats lenghap dupat diperoleh melalut sistem OSS menggrinnkan hak akses
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c. Menyampaikan laporan peclaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sccara berkala setiap 6 (enam) bulan
sckali;

f. Mengajukan permohonan perubahan Persctujuan Lingkungan apabila
direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan

g. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan
scluruh kesanggupan scbagaimana terscebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat
dengan scbenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
ataupun ketidakakuraan dalam pernyataan ini, makan pelaku usaha bersedia
menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHLIL LAHADALIA
1 Dokumen in diteristkan sistem OS5S berdasarkan dato dan pihak Xepals Xantor Peruniiion Ferusohsan i:«":m
Asing, tersiwpan dolam siztewm OSS, yang weradi wnggung pucd Kepely Xontor Ferunilan \ | thaktrmmik

wp

Dolam hal termdt keke¥inan 151 dokionen o ekan dilafudsn perbaikon sebogaimana me%
Dotumen i feioh ditandatongant secam elekoonik menggunahan sermfikat eletromk yong dterbirkan
oleh BYE-BSSN.

4 Doty lenghap dupat diperoieh melalut sistem OSS menggunnkan hak akses
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LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ......covvvevvininns (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah

Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan ......... {scsuai

nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

. Nama Pelaku Usaha -

. Nomor Induk Berusaha (NIB)

. Alamat Kantor S inareangessprsersnsesesaaisenal Kotie POR: .covrsrsossassas

. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN

. Kode Klasifikasi Baku LAPANZAN  © ..iiiiiiiiiiiiiniaiiimniarssnimsniasssssensssssnnsasens
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha G RRBARI 1 R RUN BRI P AR S SRR IR

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban

sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar

terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan

dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan.

(4 I S VI S R

Diterbitkan tanggal @ ......ccoiiiiiiiiiins

Perubahan ke- ... Tangpal r il L nliinl (terisi bila melakukan perubahan)
a.n. MENTERI .......... J/KEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP ....ccccuvue. ¢

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

’ Serteflbms

1 Dokumen im diferditkan sistem O5S berdasarkan data dan pitak Kepals Kantor Peruniaion Ferusohaan 9
| Clebtrmmik

Asing, tersiwpan dafam siztem OSS, yarg wernedi onggung pucd Fepels Zantor Ferunilan

2 Dolsm hal terpdi kekelinon isi dofaon en o akan dilokudcn perbatkon sebogammans me.

3. Dokumen bu feioh ditandatangant secam elektrontk menggunahan semmfikat eletromk yong rhstkan
oleh BSYE-BSSN.

4 Doty lenghap dupat diperoieh melalut sistem OSS menggunnkan hak akses
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Lampiran berikut

-228-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : ......cooviinnnnn... (17 digit)

kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perscorangan >:

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH
VERSI TTD KEWENANGAN
PROVINSI/KAB/KOTA

ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau

No Kode Judul KBLI Persyaratan dan/atau Bukti Lembaga Masa Berlaku
KBLI Kewajiban Pemenuhan | Pengawas
(] (2 (3] (4 {5) (6] (7)
| Perizinan lingkungan: |SPPL atau NIB dan
.......... Formulir Sertifikat
UKL-UPL Standar:
(belum
diketahui) Selama pelaku
usaha
Persyaratan: Pernyataan menjalankan
- mandiri kegiatan usaha
Kewajiban:

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar terscbut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
olech K/L/Pemda terkait.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar

tersebut.

1. Dokumen n diteristian sistem O5S berdasarkan dato dan mhak Xepals Xantor Peruniiion Ferusohaan

Asing, tersiwm pan doiom sistem OSS, yarg wernnd tonggung pucd Kepely Xontor Ferunilan

W

Dolam hal terpdt kekeinan 151 dokionen o ekan dilafuicn
Dokumen i tetah ditandatongant secarm elektrontk m enggunakan semfikat eletromk yong diterbirkan

oleh BSYE-BSSN.
4 Dafs lenghap dupat diperoieh melalu sistem OSS menggunnkan huk akses

perbaikon sebogaimana mests

' alal
d Sertaflbms
\ |

Clebtravib

www.peraturan.go.id




399. 2021, No. 272

PERNYATAAN MANDIRI
RISIKO MENENGAH RENDAH

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha 1 S ORI CEP RSP
Nomor Induk Berusaha (NIB) - ...

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Kesclamatan, Keamanan, Keschatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan;

3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi
ketentuan terkait K3L terscbut; dan

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait
dengan K3L tersebut;

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

......... SRR . 0 SO
(Jabatan)
X 1-:

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.
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PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA
RISIKO MENENGAH RENDAH

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha B s saresaacorpssarisasen
Nomor Induk Berusaha (NIB) S dpssarsssassrssserssasas

Mecnyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
A, Persyaratan; dan

B. Kewajiban
A): asusssnaasepmtssaneicesans 3

3) dst

2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan  yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar terscbut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

......... presssny Bhdasws

(Jabatan)

g &
T
XA4r-

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.
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B. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)

(NIB DAN SS TERBIT BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : ..o (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan  Sertifikat Standar yang merupakan ... (sesuai
nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pclaku Usaha ¥: emesensqsrunasiaRIs Sk saas RIS Cads
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) SRR PO ST OISO TR
3. Alamat Kantor $ i P RANAN AN o e A Ny

4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan $emiscaseirsnesasanrinssnsnnsene
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha B P TRy W PRy o

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya scsuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal @ ....cccciiiiiiiiiiiiiian
Perubahan ke- ... Tanggal © ............ (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .............. ’

(NAMA)
Ditandatangani secara elcktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1 Dolumenpu ditertetkan sestem OSS derdasarkan dete don mhak Kepoly Xantor Ferunkaion Rerusahaan ] o N
Asing, tersmepan dolam sistem OSS, yong menad) tanggung amuad Kepale Xantor Ferughilan . [ Thaktrandh
. Delsm hal termdi kekeBnan wsi dokum en s akan diinkukan perbaikan sedagaimana mestgm.
Dolumen 7 telah ditandotangon secarn elektronik menggunakan sermfika? eletromk yang drerbitka
oleh BSTE-BSSN
4. Data lengkap dupat diperoleh melalus sistem OS85 menggunakan hak akses.

W
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Lampiran berikut

-232-

kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perscorangan >:

LAMPIRAN PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI

(SEBELUM VERIFIKASI)

(NIB DAN SS TERBIT

- BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : .ooovviiiiieeennn. . (17 digit)

ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau

No.

Kode
KBLI

Judul KBLI

Persyaratan dan/atau Kewajiban

Bukt
Pemenuhan

Lembaga
Verifikasi Masa Berlaku

(1)

2]

(3)

18

(5

(6] 7

Pernyataan
mandiri
|{scbelum
verifikasi)

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar terscbut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pcmenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan olech
K/L/Pemda terkait.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan darn dokumen Sertifikat Standar
tersebut

W

%&f

Dolamen pu citerferkan seoteme OSS derdasarkan deta don phak Kepaly Xantor Ferunkiion Rerusahaan ' | :"‘:" -
Asing, tersepan delam sistem OSS, yong mennd fanggung muad Kepale Xantor Ferunhilen \‘ sitrend]
Dalam hat tenmdi kekeSnuan i dokum en o akan difnkikan perbaitan sedagaimana me
Dolumen i telah ditandatangan secars elektrork menggunakar sermfika? eletromk yang dnerbirkan
oleh BSYE-BSSN
Data lengkap dupat diperoleh welalut sistem OS5 menggunakan hak okses

laktrumb
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PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha O TR PR UTR TS S e o
Nomor Induk Berusaha (NIB) O TR PR UTR TS S et

Menyatakan:
1. Bersedia menjaga Kesclamatan, Keamanan, Keschatan dan pelestarian fungsi

Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud:

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan;

3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait
dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
pelaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

......... gerssen ps B Prcar
(Jabatan)

Surat pernyataan ini tersimpan secara clektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.
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EATANN SAASONS ST IvIAS

Bt ecasamc et addyincey

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku
usaha dengan identitas scbagai berikut:

Nama Pelaku Usaha LSRR YRS BT RO AR
Nomor Induk Berusaha (NIB) LSRRI YRS BT RO AR

Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:
A. Persyaratan:
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;
2) Keterangan mengenai jenis komoditas, galur, dan lokasi usaha peternakan;
dan
3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi
bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur barm.
B. Kewajiban:
1) Mencrapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi;
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha
peternakan; dan
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
2, Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi Ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.

3. Berscdia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka
peclaku usaha bersedia menerima konsckuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

......... gosansay BONLLL
(Jabatan)

(Namay)

Surat pernyataan ini tersimpan sccara clektronik di dalam sistem OSS scbagai bagian
tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang
dimaksud.

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT SERTIFIKAT
STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKAS!)

g

i
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : ..o, (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan XXX (sesuai nomenklatur
K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Nomor Induk Berusaha (NIBj
3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha S PR PR G DIE

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya scsuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Diterbitkan tanggal © ..o
Perubahan ke- ............... Tanggal :

a.n. MENTERI .......... JKEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP ..............,

(NAMA)
Ditandatangani secara clcktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan date dari pelaku usaha, tersimpan dalam s Bt
0SS, yang merjadi tanggung jawab pelaku usaha. N Febrwonis
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan diakukan perbaikan seb i mestingg

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Pertzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR © ...oooooviiiiiiinnnas (17 digit)

Lampiran berikut
kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perscorangan > :

ini

memuat daftar bidang usasha dan persyaratan dan/atau

Bulkti
" Kode o Lembaga
No KBLI Judul KBLI | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Pemenuhan Verifikasi Masa Berlaku
(1) 2) 3) 4] {S) (6] 7
Persyaratan
sudah
terverifikasi

ww

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan olch

K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan danj/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar
tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem

0SS, yang menjadi tanggung juvab pelaku usaha,
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalus sistern OSS menggunakan hak akses.

Malat
SertiBhasi
Fladtrunib

%

www.peraturan.go.id



un

*

-237-

2021, No. 272

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI

(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : ......cooocoevenene (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan XXX (sesuai nomenkiatur
K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal 4

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan 3 oo s taibisaimisibiads anbes
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha ¥ emes ey srnaINORID L snESe

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
scsuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usshanya sesuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal © .......ccoircniiiininnnn,

Perubahan ke- ... TEnRRAL & i dicsiiiiives (terisi bila melakukan perubahan)
a.n. MENTERI .......... JKEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
an. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP ... ¢
El'gil'ﬂ
=
(NAMA)

Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyvyy

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem q -
0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, A Fadrruait
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen in: telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitkan olch BSrE-BSSN.

Data lengkap Perixi Ber ha dapat diperoleh melalus sistern OSS menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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Lampiran berikut ini

-238-

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
{SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR ! ..ooviiiiniiniinin (17 digit)

kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perscorangan > :

memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau

Bukti Pemenuhan

Kode Persyaratan dan/atau Lembaga
No KBLI Judul KBLI Kewajiban Verifikasi Masa Berlaku
(1 (2) (3] (4] {5) (6) @

Permohonan disetujui
secara otomatis olch
sistemn OSS.

anN

»

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh

K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dar dokumen Sertifikat Standar
tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem 'd | Mebas

0SS, yang memadi tanggung jawab pelaku usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalut sistem OSS menggunakan hak akses.

Sertittaal

N | Dettrnras

www.peraturan.go.id
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C. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH RENDAH DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH

(NIB DAN SS TERBIT

BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ......cooivivniinns (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha o R R PRI D AR I PP AR

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Scrtifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya secsuai dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal ! ......oocoiiiiiiinnnnn.

Perubahan ke- ... Tanggal & aiaaniini. ({terisi bila melakukan perubahan)
a.n, MENTERI .......... JKEPALA _...........
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .............. .

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam si. :::,‘:,‘,_,",
0SS, yang memyadi tanggung jawab pelaku usaha. \ | tietermres
Dalam hal terjadi kekeliruan ist dokumen ini akan dilakukan perbaik bageis a inye.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalut sistem OSS menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: ..o (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nomor Sertifikat Standar: ... ...

No Kode Judul KBLI Persyaratan dan/atau Bukti Lembaga Masa Berlaku
KBLI Kewajiban Pemenuhan | Pengawas
] 2 3) ) (5) 6) i
Yo |Kewajiban:

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
( list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha: .......cocoeeiiiinnaas
Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha: ...
(bila belum ada Sertifikat Standar diisi dengan IU lama)

Lembaga Masa Berlaku

Pengawas

Kode Persyaratan dan/atau Bulkti

KBLI ARG Kewajiban Pemenuhan

No.

] 2 (] (4) (5) (6) 7
1.

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan
oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar
terscbut.

EJ'%ZEI
Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sisten E o .
0SS, yang memadi tanggung jawab pelaku usaha. VI | tietermria
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalut sistem OSS menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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D. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI SEBELUM
DIVERIFIKASI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH
TINGGI
{SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ....ovvvivininiiinins (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah

Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

ILNamaPelalarTIaalin:. =~ = fiecisiicesssscscasarsosccersscaraans

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) T wsaanad b aRa s Cadd b eV haaNAd baad

3. Alamat Kantor 2

4. Status Penanaman Modal

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha NS OIS BI ORI RIREEY SHHRRS BUAR

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen NIB yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas wajib
menjalankan kegiatan usahanya scsuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban
terscbut.

Diterbitkan tanggal @ ...

Perubahan ke- ........c..... Tanggal @ ............ (terisi bila melakukan perubahan)
a.n. MENTERI .......... JKEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .............. "

-

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yvyyy

Dakumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam si "
OSS, yang menjadi tanggung jauvib pelaku usaha. "‘""""
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoieh melalui sistern OSS menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nomaor Sertifikat Standar: .......oooocieiiianann.

c Bukti
Kode & 2 Lembaga
No. KBLI Judul KBLI | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Pemenuhan Verifikasi Masa Berlaku
(1 2) (3) (4] 5] 16) {7l
PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
( list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)
Nama Usaha: ......ccciieiiiiinnnas
Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha: ...
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)
Bulkti
Kode > - Lembaga
No. KBLI Judul KBL! [Persyaratan dan/atau Kewajiban] Pemenuhan Verifikasi Masa Berlaku
{1 2) 3] (4) (5] (6] {7)

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar

tersebut. E- E
39

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem 'd e
0SS, yang menjadi tanggung jauab pelaku usaha. N Sabtomi
2.  Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinga.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoteh melalui sistern OSS menggunakan haok akses

www.peraturan.go.id
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E. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI SESUDAH
DIVERIFIKASI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ........ccccoovevnn. (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor 2
Kode Pos:

4. Status Penanaman Modal 3

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban
sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
dokumen Scrtifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usshanya scsuail dengan persyaratan
dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal 1 .....cociiiiiciiicaniaciaans
Perubahan ke- ... ... TROERAL il b vadidandal
(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI .......... J/KEPALA ...
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .............. x

El'gl!l
=
(NAMA)

Ditandatangani sccara clecktronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam si " el
OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha N Alakronid
Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumen mi akan dilakukan perbaikan sebog m 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitian oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui si OSS menggunakan hak akses

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : .........cccocoenian. (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nomor Sertifikat Standar: ...

Bukti
Kode 3 3 Lembaga
No. KBLI Judul KBLI | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Pemenuhan Verifikasi Masa Berlaku
(1) (2] 3) 4 5] (6] 7
PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
{ list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)
Nama Usaha: ......cccciieviiiinnnas
Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha: ...
[bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)
Bukti
Kode o Lembaga
No. KBLI Judul KBLI | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Pemenuhan Verifikasi Masa Berlaku
(1 2} (3) 4 (5] (6] 7

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan
Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan olch
K/L/Pemda terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " e
OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha N Olakronid

Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumen mi akan dilakukan perbakan sebagaimana mestinga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiftkat eletronik yang

diterbitican oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

W
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Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR

Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar

terscbut.
o= 10|
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHLIL LAHADALIA
Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam si 'd el "
Natrranib

OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha

Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumx-n i akan diakukan perbakan seb mesting
ini telah dil ! garni secara clektronik menggunakan sertifikat elem:nuk yang

dm.-rbakan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui si OSS menggunakan hak akses
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT IZIN NORMAL PRODUK PRINT OUT
1ZIN
(SETELAH VERIFIKASI)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
1ZIN @ i (17 digit)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Izin ... kepada pelaku usaha berikut ini:
. Nama Peclaku Usaha %
. Nomor Induk Berusaha (NIB)
. Alamat Kantor ...Kode Pos: ............

. Status Penanaman Modal

. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Uszaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha

Lampiran Izin ini memuat daftar pcrsyamtan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode

KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang

dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan

usahanys scsuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal 1 ......iciiiiiiiinin.

wmobh W -

Perubahan ke- ... Tanggal : .....cc.ues (terisi bila melakukan perubahan)
a.n. MENTERI .......... JKEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .............. .

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yvyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam =i 'd el "
OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha Alakronid
2. Dalam hal terpadi hckchruﬂn isi dokunu'n i akan diakukan perbakan seb mesting
3. k ini telah d garni secara clektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
dm.-rbakan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui si OSS menggunakan hak akses

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA WS:‘“
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (SETELAH VERIFIKASI)

LAMPIRAN IZIN: ..., (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau

kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perscorangan> |

Kode Judul = Bukti Lembaga |
No KBLI KBLI Persyaratan dan/atau Kewajiban Pemenuhan | Verifikasi Masa Berlaku|
Ml 2 3) (4) (5) (6) (7l
Sudah | EB
diverifikasi

wh

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan olch
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan data dan pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " - -
OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha Osbzronib
Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumen mi akan dilakukan perbaikan sebag mesting

Dokumen ini telah ditandatangani secara clektronik menggunakan s:mﬁkm‘ cletronik yang

diterbitian oleh BSrE-BSSN,

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
A | i GRS it (17 diglt)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah

Republik Indonesia menerbitkan Izin ......... kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha $ erasasaasassosacsssssersasssaseaass

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) SIS S 3 PR TR IO DR oo

3. Alamat Kantor SR P RANA NS AR o AN AR T Bode POl .o isminmsianss

4. Status Penanaman Modal 90808 et Siirms Supd 68 Sudbed s badity

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan ...

Usaha Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha > SO S I3 R UTG OO

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen [zin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya scsuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal @ . ...
Perubahan ke- .. .....c..... Tanggal @ ............
(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI .......... /KEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .......ooooe.. :
[Of-
[=
{NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/vyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam =i 'd el "
OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha Alakronid
2. Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumt'n i akan diakukan perbakan seb mesting
3. k ini telah dil ! garni secara clektronik menggunakan sertifikat elem:nuk yang
dm.-rbakan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui si OSS menggunakan hak akses

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
1ZIN
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: ..oiiiiiiiiiiiiiins (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau

kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perscorangan> :

Kode Judul Persyaratan dan/atau . Lembaga
No KBLI KBLI Kewnjiban Bukti Pemenuhan Verifikasi lMasa Berlaku
(1 (2 {3 {4) 15) 16) 7]
Permohonan disetujuil b.
sccara otomatis oleh sistem
0SS,

W

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin terscbut.

Dokumen ini diterbithan sistem OSS berdasarkan data dan pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " - - -
OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha N Aeltonh
Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumen mi akan dilakukan perbakan sebagaimana mestinga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara clektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitian oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT IZIN 2 JAM SEBELUM DIVERIFIKASI PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SEBELUM VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN KEK/KPBPB
(NIB dan IZIN LAYANAN 2 JAM
TERBIT BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
AT, S (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan ................ (sesuai nomenklatur K/L)

kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha S, 698 A5 & i Sidivms b 598 A5 9kerd & b5
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) (SR AP I s P 74
3. Alamat Kantor .

4, Status Penanaman Modal Toes e baa berdARiv LEANRF oS RAY bals Sarai

5. Kode Klasifikasi Baku LAPANZAN  © .oiiiiiiiiiiiciiiiianiicriiisanias
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha S aa s SRS A LS AT AR S SE AR RE SRy

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen lzin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal ! .....cocoiiviciiiccniacnnan.
Perubahan ke- ... TENGRAL &l sl
(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB .........c.ccoae. ,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan pelaku ha, tersimp dal 15t mmm

0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. N Uektranit
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbatkan sebagaimana mestinga.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elcktronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitkan oleh BSrE-BSSN,
4. Data lengkap Perizn Berusaha dapat diperoleh melalut sistem OSS menggunakan hak akses
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SEBELUM VERIFIKASI)
VERS! TTD SESUAI
KEWENANGAN
2 KEK/KPBPB
Lo (NIB dan IZIN LAYANAN 2

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA JAM TERBIT BERSAMAAN)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: ..........con.n... (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama
perscorangan >:

Kod Guiiay, | Tt Bukti | Lemb
No. x R dan/atau m aga. Masa Berlaku
KBLI KBLI o Pemenuhan | Verifikasi
Kewajiban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan olch
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan danj/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem 0SS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem 'd o
0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. N Uokrivanth
Dalam hal terpadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinga,

Dokumen ini telah ditandatangant secara elektronitk menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbitkan oleh BSrE-BSSN,

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistern OSS menggunakan hak akses

www.peraturan.go.id
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C. FORMAT IZIN 2 JAM SESUDAH DIVERIFIKASI

PRODUK PRINT OUT

IZIN LAYANAN 2 JAM

(SETELAH VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI

KEK/KPBPB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
o1 o PRI s (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan xxx (sesuai nomenklatur K/L) kepada
pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Prclaku Usaha
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha L SO B OISR AR B

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI peclaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen [zin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya scsuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal @ .. ..ociiiiiiiiiiiiinnaaai.
Perubahan ke- ... TAnEEAL {1 ccinsasricsanase
(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAANKPBPB ..................,

(NAMA)
Ditandatangani sccara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen im diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem :‘.,‘f‘,fn.-
0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. S| avironn
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan seb i 125y

3. Dokumen ini telah ditandatangan: secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbithan olch BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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-253-

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
1ZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
VERS! TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPEPB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : ... . (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama
perscorangan=:

Persyaratan ”
Kode = Bukti Lembaga
No. KBLI Judul KBLI dan/?lau i = Verifi t Masa Berlaku
Kewajiban
(1) [2) (3) (4) {5} (6) (7)
Sudah
diverifikasi

Dengan ketentuan bahwa lzin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan danj/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

éﬁ%ﬁ

L

Dokumen i diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " er O

0SS, yang memadi tanggung jawab pelaku usaha. N Haktrnnk
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikon sebagaimana mestinga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbithan olch BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN

KEK/KPBPB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
o R, (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan ... (sesuai nomenklatur K/L)
kepada pelaku usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha Cearsrsaresossaseasesrasssersss

Nomor Induk Berusaha (NIB) 2 neaaNad bANAAE AL bW ad SaaNh

Alamat Kantor SR an AR T E AN R BAA Kode Pos: .............
Status Penanaman Modal : PMDN/PMA

Kode Klasifikasi Baku Lapangan R

Usaha Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha e cowsd bovhiiat s asas seaadass

R o

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya scsuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal @ ...
Perubahan ke- ........c..... TEANRRAET oo iasssnsssaniasy ({terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAANKPBPB .........c.ccooue. ,

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen im diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem :‘.,‘f‘,fn.-
0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. S| avironn
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan seb i 125y

3. Dokumen ini telah ditandatangan: secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbithan olch BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

www.peraturan.go.id
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN KEK/KPBPB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : ... . (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama
perscorangan=:

Persyaratan
Kode Judul P Lembaga Masa
No. | ket | kBu n/iats BN Remenhan Verifikasi | Berlaku
Kewaijiban
(1) [2) (3) (4) (5] (6) (7)

Permohonan disctujui
sccara otomatis oleh
sistemn OSS.

Dengan ketentuan bahwa lzin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI
yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh
K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan danj/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin terscbut.

%

L

Dokumen i diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " er O

0SS, yang memadi tanggung jawab pelaku usaha. N Haktrnnk
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikon sebagaimana mestinga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbithan olch BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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D. FORMAT IZIN NORMAL DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

PRODUK PRINT OUT

(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Ly N —— (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Izin ... kepada pelaku usaha berikut ini:

. Nama Pelaku Usaha Y s R AAN AT
. Nomor Induk Berusaha (NIB) B aosk pawi kbd vt 499
Alamat Kantor OIS e 150, 2 Kode Poas:iuiiaiaisniie
Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
. Kode Klasifikasi Baku Lapangan - SHOTRRRY YRSV,
Usaha Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha 2 eeasaressqsnsprssves

9B wN

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode
KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang
dimaksud. Pelaku Usaha dengan [zin terscbut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya scsuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban secsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal { ........cccoiivinianen

Perubahan ke- ... Tanggal @ ............ (terisi bila melakukan perubahan)
a.n. MENTERI .......... /KEPALA ............
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........
KEPALA DPMPTSP .............. X

(NAMA)
Ditandatangani secara clektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/vyyy

1.  Dokumen imi diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem | >or
0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. S| tavtroni
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagai 1y
3. Dokumen ini telah ditandatangan: secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbithan olch BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
1ZIN
(SETELAH VERIFIKASI)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN © .oovviiiiiaannnns (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)
PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN
Nama Usaha: ...
NOROE 1ZE0 24,00 o sninaxesaonpiazas
Kode Judul . Bukti Lembaga |
No. Persyaratan dan/atau Kewajiban Masa Berlaku|
KBLI KBLI Pemenuhan Verifikasi
(] @ (3) (4) (5) (6) (7)
IC.
PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
( list bisa bertambah scsuai jumlah perusahaan yang menggabung)
Nama Usaha 3/ s bdibdot abyubbics

Nomor lzin/ 1zin Usaha AR AANS T ANATAR AN

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

Kode Judul Bukti Lembaga I'M

No. Persyaratan dan/atau Kewajiban 3 = asa Berlaku
KBLI KBLI Pemenuhan Verifikasi

] 2 (3) {4) [5) (6) (7)

wun

Dengan ketentuan bahwa lzin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI

yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan olch

K/L/Pemda terkait.

Dokumen i diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem ' er O
OSS, yang memnyadi tanggung jawab pelaku usaha “ Slsbtrnnid
Dalam hal torjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbithan olch BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR
Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut,

o0

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHLIL LAHADALIA
1. Dokumen im diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem | >or 0
0SS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. S v
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan seb i 125y

“n

Dokumen ini telah ditandatangan: secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbithan olch BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

=
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LAMPIRAN VII

2021, No. 272

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS

PENANAMAN MODAL

FORMAT PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

PRODUK PRINT OUT
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

PBUMKU: ..................... (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia

menerbitkan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan ...

kepada pelaku usaha berikut ini:
. Nama Pelaku Usaha $ onesrpassareansesspssd s
. Nomor Induk Berusaha (NIB) > B P PR AR PO

. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
. Kode Klasifikasi Baku Lapangan ... ...

Usaha Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha > RO A HOR S PR T
Telah memenuhi persyaratan:

[ 0N S S I S

. Alamat Kantor > BT RPTOIE LRy TP Kode Pos @ .........

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data
teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal @ ...

Perubahan ke- ... ..o Tanggal ! ..ccoeeaeeas (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(NAMA)
Ditandatangani sccara elektronik
Dicetak tanggal : dd/mm/yvyyy

Dokumen i diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dart pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " | or -
N Flabtinn

0SS, yang memnyadi tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagai st

Dokumen ini telah ditandatangan: secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang
diterbithan oleh BSrE-BSSN.

L)

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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PRODUK PRINT OUT
PBUMKU

»

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Lampiran berikut memuat data teknis .o, seeseasesnssnsances untuk:

Data Teknis

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem " e O
0SS, yang memnyadi tanggung jawab pelaku usaha. N Slsbtrnnid

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagail a tinye.

Dokumen ini telah ditandatangant secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang

diterbithan olch BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

wn
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. PERSYARATAN/KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

No. | Fasilitas Persyaratan /Kelengkapan Dokumen
1. | Fasilitas Pembebasan |1, Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir
Bea Masuk (flow chart):
atas Impor Mesin 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang discsuaikan

dengan jenis produksi yang tertera di dalam data
kegiatan usaha Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
yang diajukan;

3. Decnah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis
gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan
jasa;

4. Data tcknis/desain /brosur mesin;

S. Perijinan Berusaha Berbasis Resiko atau Surat
Rekomendasi:

a. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu
dengan industri pengolahannya harus dilengkapi
dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq.
Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;

b. bagi perusahaan industri karet menjadi sheet,
lateks pekat, crumb rubber, harus dilengkapi
dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq.
Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;

c. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan
industri pengolahannya harus dilengkapi dengan
Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cg. Dirjen
Perkebunan yang telah dimiliki;

d. Khusus perusahaan pertambangan dilengkapi
dengan Izin Usaha pertambangan (IUP) atau
Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Pertambangan,
dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi
dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan {[UJP) atau
Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Jasa
Pertambangan dan Kontrak Kerja dengan pemilik
[UP atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
Pertambangan;

e. Pemilik Izin Ussha pertambangan (IUP) atau
Perijinan Berusaha Berbasis Resiko pertambangan
schagaimana dimaksud pada angka d harus sudah
berstatus clean and clear dari Kementerian Energi

i, Dokumen i diterdetkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiilsn Perusahoan :::h
Asing, terspepan dolam mstew OS5, yong menpd tanggung fouabd Kepasls Karntor Pericekiian \‘ - e
Dualam Mal terpdi kekehruan 151 dobumen md akan dilakukan perbathun sebogomans nesa;;.

Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang riakan

oleh BSIE-BSSN.

4 Data lengkap dopat dipercieh melaha mstem OSS menggurahan hak chses

N
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No.

Fasilitas

Persyaratan/Kelengkapan Dokumen

dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau;
f. Kementerian teknis lainnya vang terkait

Perubahan Penctapan
Fasilitas Pembebasan

Bea Masuk atas Impor
Mesin

Uraian proses produksi dilengkapi ;engan diagram alir
(flow chart):

Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan
dengan jenis produksi yang tertera di dalam data
kegiatan usaha Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
yang diajukan perubahan atas kapasitasnya;

Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis
gedung/bangunan;

Data tcknis {Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)
atau Ainways Bill/AWB, kontrak) atau brosur mesin;
Rcekapitulasi realisasi impor mesin;

Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila
diperlukan; dan

Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan
dilakukan perubahan

Perpanjangan Jangka
Waktu Fasilitas
Pembebasan Bea
Masuk atas Impor
Mesin

Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan

Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan
dilakukan perpanjangan

Fasilitas Pembebasan

Bea Masuk atas Impor
Barang dan Bahan

Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan
baku serta diagram alir (flow chart);

Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (bill of material)
untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis
produksi pada Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
yang diajukan;

Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis
gedung/bangunan;

Data tcknis atau brosur Barang dan Bahan;
Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait
capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor
independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor
bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;
Laporan produksi;

Laporan absensi;

Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan
bulkti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan
telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus
untuk permohonan fasilitas impor bahan baku
terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

e

Dokumen v ditertatkan sistem OSS berdasarian daota darn pthek Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan '
Asing, terspepan dolam mstew OS5, yong menpd tanggung fouabd Kepasls Karntor Pericekiian \d
Dalam Mol terpdi kekenuan 151 dofumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomans mesa;z:.

Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang

oleh BSIE-BSSN.

[

riaian

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses
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Fagilitas

Persyaratan/Kelengkapan Dokumen

Perubahan Penetapan
Fasilitas

Pembebasan Bea
Masuk atas

Impor Barang dan
Bahan

. Urailan proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan

baku serta diagram alir {flow chart);

. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (bill of material)
untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi

di pada Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang
diajukan jika ada perubahan;

. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan);
. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan,
. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan

menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan

Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas

impor Barang dan Bahan dan telah diberikan
persetujuan pengeluaran barang oleh Dircktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari

Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen

Dalam Negeri;
Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan
Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas

Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan
vang akan dilakukan perubahan.

Perpanjangan
Jangka Waktu
Fasilitas Pembebasan
Bea Masuk

atas Impor Barang
dan Bahan

Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan;

Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan

Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan
yang akan dilakukan perpanjangan.

Fasilitas Pembebasan
bea masuk atas impor
barang modal dalam
rangks pembangunan
atau pengembangan
industri pembangkitan
tenaga listrik untuk
kepentingan umum

6.

Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang

telah disetujui dan/atau ditandasahkan oleh Direktur

Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mincral;

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau
Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diberikan
olech Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
Dalam hal permchonan fasilitas diajukan oleh Pelaku
Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 4
huruf b, permohonan harus dilampiri dengan
perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase
Agreement {PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha
(Finance Lease Agreement (FLA)) dengan PT PLN
(Persero);

Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Pelaku
Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 4
huruf ¢ dan d, permohonan harus dilampiri dengan
perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase
Agreement (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang
memiliki wilayah usaha;

Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang discsuaikan
dengan jenis produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis
Resiko yang diajukan; dan

Data teknis / desain / brosur mesin,

Perubahan Penetapan

X

Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan

e

Dokumen v ditertatkan sistem OSS berdasarian daota darn pthek Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan '
Asing, terspepan dolam mstew OS5, yong menpd tanggung fouabd Kepasls Karntor Pericekiian \d
Dalam Mol terpdi kekenuan 151 dofumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomans mesa;z:.

Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang

oleh BSIE-BSSN.

riaian

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

Natal
Sestifihani
Clahtrunie
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No. Fasilitas Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
Fasilitas proyek yang telah disetujui dan/atau ditandasahkan
Pembebasan Bea oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian
Masuk atas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Impor Barang Modal 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan
dalam rangka jenis dan kapasitas produksi Izin Usaha Penyediaan
pembangunan atau Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis
F::ﬁ:lb:cn:\inan gkitan Resiko ynng din jika-ad.a pcrubahan kx?pasitas;
tenaga listrik untuk 3. Data teknis (Invoice, Packing List, Bill of Lading {B/L)
kepentingan umum; atau Ainvays Bill/AWB, kontrak) atau brosur / desain

mesin; dan

4. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang

akan dilakukan perubahan

9. | Perpanjangan Jangka | 1. Laporan realisasi impor; dan
Waktu 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas
Fasilitas Pembebasan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang
Bea Masuk akan dilakukan perpanjangan.
atas Impor Barang
Modal dalam rangka
pembangunan atau
pengembangan
industri pembangkitan
tenaga listrik untuk
kepentin, Lmum;

10. | Fasilitas pembebasan Surat Rekomendasi Masterlist dari Direktorat Jenderal
atau keringanan bea Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber
masuk dan/atau Daya Mineral
pembebasan pajak
pertambahan nilai
atas impor barang
dalam rangka kontrak
karya atau perjanjian
karya pengusahaan
pertambangan
batubara

11. | Perubahan Keputusan |1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral
pembebasan atau dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
keringanan bea masuk Mineral;
dan/atau pembebasan (5 1 anoran reatisasi impor barang di tahun berjalan; dan
g?_[]:,‘k :xn;nb:han 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas
bam:ga;mgo rangka Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan
kontrak karya atau dilakukan perubahan.
perjanjian karya
pengusahaan
pertambangan
batubara;

12. | Perpanjangan Jangka 1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mincral
Waktu dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
pembebasan atau Mineral;
keringanan bea masuk | 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan
dan/atau pembebasan | 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas
ﬁgkaf::i:‘:::hm Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang
barang dalam rangka akan dilakukan perpanjangan.
kontrak karya atau
perjanjian karya
pengusahaan
pertambangan
batubara

13. | Fasilitas Pengurangan | 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana

e

Dokumen v ditertatkan sistem OSS berdasarian daota darn pthek Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan '
Asing, terspepan dolam mstew OS5, yong menpd tanggung fouabd Kepasls Karntor Pericekiian ‘d
Dalam Mol terpdi kekenuan 151 dofumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomans mes?‘:z:.

Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang

oleh BSIE-BSSN.

riaian

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

Rata
Sertifihasi
Clahtrunin
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No. Fasilitas Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
Pajak penanaman modal;
Penghasilan Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan
Badan Salinan digital kajian pcmenuhan kriteria industri
pionir (untuk bidang usaha yang tidak tercantum
sebagai industri pionir).
14. | Fasilitas Pajak Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana
Penghasilan Untuk penanaman modal; dan
Penanaman Modal Di Surat keterangan fiskal para pemegang saham.
Bidang-Bidang Usaha
Tertentu Dan/Atau Di
Dacrah-Dacrah
Tertentu
15. | Fasilitas Pengurangan Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana
Pajak penanaman modal;
Penghasilan Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan
Badan pada KEK Penetapan scbagai Badan Usaha dari
Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota atau dari Administrator KEK.
16. | Fasilitas Pajak Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana

Penghasilan Untuk
Penanaman Modal Di
Bidang-Bidang Usaha
Tertentu Dan/Atau Di
Dacrah-Dacrah
Tertentu pada KEK

penanaman modal; dan
Surat keterangan fiskal para pemegang saham.

“we

Dokumen v ditertatkan sistem OSS berdasarian daota darn pthek Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan '
Asing, terspepan dolam mstew OS5, yong menpd tanggung fouabd Kepasls Karntor Pericekiian .

Dualam Mal terpdi kekehruan 151 dobumen md akan dilakukan perbathun sebogomans ME%.
Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang

oleh BSIE-BSSN.

riaian

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

Rata
Sertifihasi
Clahtrunie
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B. Format Keputusan
1. Format keputusan pembebasan bea masuk atas impor

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
D voorannsssrareasse NSO RANN ORISR ssqmxsan

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN /PENGEMBANGAN PT......ccooiviiiinns
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

Menimbang : a. bahwa perusahaaan telah memenuhi persyaratan  sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan
Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.010/2015;

b. bahwa perusahaan telah memiliki Izin No. ... tanggal ........;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 /PMK.011/2009 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan
Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188 /PMK.010/2015;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9/M-IND/PER/2/2010
tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri
Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka
Penanaman Modal scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menectapkan :KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN
BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.................
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

KESATU : Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia
Memberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Mesin/Barang dan Bahan kepada :

1. Nama b SR 7P NS IR I S O T o e I TR oo e STU Y Doy DI T potid PRe T
i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiilsn Perusaioan ' §or N
Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan ‘d - st
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana nes%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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Perusahaan
2. Nomor S N a R e e AP R AN AN P H A A NPT FE A NS AR S als e A KA o NS NANE R T
Induk
Berusaha
3. KBLI
4. Bidang
Usaha
5. Nomor
Proyeck
6. NPWP B NaaNs ah s RS RIS IO SN TS RS S SN IO I SA NSRS T 44 G0 TN BB BE LS
7. Alamat T doibiavtdoviedstuets sabuisbbdovt Svwd vis bus bl bt shbdavs 409 buds budd Sedhv) sidiuvid
Kantor
8. No. I meerrreasesesnaseastttesaantss s esqessseareteseentests it essaneadtisatnensasty
Telp/Email
9. Lokasi
Usaha
- Alamat b RO ORI S SRR U SRR 1 SRR 1R SRR T PP G A
- Desa/ 8 anaaEa it SRS E Ca 4 E SNSRI N TS AN BB NPR I b S SRS AT SRS A ISR
Kelurahan

Kecamatan
- Kota/ b IS PO TG DL S A S PP T IO W S PP U BT SUR TR DS e e
KEDUDRIBIE 1 ioireadiaesans sonnes sty i ss 4 sass shARsALsAacrARs SaRARBRAIES SRR
- Provinsi
10. Masa : 2 (dua) Tahun
Berlaku
Fasilitas

KEDUA ! &. Atas rencana impor oleh pelaku usaha scbagaimana pada DIKTUM

PERTAMA dcngan perkiraan harga scbesar USS. .... akan ditetapkan
kemudian pengimporan scbagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).

b. Dalam peclaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan
pembatasan scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KETIGA
Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sctelah realisasi impor melalui sistem OSS.

KEEMPAT

Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat

menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan

Menteri Keuangan ini scpanjang masih dalam satu wilayah pengawasan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai.

KELIMA

a. Mesin/Barang dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan pada
lokasi yang berbeda sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA scpanjang
masih dikuasai olch perusahaan untuk kegiatan usaha yang sama
sesual dengan perizinan berusaha berbasis risiko yvang dimiliki oleh
perusahaan.

b. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea
Cukai atas pindah lokasi mesin/barang secbagaimana pada huruf a.

KEENAM : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin/barang dan bahan, perusahaan
wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi berupa
denda  sesuai ketentuan  peraturan  perundangundangan di bidang

kepabeanan.
i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan §or -
Asing, terstepan dolam sstew OS5, yang menpd 'angg\mgpuab Ka}:h Klm'hmbhn ~ = s——y
2 Dolam halterpds kzlrnmm st dahaunn ahn dahkuhn pe
3 Dokumen tu telah ot gurd secamm elektrorsk menggunakan sernfikar ckmmkpng direraian
oleh BSIE-BSSN.
4 Data lengkap dapat diperoleh meloha mstem OSS menggurahan bk chses.
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KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kckeliruan dalam Surat Keputusan ini,
maka skan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara clektronik

Salinan disampaikan kepada :

Menteri Keuangan;

Dircktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Dircktur Jenderal ...;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Kepala DPMPTSP Provinsi ...

Kepala KPPBC ...;

Direksi PT. ...

PN Db WN

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana ne%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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Format keputusan pajak penghasilan untuk penanaman modal di

bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU

Menimbang

Mengingat

L

-

Dokumen tni diterbathan xistem OSS bevdasarkan data dan pihak Kepals Kartor Feruetilan Perusahoan '

DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

4.

bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak PT. ...... , Lembaga
OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan
kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2019 dan mengusulkan PT. .............. (NPWP :
............... ) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan
untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan/atau di dacrah-daecrah tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada
huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang
Peclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daecrah
Tertentu scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262} scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas

 Makel
Sevtifihasi

Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan ‘d Cohtranih
Dulam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan perbatkan sebogomans me.

Dokumen vu telah o

Py

gurd secam elektrorsk menggunakan sernfikar ¢letromk pnm}hhan

oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-Dacrah Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 18);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2020;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang
Pclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-Daerah

8. Tertentu scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Kriteria danj/atau Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Scktor
Industri.

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di dacrah-daerah
tertentu kepada:

Wajib Pajak I o Y PP S A S
NPWP QL PRI AR S
Alamat S i esexcscasatrsnesnsaraiisaes
KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan
Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-
masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;

b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi
yvang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha,
dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi
ditetapkan scbagai berikut:

-

Dokumen i diteriathan sistem OSS berdesarkan data dan pohak Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
Dolam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan perbatkun sebogomans ne%.

Dolkum en  telah ditand secam elektrorak menggunakan sernfikar eletromk ygang riakan

o

e

oleh BSIE-BSSN.
Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.

-
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1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap
berwujud:

a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2
(dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau
tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun
scbesar 100% (seratus persen) yang dibebankan
sckaligus;

b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4
(empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus scbesar 25% (dua puluh lima persen)
atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo
menurun sebesar 50% (lima puluh persen);

c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8
(delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima
persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo
menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);

d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10
{scpuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau
tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun
scbesar 20% (dua puluh persen);

¢) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh)
tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode
garis lurus scbesar 10% (sepuluh persen);

f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi S
(lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan
tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus scbesar
50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi
berdasarkan metode saldo menurun scbesar 100%
(seratus persen) yang dibebankan sckaligus;

b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi
berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima
puluh persen);

c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif
amortisasi berdasarkan metode saldo menurun secbesar
25% (dua puluh lima persen);

d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi
berdasarkan metode saldo menurun scbesar 20% (dua
puluh persen).

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan
kepada Wajib Pajak luar negeri sclain bentuk usaha tetap di
Indonesia scbesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih
rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang
berlaku; dan

d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan scbagai
berikut:

Dokumen i ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiilsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam sstew OS5, yang menpd 'angg\mgjwnb Kapsh Kcmrhmhhn ~ Shakbrmnin
Dalam hal terpds kzlrnmm st dahaunn ahn dahkuhn pe

Dokumen v telah dit gurd secamm elektrorsk menggunakan sernfikar ckmmkpng direraian

oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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1. tambahan 1 ({satu) tahun untuk Penanaman Modal
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu yang
dilakukan Wajib Pajak:

2. tambahan 1 (satu} tahun apabila Pecnanaman Modal
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-dacrah Tertentu
dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;

3. tambahan | (satu) tahun apabila Penanaman Modal
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daecrah-dacrah Tertentu
dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;

4. tambahan 1 (satu) tahun  apabila mengeluarkan
biaya untuk infrastruktur ckonomi dan/atau sosial di lokasi
usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiahj;

5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku
dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling
sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak
ke-2 (kedual);

6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:

a) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah  paling
sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan
mempertahankan jumlah tersebut sclama 4 (empat) tahun
berturut-turut; atau

b) tambahan 2 (dua) tahun apabila mecnambah  paling
sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan
mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun
berturut-turut;

7. tambahan 2 ([dua) tahun apabila mengeluarkan biaya
penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka
pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit
5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ckspor paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan
dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada
bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu yvang
dilakukan di luar kawasan berikat.

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam sstew OS5, yang menpd 'angg\mgjwnb Kapsh Kcmrhmhhn ~ Shakbrmnin
2 Dolam halterpds kzlrnmm st dahaunn ahn dahkuhn pe
3 Dokumen tu telah ot gurd secamm elektrorsk menggunakan sernfikar ckmmkpng direraian
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.

www.peraturan.go.id



273 2021, No. 272

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal
Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor
................... tanggal ................. dan Izin Usaha (lzin Usaha
Industri) tanggal pengajuan ............... dengan Nomor Kode Proyck
........................ sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

KEEMPAT ; Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA butir a mulai berlaku scjak saat mulai berproduksi secara
komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Dircktur Jenderal
Pajak tentang Penectapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara
Komersial.

KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA butir b dan butir ¢ mulai berlaku scjak ditetapkannya
Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA:
1) butir d angka 1 dan 2 mulai berlaku scjak ditetapkannya
Keputusan Menteri ini.
2) butir d angka 3 sampai dengan angka 8 mulai berlaku scjak
ditetapkan dengan Keputusan Dircktur Jenderal Pajak tentang
Penctapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.

KETUJUH : Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA butir d berlaku ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Dacrah-Daerah Tertentu scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.010/2020.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan
Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, dd/mm/yyyy

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Nama
Ditandatangani secara elcktronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:
Menteri Koordinator Bidang Perckonomian;

Menteri Keuangan;

Menteri Perindustrian;

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

LN~

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin

2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana ne%.

3 Dokumen i telah ditand secam elektrorak menggunakan sernfikar eletromk ygang riakan
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oleh BSIE-BSSN.
Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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5. Dircktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Dircktur Peraturan Perpajakan II, DJP;

7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;

8. Kepala Kantor Wilayah DJP .........;

9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ............... %
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

-

Dokumen i ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan phak Kepals Kantor Peruweik » £ e
Asmng, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh ranggungpuab chah hmrkmhbn ~ | Flahtranih
Dulam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan pe
Dokumen i telah dtandatangamn: secarm lbmoutncmmnhu sernfikar eletromk png direraian
oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dopat diperoleh melaha mstem OSS menggunahan bk chees.
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PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Lampiran I Nomor 76 Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-Daecrah
Tertentu dengan Bidang Usaha
POONAS oo vs00ap04 000000004 r8800080s1te 10000 sensd b0

Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor
............ tanggal .............. dan Izin Usaha (Izin Usaha Industri/lzin Perluasan)
tanggal pengajuan ... .... dengan Nomor Kode Proyek ............. pada bidang
BRI o356 L sacsassiivarssivsssit, +IEBLE s

Lokasi usaha/proyek di Jalan .......

Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Wajib Pajak

menjalankan usaha dalam bidang usaha ... o RBEL s nisnsirosing dengan
cakupan produk ... dengan rencana penanaman modal senilai Rp.
rincian sebagai berikut:

Modal Tetap: Jumlah

1. Pembelian dan Pematangan Tanah Rp. L

2. Bangunan/Gedung 2" TS KIRK OO CR

3. Mesin Peralatan B s

4. Mesin Peralatan Impor RIN epsaissgmmseny

5. Lain-lain RE: sccmmmmsrn

Total R sassgmmmosmins

Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan scbagaimana dimsksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman
Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan
kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas
Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, scbelum
berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

a. jangka waktu 6 tahun scjak saat mulai berproduksi secara komersial; atau

b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam
rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik
transfer pricing yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan
fasilitas Pajak Penghasilan.

Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan
pemberian fasilitas Pajak Penghasilan,

. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi
komersial kepada Dircektur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak
melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT. ...

Dokumen i diteriathan sistem OSS berdesarkan data dan pohak Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan ' :::h
Asing, terspepan dolam mstew OS5, yong menpd tanggung fouabd Kepasls Karntor Pericekiian \d - e
Dualam Mal terpdi kekehruan 151 dobumen md akan dilakukan perbathun sebogomans nesa;;.

Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang riakan

oleh BSIE-BSSN.
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11. Pemanfaatan scluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Nama
Ditandatangani sccara elektronik

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana ne%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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3. Format keputusan pengurangan pajak penghasilan badan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Menimbang

Mengingat

Menctapkan

KEPADA PT covursisssrsssssssssrsssssrsssssse

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak
Penghasilan badan Wajib Pajak PT. ... , Lembaga
0SS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan
kriteria dan persyaratan scbagaimana diatur dalam Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan;

b. bahwa berdasarkan hasil penclitian secbagaimana dimaksud
dalam huruf a, Wajib Pajak PT. ... dapat
diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor  130/PMK.010/2020 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan ¢ serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menterni
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian

a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun
2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri
Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA

2021, No. 272

N -

-

Dokumen i diteriathan sistem OSS berdesarkan data dan pohak Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan

Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan ~

Dolam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan perbatkun sebogomans ne%.
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) 1 VAR PR oD

PERTAMA : Menctapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan

badan kepada:
Wajib Pajak
NFPWP

KEDUA : Pemberian tasnhtas pengurangan Pajak Penghasilan badan

scbagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:

a. Pengurangan Pajak Pcnghasilan badan scbesar ....% (..........
persen) untuk  jangka waktu ... (o )} tahun pajak,
berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp.
................. {eeiisiieincan,) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai
Berproduksi Komersial;

b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar ... 36 (aanis
persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu ...
[ (VPRA ) tahun pajak, terhitung scjak berakhirnya pemberian
pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana dimaksud
pada huruf a; dan

¢. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak
ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak
yvang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk
jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan
Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana
dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ..............

tanggal ............. , dan Izin Usaha Industriflzin Perluasan yang
diterbitkan olch Lembaga OSS pada tanggal ............ dengan Nomor
Kode PIOYOR woccscaiuicacaisersasaisis sesuai dengan Lampiran Keputusan

Menteri  ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku secjak saat mulai
berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Penctapan Saat Dimulainya Berproduksi
Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana

N -

-

dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah
nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari
Rp.100.000.000.000,00 (scratus miliar rupiah);

b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan
ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha
Utama;

c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang
modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru
yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan,
kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi
secara kescluruhan scbagai satu paket penanaman modal baru
dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau
Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai percepatan
pelaksanaan proyek strategis nasional;

d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang
tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama sclama
jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan

Dokumen i ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiilsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam sstew OS5, yang menpd 'angg\mgjwnb Kapsh Kcmrhmhhn ~ Shakbrmnin
Dalam hal terpds kzlrnmm st dahaunn ahn dahkuhn pe

Dokumen v telah dit gurd secamm elektrorsk menggunakan sernfikar ckmmkpng direraian

oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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badan;

c. Wajib Pajak memindahtangankan asect sclama jangka waktu
pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali
pemindahtanganan terscbut dilakukan untuk tujuan
peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai
realisasi penanaman modal baru  kurang dari  rencana
penanaman modal baru; dan/atau

f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar
negeri.

KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
discsuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang
dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar
pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan
lebih dari atau sama dengan Rp. 100. 000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana
bidang wusaha penanaman modal yang mendapat fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KETUJUH : Penyecsuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
badan scbagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan
melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini, maka akan dilakukan perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Nama
Ditandatangani secara clektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perckonomian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian;

4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
Kepala Kantor Wilayah DJP ... 3
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ........... s
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

®3

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana ne%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.
4 Data lengkap dapat diperoleh meloha mstem OSS menggurahan bk chses.
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PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin
Usaha ... yang diterbitkan olch Lembaga OSS pacda tanggal ... dengan Nomor Kode

2. Lokasi usaha/proyck di .......

3. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis
Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan, dengan bidang usaha dan jenis produksi, ................... yang
menghasilkan ...

4. Berdasarkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:

a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi ...

b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap: Jumlah

1. Pembelian dan Pematangan Tanah Rl

2. Bangunan/Gedung R S K S S

3, Mesin Peralatan Lokal o

4. Mesin Peralatan Impor R T

5. Lain-lain R
Total > ¢ XU PR OO0 3

5. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas
penghasilan yvang diperolch dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud
pada angka 3. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan vang berlaku dan Wajib Pajak wajib
melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas
pengurangan pajak  penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak
mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pada
saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat
keterangan fiskal atas nama ...

7. Pemanfaatan scluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Nama
Ditandantangani sccara clektronik

Radai
Asing, tersimpan dolam sistes OSS. yong menpdh tanggung jwab Kepals Kantor Pericekilan x - e
Dualam Mal terpdi kekehruan 151 dobumen md akan dilakukan perbathun sebogomans nesn:z.
Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang riakan
oleh BSIE-BSSN.

4 Data lengkap dapat diperoleh meloha smstem OSS menggunahan bk chses

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan 'd

N

www.peraturan.go.id



-281-

4. Format keputusan pengurangan pajak penghasilan badan pada KEK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS ...,

Mecnimbang

Mengingat

Menctapkan

N -

-

Dokumen i diteriathan sistem OSS berdesarkan data dan pohak Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan

KEPADA P 1vovenenessrenensrenenssanessrens .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. ... :
Nomor NPWP ...... , Lembaga OSS telah melakukan penclitian
untuk menilai pemenuhan kriteria  dan persyaratan
scbagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

bahwa berdasarkan hasil penclitian scbagaimana dimaksud
bahwa berdasarkan hasil penclitian scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, Wajib Pajak PT. ...... , Nomor NPWP ...... , dapat
diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 237/PMK.0C10/2020 tentang Perilakuan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meclaksanakan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan
Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus ... kepada PT.

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyclenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020
tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada
Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER!I KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS ........... KEPADA PT. ...c.citiaemiiiaiianeae

Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan ~ Cohtranih
Dulam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan perbatkan sebogomans me.

Dokumen vu telah o
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oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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Menctapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan kepada:
Wajib Pajak t PLuLiGisniainiisse
NPWP :

Alamat
Lokasi KEK

Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

schagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:

a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan scbesar 100% (seratus
persen) untuk jangks waktu ... (terbilang........ ) tahun pajak,
berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp. ...
{terbilang............... ) terhitung secjak tahun pajak Saat Mulai
Berproduksi Komersial;

b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan scbesar 50.% (lima puluh
persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2
{dua) tahun pajak, terhitung scjak berakhirnya pemberian
pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana dimaksud
pada huruf a; dan

¢. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak
ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak
yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk
jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan
Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana

dimaksud dalam Perizinan Berusaha Nomor ... yang
diterbitkan olch Lembaga OSS pada tanggal ............. , dengan Nomor
Kode Proyek .......cocoeeee. sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku scjak saat mulai
berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Penctapan Saat Dimulainya Berproduksi
Seccara Komersial.

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

a, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah
nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan
ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha
Utama;

¢. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang
modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru
vang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan,
kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi
sccara kescluruhan scbagai satu paket penanaman modal baru
dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau
Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai percepatan
pelaksanaan proyek strategis nasional;

d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang
tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama sclama

| Bkl
Sertifihavi

Asing, tersiepan dolam sstew 0SS, yang menpd 'anggungpuab Kapsh Kcmrhmbhn ~ Clahtranih

e

oleh BSIE-BSSN.
Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan
badan;

c. Wajib Pajak memindahtangankan asct sclama jangka waktu
pemanfaastan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali
pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan
peningkatan  cfisiensi dan tidak menycbabkan jumlah nilai
realisasi penanaman modal baru kurang dari  rencana
penanaman modal baru; dan/atau

f. Wajib Pajak meclakukan rclokasi penanaman modal baru ke luar
negeri.

KEENAM : Besaran danj/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan scbagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang
dari batas minimal rencana penanaman modsal yang menjadi dasar
pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan
lebih dari atau sama dengan Rp. 100. 000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana
bidang wusaha penanaman modal yang mendapat fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KETUJUH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
badan scbagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan
melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.010/2020 tentang
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan
Ekonomi Khusus.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini, maka akan dilakukan perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani sccara clektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri .......... (sesual sektor};
4. Kcepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan:
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Dircektur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP ......... e
9, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ................ >
10.Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

-
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PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS .... KEPADA PT. ...

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS pada tanggal ...,dengan Nomor Kode Proyek ...
2. Lokasi proyck di ... .pada Kawasan Ekonomi Khusus ._..
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha scebagaimana dimaksud dalam angka 1:
a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha ..., KBLI ... dan
Cakupan Produk ... .
b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian scbagai berikut:

Modal Tetap: Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah Rp.iniiiiaaigg
2. Bangunan/Gedung R s b sn s mps s sk
3. Mesin Peralatan Lokal TR oarcatrromaraon s ins
4. Mesin Peralatan Impor B wsswmmmmmmmmmenmas
5. Lain-lain RP. i
Total R s b sa b mpsaisnds

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas
penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama scbagaimana dimaksud
pada angka 3.

5. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan
terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak
penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas
pengurangan pajak penghasilan badan.

6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pada
saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat
keterangan fiskal atas nama ...

7. Pemanfaatan scluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Nama
Ditandatangani secara clektronik

Radai
Asing, tersimpan dolam sistes OSS. yong menpdh tanggung jwab Kepals Kantor Pericekilan x - e
Dualam Mal terpdi kekehruan 151 dobumen md akan dilakukan perbathun sebogomans nesn:z.
Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang riakan
oleh BSIE-BSSN.

4 Data lengkap dapat diperoleh meloha smstem OSS menggunahan bk chses
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5. Format keputusan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal
di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
pada KEK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS .....cciiiiiiiiiiiiiiiinnn,
KEPADA P oovenenessrenenssenenssanessuense

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mcnimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu yang diajukan oleh Wajib

Pajak PT. ...... . Nomor NPWP ..... , Lembaga OSS telah melakukan
penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

b. bahwa berdasarkan penelitian scbagaimana dimaksud pada
huruf a, Wajib Pajak PT. ..... , Nomor NPWP ..... , dapat diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu
scbagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huraf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang
Periakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan
Ekonomi Khusus, perlu menctapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Dacrah-dacrah Tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus ...
kepada PT. ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan ' o 0
Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan ‘d - st
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana nes%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020

tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada
Kawasan Ekonomi Khusus;

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di dacrah-daerah
tertentu kepada:

Wajib Pajak I (Y PP S A S

NPWP <
Alamat :
Lokasi KEK £

Fasilitas Pajak Penghasilan scbagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA adalah scbagai berikut:

a. pengurangan penghasilan neto scbesar 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan
Usaha Utama, dibebankan sclama 6 (enam) tahun masing-
masing scbesar 5% (lima persen) pertahun;

b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi
yvang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha,
dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi
ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang diperccpat atas aktiva tetap
berwujud:

a) bukan bangunan Kclompok I, masa manfaat menjadi 2
(dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau
tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun
scbesar  100% (seratus persen) yang dibebankan
sckaligus;

b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4
(empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan

N -

-
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metode garis lurus scbesar 25% (dua puluh lima persen)
atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo
menurun scbesar 50% (lima puluh persen);

c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8
(delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima
persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo
menurun scbesar 25% (dua puluh lima persen);

d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10
(sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau
tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun
scbesar 20% (dua puluh persen);

c) bangunan permancn, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh)
tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode
garis lurus scbesar 10% (sepuluh persen);

f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi S5
(lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

a) Kelompok 1, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi
berdasarkan metode saldo menurun scbesar 100%
(seratus persen) yang dibecbankan sckaligus:

b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi
berdasarkan metode saldo menurun scbesar 50% (lima
puluh persen);

¢} Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif
amortisasi berdasarkan metode saldo menurun scbesar
25% (dua puluh lima persen);

d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus
scbesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi
berdasarkan metode saldo menurun scbesar 20% (dua
puluh persen).

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayvarkan
kepada Wajib Pajak luar negeri sclain bentuk usaha tetap di
Indonesia sebesar 10% (scpuluh persen), atau tarif yang lebih
rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang
berlaku; dan

d. Kompensasi kerugian sclama 10 (scpuluh) tahun,

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Meodal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-dacrah Tertentu
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk
aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan
Perizinan Berusaha Nomor ................... yvang diterbitkan olch
Lembaga OSS pada tanggal ................. , dengan Nomor Kode Proyck
.................... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-dacrah Tertentu
scbagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku

Dokumen i ditertatkan sistem OSS berdasarkan data darn pthak Kepals Kantor Ferueiilsn Perusaioan §or -
Asing, tersiepan dolam sstew 0SS, yang menpd 'anggungpuab Kapsh Kcmrhmbhn ~ Clahtranih
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scjak saat mulai berproduksi sccara komersial yang ditetapkan
dengan Keputusan Dircktur Jenderal Pajak tentang Penctapan Saat
Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-dacrah Tertentu
scbagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b dan butir ¢
mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan
Menteri ini akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani sccara clektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:
Menteri Koordinator Bidang Perckonomian;

Menteri Keuangan;

Menteri c..coooaciiiian (Pembina Scktor);

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;

Kepala Kantor Wilayah DJP ... 3

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya ..., -
10.Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

CENO U A WN -

.

Dokumen i diteriathan sistem OSS berdesarkan data dan pohak Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan o 0
Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan - Sahbranth
Dolam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan perbatkun sebogomans ne%.

Dokumen v telah ditandatengars secar elektrorsk menggunakan sernfikar eletromk gang riakan

oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.

N -

-
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PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS pada tanggal ...,dengan Nomor Kode Proyek ...,

Lokasi usaha/proyck di Jalan (alamat proyek) ... di Kawasan Ekonomi Khusus ...
Berdasarkan perizinan scbagaimana dimaksud dalam angka 1,

a. wajib Pajak menjalankan usaha dalam Bidang Usaha ..., KBLI ... dana cakupan

produk.......

b. rencana penanaman modal senilai Rp ... dengan rincian sebagai berikut:
Modal Tetap: Jumlash
1. Pembelian dan Pematangan Tanah RD iiassssiaisannesvoniss ,00
2. Bangunan/Gedung R sl SanSEnaniiien ,0o
3. Mesin Peralatan Lokal D seimicssermomatmit i ,00
4. Mcsin Peralatan Impor RO oty orss ,00
5. Lain-lain R it 00

Total R SR 00

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daecrah-dacrah Tertentu yang diberikan scbagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk
Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan
kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas
Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, secbelum
berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
a. jangka waktu 6 tahun scjak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-daerah
Tertentu dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain
melakukan praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan
fasilitas Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak wajib:

a. menyampaikan Laporan Realisasi Penanaman Modal/Realisasi Produksi

kepada Dircktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan; dan

Asing, terstepan dolam sister 0SS, yang menpdh fanggung fuab Kepsls Kartor Pericokilan N - e
Dualam Mal terpdi kekehruan 151 dobumen md akan dilakukan perbathun sebogomans mesandz:.

Dokumen i telah ditandatengars secam elektrorsk menggunakan serrfikat eletromk gang rixtian

oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

Dokumen v ditertatkan sistem OSS berdasarian daota darn pthek Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan 'd Satal
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b. memberitahukan seccara tertulis kepada Dircektur Jenderal Pajak sebelum
mclakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas.

9. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanyva untuk tujuan
pemberian fasilitas Pajak Penghasilan,

10. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu
scbagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan
telah siap berproduksi komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem
0SS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT ...

11. Ketentuan pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu scebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pengenaan sanksi administratif mengacu
pada ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.

12. Pemanfaatan secluruh fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dacrah-dacrah Tertentu scebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara clektronik

-

Dokumen i diteriathan sistem OSS berdesarkan data dan pohak Kepols Kantor Ferueiidsn Perusahoan o 0
Aning, terstepan dolam sstew 0SS, yong menpdh tanggung puwad Kepsls Kartor Percokilan - Sahbranth
Dolam hal terpds kekeliruan 151 dokumen md akan dilakukan perbatkun sebogomans ne%.

Dokumen v telah ditandatengars secar elektrorsk menggunakan sernfikar eletromk gang riakan

oleh BSIE-BSSN.

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.

e

-

www.peraturan.go.id
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6. Format pemberitahuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan
penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI KESESUAIAN PERMOHONAN
FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA
NOMOR LT=:isisiissisiisiis

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 0SS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahaan

NPWP 3

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan burto atas rencana
kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan
Proposal Litbang:

Nomor Proposal

Fokus Litbang

Tema Litbang

Topik Penelitian o4

Target Capaian Kegiatan $

Rencana Waktu Kegiatan Litbang:

Rencana Secluruh Biaya Litbang

Rencana Kerjasama 3

dinyatakan SESUAI dengan ketentuan proposal dan  kriteria Penelitian dan
Pengembangan untuk pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilana bruto
scbagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.010/2010.

Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat
kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelcktual berupa Paten
atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Notifikasi ini bukan merupakan dokumen yang digunakan scbagai dasar
penghitungan besaran pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto
saat telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT,
dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperolch notifikasi ini wajib menyampaikan laporan biaya
Penclitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan
kementerian  yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di  bidang ilmu
pengetahuan dan  teknologi (melalui OSS), paling lambat bersamaan dengan
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak
bersangkutan.

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana ne%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.

www.peraturan.go.id
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Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain selaku pembina scktor terkait.

Ditetapkan olch : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal 3

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan ' ::::m
Asing, tersimpan dolam sstew 0SS, yang menpd tanggung puad Kepsls Kantor Pericekilan \‘ - e
2 Dolam hal terpds kekefiruan 151 dokumen md akan dilnkukan perb sebogo m X
3 Dokumen i telah diandatangam secam elektrorak menggunakan sertfikar elerromk yang diterbzian
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

www.peraturan.go.id
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7. Format Pemberitahuan penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik
kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS KEGIATAN VOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyclenggara OSS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.010/2019, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahaan

NPWP

dengan rencana kegiatan praktik kcqa/ pemagangan dan/atau pembelajaran yang
dilaksanakan berdasarkan Pcr)an_nan Kerjasama (PKS)

Nomor PKS

Pihak Kedua PKS

Kegiatan & Kompetensi 3

Jumlah Peserta 3 orang

Tanggal Efcktif dan

Jangka Waktu PKS 2

dengan memanfaatkan pcnguran@an penghasilan bruto paling tinggi 200% scsuai
dengan PMK 128 Tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurang
penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan
atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak:

1. Tidak membuat perjanjian kerja sama scbagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3)
PMK 128 Tahun 2019 atau membuat kerja sama dengan pihak yang tidak secsuai
dengan ketentuan Pasal 1 angka 4;

2. Mclakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan
sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama;

3. Tidak menyampaikan pemberitahuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019;

4. Tidak menyampaikan laporan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK
128 Tahun 2019 setelah berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) PMKK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak
memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2): atau

5. Tidak menyampaikan laporan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK
128 Tahun 2019 sectelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
2 Dalam Ml terpds kekefruan 151 dokumen md akan dxhkuhn perbatkan sebogoimana ne%
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.

www.peraturan.go.id
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Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (super deduction) scjak tanggal
notifikasi ini atau scjak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif
dimulainya PKS sctelah tanggal notifikasi ini.

Ditetapkan olch : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal s

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan ' ::::m
Asing, tersimpan dolam sstew 0SS, yang menpd tanggung puad Kepsls Kantor Pericekilan \‘ - e
2 Dolam hal terpds kekefiruan 151 dokumen md akan dilnkukan perb sebogo m X
3 Dokumen i telah diandatangam secam elektrorak menggunakan sertfikar elerromk yang diterbzian
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

www.peraturan.go.id
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8. Format Pemberitahuan pengurangan penghasilan neto atas penanaman
modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang
merupakan industri padat karya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN
NETO
PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT
KARYA

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyclenggara OSS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Alamat Perusahaan

NPWP 4

Status Penanaman Modal 1 PMA/PMDN

Nama Bidang Usaha ?

Kode KBLI $

Rencana Penanaman Modal :Rp

Jumlah Tenaga Kerja 3 orang

Indonesia yang Dipekerjakan

Lokasi Usaha 2

dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam
puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal pada aktiva tetap berwujud sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal
Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri
Padat Karya.

Fasilitas pengurangan penghasilan neto ini mulai dimanfaatkan scjak Saat Mulai
Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam scjak Saat Mulai Berproduksi
Komersial sepanjang memenuhi persyaratan mempekerjakan minimal 300 (tiga ratus)
orang tenaga kerja Indonesia. Penctapan Saat Mulai Berproduksi Komersial ditetapkan
olch Dircktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas dari
Wajib Pajak.

Dircktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa atas Penanaman
Modal Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto
dalam hal:

1. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha
scbagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 16 Tahun 2020; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi  ketentuan mengenai  penggantian  aktiva
scbagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun
2020.

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan o 0
Asing, terstepan dolam ssterw 0SS, yang menpd fanggung puab Kepsls Kantor Pericokilan - Shakbrmnin
2 Daolam Mol terpds kekefruan 15t dobumen md akan dilnkukan perbatkan sebogomana ne%.
3 Dokumenim telah ditandatangam secarn elektrorak menggunakan sernfikar elerromk yang riakan
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercich melaha mstem OSS menggurahan hak chses.
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Pemberitahuan ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Dircktorat
Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

Diterbitkan oleh : Lembaga OSS

Dikeluarkan tanggal

i, Dokumen vu ditertatkan sistem OSS berdasarkan data dan pthak Kepals Kantor Ferueiidsn Perusaioan ' ::::m
Asing, tersimpan dolam sstew 0SS, yang menpd tanggung puad Kepsls Kantor Pericekilan \‘ - e
2 Dolam hal terpds kekefiruan 151 dokumen md akan dilnkukan perb sebogo m X
3 Dokumen i telah diandatangam secam elektrorak menggunakan sertfikar elerromk yang diterbzian
oleh BSIE-BSSN.

-

Data lengkap dapat dipercieh melaha mstem OSS menggumahan hak chses

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS I1ZIN KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Nomor 3 (nama kota} {tanggal bulan) 20---.

Lampiran

Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin
Tinggal Kunjungan (ITK) Menjadi Izin Tinggal Terbatas
ITAS) an. --------- ..Scbagai:

Dircksi D Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM

Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta

Sclatan 12190

Permohonan ini disjukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini,
perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Data Perusahaan

a. Nama
NPWP
Nomor Induk Berusaha
(NIB}
Alamat :

b. Penanggung jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi
Terakhir) atau Penjamin
Nama
Jenis & No. Identitas
Alamat

¢. Nomor Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin
Prinsip/lzin Investasi

. Nomor Izin Usaha

c. Akta Anggaran Dasar
Persecroan
- No. Akta Pendirian
- No. Akta Pecrubahan

www.peraturan.go.id
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Direksi Terakhir
- No. Akta Pcrubahan -
Saham Terakhir

2. Data Rincian Kitas /Kitap scbagai berikut
Nama :
Warga Negara L
No. Paspor L
No. ITK -
Masa berlaku ITK -
Jabatan 3
Nilai saham :Rp
Alamat :

3. PERNYATAAN
Bahwa saya, nama S WACKSATATAGASA4SALLLEIAMS AL , dalam kapasitas saya scbagai

Pimpinan Perusahaan PT ... ... dengan ini menyatakan:

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas materai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya
menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c¢. Keaslian scluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Materai Rp10.000,00
Tanda tangan + Cap perusahaan

Nama lengkap
Jabatan

www.peraturan.go.id



-599. 2021, No. 272

B. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Nomor 3 (nama kota} {tanggal bulan) 20---.

Lampiran

Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin
Tinggal Terbatas (ITAS) Menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP)
- 0 » W EhARERERARE .scbagai:

D Dircksi D Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM

Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta

Sclatan 12190

Permohonan ini disjukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini,
perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Data Perusahaan

a. Nama
NPWP
Nomor Induk Berusaha
(NIB}
Alamat :

b. Penanggung jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi
Terakhir) atau Penjamin
Nama
Jenis & No. Identitas
Alamat

¢. Nomor Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin
Prinsip/lzin Investasi

. Nomor Izin Usaha

c. Akta Anggaran Dasar
Persecroan
- No. Akta Pendirian
- No. Akta Pecrubahan

Direksi Terakhir
- No. Akta Perubahan
Saham Terakhir
2. Data Rincian Kitas /Kitap sebagai berikut

Nama z
Warga Negara
No. Paspor
No. ITAS Terakhir
Masa berlaku ITAS
NPWP
Jabatan -
Nilai saham :Rp
Alamat :
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3. PERNYATAAN
Bahwa saya, nama 3 ananyadeIaIaReRLsEEEEEEERERN , dalam kapasitas saya scbagai
Pimpinan Perusahaan PT ..., dengan ini menyatakan:

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani olch yang

berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya

menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

a. Keaslian scluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kescsuaian secluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Materai Rp10.000,00
Tanda tangan + Cap perusahaan

Nama lengkap
Jabatan
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C. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS
KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

2021, No. 272

IZIN

No. Jenis Dokumen
1. Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan
2. Reckaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan:
a. jika direksi/komisaris:
1} WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP
2} WNI: KTP, NPWP, dan KSWP
b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat
Pengangkatan scbagai Manajer Personalia
3. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan dan paspor orang asing scbagai
pemegang saham yang memohonkan alih status lzin Tinggal
4. Surat Kuasa:
3. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan
olch penanggung jawab perusahaan;
b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan
sccara langsung oleh penanggung jawab perusahaan.
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D. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TERBATAS
MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Jenis Dokumen

Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan

Reckaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan:
a. jika dircksi/komisaris:
1} WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP
2} WNI: KTP, NPWP, dan KSWP
b. jika Manajer Personalia (harus WNI}: KTP, NPWP, KSWP, dan Surat
Pengangkatan scebagai Manajer Personalia

Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, NPWP, KSWP, dan paspor orang asing
scbagai pemegang saham yang alih status Izin Tinggal

Surat Kuasa:
3. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan
oleh penanggung jawab perusahaan;
b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak

dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan.
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E. BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI
IZIN TINGGAL TERBATAS

Nomor : /A 8/B.1/20--- Jakarta -cro-seaeesssnaaaeeeaes id

Sifat : Segera

Lampiran '@ -

Hal : Reckomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin
Tinggal Terbatas (ITAS) an. --- scbagai Pemegang Saham dan

Direktur /Komisaris pada PT. ---..

Kepada Yang Terhormat

Direktur Jenderal Imigrasi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Sclatan 12940

Schubungan dengan Surat Permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ...
tanggal .... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah
diterima BKPM tanggal ...., perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama S PR
NPWP z
Alamat

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas
Alamat

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) --- tanggal <=+, -~
tanggal ---, dan Akta --- Nomor --- tanggal --- olch Notaris ---, S.H., M.Kn di -
yvang telah mendapat .. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor -+ tanggal -+, Perusahaan scbagaimana dimaksud
pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan Keimigrasian,
dengan rincian data scbagai berikut:

Nama

Warga Negara

No. Paspor

No. Izin Kun
Masa berlaku
Jabatan
Pemegang Saham
Alamat

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor ...., sctelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data
yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 di atas,
kami rekomendasikan untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa Alih Status
[zin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas.
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak
Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;

2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
4. Direktur PT. ...... .
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F. BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI
IZIN TINGGAL TETAP

Nomor 2 /A.8/B.1/20-- Jakarta, --oeooemeeeeseeees a

Sifat : Segera

Lampiran '@ -

Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin
Tinggal Tetap (ITAP) an. --- scbagai Pemegang Saham dan

Direktur /Komisaris pada PT. ---..

Kepada Yang Terhormat

Direktur Jenderal Imigrasi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Sclatan 12940

Schubungan dengan Surat Permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ...
tanggal .... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah
diterima BKPM tanggal ...., perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama S PR
NPWP z
Alamat

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas
Alamat

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) --- tanggal <=+, -~
tanggal ---, dan Akta --- Nomor --- tanggal --- olch Notaris ---, S.H., M.Kn di -
yvang telah mendapat .. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor -+ tanggal -+, Perusahaan scbagaimana dimaksud
pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian,
dengan rincian data scbagai berikut:

Nama

Warga Negara

No. Paspor

No. ITAS

Masa berlaku ITAS
NPWP

Jabatan
Pemegang Saham
Alamat

Berkaitan dengan hal-hal terscbut diatas, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor ...., sctelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data
yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 di atas,
kami rekomendasikan untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa Alih Status
Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak
Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;

2. Dircktur Jenderal Pajak;

3. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
4. Direktur PT. ...... .

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMK-M

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

..........................................

..........................................

Dalam rangka pengajuan*:

.....................

.....................
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1. Perizinan Berusaha sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
dan/atau

2. Fasilitas pembebasan bea masuk impor untuk mesin/barang dan
bahan/Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax
Holiday) [ Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu (Tax Allowance); dan/atau

3. Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (P2KH) dan Izin Usaha
Pertambangan (IUP).

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan
pemberdayaan UMK-M dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah
kabupaten /kota lokasi proyek dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No. Jenis Perkiraan Nilai Perkiraan Waktu
Kegiatan Pekerjaan/Tahun (Rp.) Pelaksanaan
L [fnsnsnnnnununnnnnns |ioessssrsssnssessssrsssnsserssassrsnsnssssase: | 444udvsrssasasdssnsnsnsvasasissnsnsng
2 | sesssosasssnnanneac | snesssisanininasssasanisinanssssasasinanenss | vavavavavavavavavavavavavavavavavavas
B: | cnicdidisididaiidoniu] seavesssavarssasaresassresasarerasaserananed | NSNS EEEEEEEES
dst

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, dilaksanakan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha

tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen
dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

oSS esas s sas D . 2 A

(Jabatan)

EI'%E
O]
(Nama)

*) Coret yang tidak perlu.
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KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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